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GUEERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 39 TAHUN 2024

TENTANG

KREBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Menimbang:

Mengingal:

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MALHA ESA
GUBERNUR RIAU,

bahwa untule melaksanakan ketentuan Pasal 99 avat (5]
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi Badan
Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Riau;

L. Pasal 18 ayat (0) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia Nomor 4286) sebagiaman telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tenlang
Perbendaraan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi
perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia  Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik [ndonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801 )
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Undang-Undang Nomeor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Normor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoncsia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor & Tahun 2023 tentang Penctapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indunesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6B856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi
Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6808);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 485,
Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) scbagaimana lelah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tenlang
Pengelolaan Kruangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Mcenteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
fentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik  Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425)
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasilikasi,
Kodelikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMEK.05/2015
lentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Nomeor 13 Tentang Penyajian Laporan
Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1818);



Menetapkan :

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Dacrah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1718);

15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Riau Tahun 2024 Nomor 2);

16. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2022 tentang
Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual (Berita Daerah
Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 60).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI RIAU.

EAE |
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau.

2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4

Badan Layvanan Umum Dacrah yang selanjutnya
disingkal BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit
Pelaksana Teknis/sebutan lain vang disesuaikan dalam
memberikan pemberian pelayanan kepada masyarakat
vang mempunvai fleksibilitas dalam pola pengelolaan
keuangan  sebagai pengecualian dari  ketentuan
pengelolaan daerah pada umumnya.

[:JI

Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan,
pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi
dan kejadian keuangan, penvajian laporan, serta
penginterpretasian atas hasilnya.

6. Kebijakan Akuntansi BLUD adalah adalah prinsip-
prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan
dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh BLUD
dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan
dengan tetap menggunakan standar akuntansi yang
sama dengan standar akuntansi yang dipakai oleh
Pemerintah Daerah.
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Fleksibilitas adalah keleluasan dalam pola pengelolaan
keuangan dengan menerapkan praktek hisnis yang sehat
untuk meningkatkan layanan kcpada masyarakat tanpa
mencari  keuntungan dalam rangka memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan
hangsa.

Prakick Bisnis dan Anggaran Yang Schat adalah
penyvelenggaraan fungsi organisasit berdasarkan kaidah-
kaidah mangjemen yang baik dalam rangka pemberian
layanan yang bermulu, berkesinambungan dan berdaya
salng.

Rencana Bisnis dan Anggaran vang selanjutnva disingkat
RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan
BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan
penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat
Daerah.

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas
BLUD yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam
periode tahun anggaran yvang bersangkutan vang menjadi
hak BLUD dan ldak perlu dibayar kembali oleh BLUD.

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang
diakui scbagal penambah ekuitas dalam periode tahun
anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar
kemhali.

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas
BLUD yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam
periode tahun anggaran bersangkulan vang tidak akan
diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.

Aset adalah sumber daya ckonomi yang dikuasai
dan/atau dimiliki oleh BLUD sebagai akibat dari
peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi
dan/atau susial di masa depan diharapkan dapat
diperoleh, serta dapat diukur dalam satuan uang.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa
lalu yang penyelesalannya mengakibatkan aliran keluar
sumber daya ckonomi BLUD.

Ekuitas adalah kekayaan bersih BLUD vang merupakan
sclisih antara aset dan kewajiban BLUD.

Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD yang
ditentukan oleh Pimpinan BLUD untuk menampung
scluruh  penerimaan BLUD dan digunakan untuk
membayar seluruh pengeluaran BLUD.

Rekening Kas BLUD  adalah  rckening  tempat
penyimpanan uang BLUD yang ditentukan oleh Pimpinan
BLUD untuk menampung seluruh penerimaan BLUD dan
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran BLUD
pada Bank vang ditetapkan.



Bagian Kedua
Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya dari Peraturan Gubernur ini adalah
sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam melaksanakan
Kebijakan Akuntansi BLUD.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk
terbentuknya laporan keuangan BLUD yang akuntabel sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

a.
b.

(1)

Kehijakan Akuntansi; dan

Pemeriksaan /Audit.

BAB II
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pasal 5

Kebijakan Akuntansi sebagaimana diatur di dalam
Peraturan Gubernur ini mencrapkan basis akrual.

Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri dari:

a.

b.

L]

Kebijakan Akuntansi Nomor 1 tentang Penyajian
Laporan Keuangan;

Kebijakan Akuntansi Nomor 2 tentang Laporan
Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo
Anggaran Lebih;

. Kebijakan Akuntansi Nomor 3 tentang Laporan

Operasional;

. Kebijakan Akuntansi Nomor 4 tentang Neraca dan

Laporan Perubahan Ekuitas;

. Kebyjakan Akuntansi Nomor 5 lentang Laporan Arus

Kas:

Kebijjakan Akuntansi Nomor 6 tentang Catatan atas
Laporan Keuangan;



g. Kebijakan Akuntansi Nomor 7 tentang Akuntansi
Pendapatan-LRA;

h. Kebijakan Akuntansi Nomor & tentang Akuntansi
Belanja;

i. Kebijjakan Akuntansi Nomor 9 tentang Akuntansi
Pembiayaan;

j. Kebijakan Akuntansi Nomor 10 tentang Akuntansi

Pendapatan-L.O;

k. Kebijakan Akuntansi Nomor 11 tentang Akuntansi
Beban;

l. Kebijakan Akuntansi Nomor 12 tentang Akuntansi
Surplus/Delisit-LO dan Pos Luar Biasa;

m.Kebijakan Akuntansi Nomor 13 tentang Akuntansi
Aset Lancar;

n. Kebijakan Akuntansi Nomor 14 tentang Investasi
Jangka Panjang;

0. Kebijjakan Akuntansi Nomor 15 tentang Akuntans: Aset
Tetap;

p- Kebijakan Akuntansi Nomor 16 tentang Aset Lainnya;

q. Kebijakan Akuntansi Nomor 17 tentang Akuntansi
Kewajiban;

r. Kebijjakan Akuntansi Nomor 18 tentang Ekuitas; dan

s. Kebjjakan Akuntansi Nomor 19 tentang Kcebijakan
Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Koreksi
Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi,
Menimbang dan Operasi yang Dihentikan.

Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada avat

(2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Guberniur ini.

BAB III
PEMERIKSAAN/AUDIT

Pasal &

Pemeriksaan/Audit atas laporan keuangan BLUD
dilaksanakan sesual ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pemeriksaan/Audil sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dilakukan oleh Badan Pemeriksa Eksternal Pemerintah.

Pemeriksa eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan oleh Badan Pemeriksa Kcuangan.

Dalam hal dibutuhkan pemeriksaan dengan tujuan
tertentu dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik
sesuai ketentuan peraturan perundang-udangan.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai herlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar  sctiap orang — mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur iri dengan
penempatannya dalam Berita Dacrah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 17 September 2024

Pj. GUBHENURRIAU,

ttd.

RAFIMAN I1ADI
Diundangkan di Pekandaru
pada tanggal 17 September 2024

SEKRETARIS DARRAH PROVINSI RIAU,

ttd.
S. FLHARIYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2024 NOMOR: 39

Salinan Sesuai Dengan Asllnya

j‘.’; DHARMADI, SH.’MH.
> / Pembina (IV/a)

S_NEPT 19840326 200903 1 003
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LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 39 TAHUN 2024

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI RIAU

KERANGEKA KONSEPTUAL

KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU

PENDAHULUAN
Tujuan
1. Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi BLUD  dilingkungan

b

3.

Pemerintah Provinsi Riau ini mengacu pada Kerangka Konseptual
Standar Akuntansi Pemerintah dan Pernvataan Standar Akuntansi
Pemerintah (PSAP) nomor 13 tahun 2016 tentang Penyajian Laporan
Badan Layanan Umum (BLU)} untuk merumuskan konsep yang
mendasari penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan BLUD.,
Kerangka Konseptual ini adalah sebagai acuan dalam hal terdapat
masalah akuntansi yang belum dinyaltakan dalam Kebijakan
Akuntansi BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Dalam hal terjadi pertentangan antara Kerangka Konseptual dan
Kebijakan Akuntansi, maka ketentuan Kebijakan Akuntansi
diunggulkan relatifl terhadap Kerangka Konseptual ini. Dalam jangka
panjang, konllik demikian diharapkan dapat diselesaikan scjalan
dengan pengembangan kebijakan akuntansi di masa depan.

Pengertian dan Tujuan Kebijakan Akuntansi

4

o

6.

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-
konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik vang dipihh
oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyvajian
laporan keuangan BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
Tujuan Kebijakan Akuntansi adalah mengatur penyusunan dan
penyajian laporan keuangan BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi
Riau untuk tujuan umum.

Kebijakan Akuntansi berlaku untuk cntitas akuntansi/ pelaporan
BLUD yang memperoleh anggaran berdasarkan APED dan BLUD.

Ruang Lingkup

g

— x.n__. 1_.

Kerangka konseptual ini membahas:

. Tujuan kerangka konseptual;

. Pengertian dan Tujuan Kebijakan Akuntansi;
Lingkungan Akuntansi BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi
Riau;

. Peranan dan Kebuluhan Informasi;
Pengguna dan Kebutuhan informasi;
Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan;

. Unsur/Elemen Laporan Keuangan;

. Pengakuan Unsur Laporan Keuangan;
Pengukuran Unsur Laporan Keuangan;
Asumsi Dasar;

. Prinsip-prinsip;

. Kendala informasi akuntansi: dan

m.Dasar hukum.

SHa O o



8.
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Kerangka konseptual ini berlaku bagi pelaporan keuangan BLUD
dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

B. LINGKUNGAN AKUNTANSI BLUD DILINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI RIAU

Q.

10,

Lingkungan operasiunal organisasi BLUD dilingkungan Pemerintah
Provinsi Riau berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi
dan pclaporan keuangannya.
Ciri-ciri penting lingkungan BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi
Riau yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan  tujuan
akuntansi dan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut:
(2] Ciri utama struktur BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi
Riau dan pelayanan vang diberikan:
] bentuk umum BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau:
2) hubungan antara pembayaran retribusi dengan pelavanan
BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
(b) Ciri keuangan BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau
yang penting bagi pengendalian:
l) anggaran sebagai pernyataan kcbijakan publik, target fiskal
dan secbagai alat pengendalian; dan
2)investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan
pendapatan.
Asct yang digunakan oleh BLUD dilingkungan Pemecrintah Provinsi
Riau, kecuali jenis asel tertentu seperti tanah, mempunyai manfaat
dan kapasilas terbatas. Seiring dengan penurunan manfaat dan
kapasitas dari suatu aset, maka dilakulkan penycsuaian nilai,

C. PERAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN
Peran Pelaporan Keuangan

12,

133

Laporan keuangan BLUD dilingkungan Pemerintah Provins: Riau
disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi
keuangan dan scluruh transaksi vang dilakukan oleh suatu entitas
pelaporan  selama  satu periode pelaporan.  Laporan keuangan
lerutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi
vang dimanfaalkan untuk melaksanakan Kegiatan operasional BLUD
dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau, menilai kondisi keuangan,
mengevaluasi efcktlivitas dan cfisiensi suatu entitas pelaporan dan
membantiu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-
undangan.

BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau mempunyai kewajiban
untuk melaporkan upaya-upaya vang telah dilakukan serta hasil
yvang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan
terstruktiur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:
a) Akuntabilitas
Mcempertanggungjawabkan  pengelolaan  sumber daya serta
pclaksanaan  kebijakan  vang dipercayakan kepada BLUD
dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau dalam mencapai tujuan
yang telah ditetapkan sccara periodik.
b) Manajemen
Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi
pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode
pelaporan sehingga memudahkan [ungsi perencanaan, pengelolaan
dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas BLUD
dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau untuk kepentingan
masyvarakat,
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c¢) Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang lerbuka dan jujur kepada
masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat
memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh
atas pertanggungjawaban BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi
Riau dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan
kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d) Keseimbangan Anlargenerasi (intergenerational equity)
Membantu para pengguna laporan dalam mengetahui kecukupan
penerimaan BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau pada
periode pelaporan untuk membiayai scluruh pengeluaran yang
dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan
akan ikut menanggung bebhan pengeluaran terschul.

e} Evaluasi Kinerja
Mengevaluasi  kinerja  entitas pelaporan, terutama dalam
penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola BLUD
dilinglkungan Pemerintah Provinsi Riau untuk mencapai kinerja
vang dircncanakan.

Tujuan Pelaporan Keuangan

14. Pelaporan keuangan BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau

seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para

pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik
keputusan ckonomi, sosial, maupun politik dengan:

a) Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan
sumber daya keuangan;

b) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode
berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;

¢) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi
yvang digunakan dalam kegiatan BLUD dilingkungan Pemerintah
Provinsi Riau serta hasil-hasil yang telah dicapai;

d) Menyediakan informasi mengenai bagaimana BLUD dilingkungan
Pemerintah Provinsi Riau mendanai seluruh kegiatannya dan
menculiupi kebutuhan kasnya;

€] Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi
BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau berkaitan dengan
sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun
jangka panjang, termasuk yang berasal dari pelayanan kesehatan
dan pinjaman; dan

f) Menyediakan informasi mengcnai perubahan posisi  keuangan
BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau, apakah mengalami
kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan
selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan  keuangan

menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber

daya keuangan/ckonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang
pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/ defisit-

Laporan Operasional (LO), asct, piutang, kewajiban, ckuitas dan arus

kas BLUD Dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau .

Pt
o

D. PENGGUNA DAN KEBUTUHAN INFORMASI
Pengguna Laporan Keuangan
16. Terdapat beberapa kelompok ulama pengguna laporan keuangan
BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau, namun tidak terbatas
pada:
a) Masvarakat;
b) Para wakil rakyat, lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa;



w

¢} Pihak yang memberi atau yang berperan dalam proses donasi,
investasi dan pinjaman; dan
d) Pemerintah Daerah.

Kebutuhan Informasi

L'F,

18.

19.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum
untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok
pengguna. Dengan demikian laporan keuangan BLUD dilingkungan
Pemerintah Provinsi Riau tidak dirancang untuk memenuhi
kebutuhan spesilik dari masing-masing kelompok pengguna.
Kebutuhan  informasi tentang kegiatan  operasional BLUD
dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau serta posisi keckayaan dan
kewajiban dapat dipenuhi dengan lebih baik dan memadai dengan
basis Akrual, yakni berdasarkan pengakuan munculnya hak dan
kewajiban bukan pada arus kas semata. Namun apabila terdapat
ketentuan peraluran perundangan-undangan yang mengharuskan
penyajian suatu laporan keuangan dengan basis kas, maka laporan
wajib disajikan.

dalam laporan keuangan, BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi
Riau wajib memperhatikan informasi vang disajikan dalam laporan
keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian dan
pengambilan keputusan.

ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN

20.

21.

Entitas Akuntansi adalah BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi
Riau yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan
keuangan untuk digabungkan pada enlitas pelaporan.

Entitas Pelaporan adalah unit Pemerintah Daerah terdiri dari satu
atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan wajib rmenyampaikan laporan
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan bertujuan umum,
yvaitu Pemerintah Daerah itu sendiri.

KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN

22. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran
normatil yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga
dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakleristik berikut ini
merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan
keuangan BLUD  dilingkungan Pemerinlah Provinsi Riau dapat
memenuhi kualitas yang dikehendaki:

a) Relevan;
b) Andal;
c) Dapat dibandingkan; dan
d) Dapat dipahami.
Relevan
23. Laporan kecuangan BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau

bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya
dapat mempengaruhi  Keputusan pengguna dengan membantu
mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan
memprediksi masa depan, serla menegaskan atau mengoreksi hasil
evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan
keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud
penggunaannya.
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Informasi vang relevan :

a) Memiliki manfaat umpan balik (feedback value) artinya Laporan
BLUD  dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau harus memuat
Informasi memungkinkan pengguna untuk mencgaskan atau
mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu;

b) Memiliki  manfaat prediktif (predictive value) artinya BLUD
dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau harus memuat informasi
dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan
datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini;

c) Tepat waktu artinva Laporan BLUD dilingkungan Pemerintah
Provinsi Riau harus memuat informasi disajikan tepat waktu
sehingga dapal berpengaruh dan berguna dalam pengambilan
keputusan; dan

d) Lengkap artinya Laporan BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi
Riau harus memuat informasi akuntansi keuangan BLUD
dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau, disajikan selengkap
mungkin, yaitu mencakup scmua informasi akuntansi yang dapat
mempengaruhi  pengambilan  Keputusan. Informasi  vang
melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam
laporan kecuangan diungkapkan dengan jelas agar kckeliruan
dalam penggunaan informasi lersebut dapat dicegah.

Andal

23.

Informasi dalam lapeoran kecuangan BLUD dilingkungan Pemerintah
Provinsi Riau harus bebas dari pengertian yvang menvesatkan dan
kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat
diverifikasi. Informasi mungkin relevan, letapi jika hakikat atau
penyajiannya lidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi
tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal
memenuhi karakleristik:

a) Penyajian jujur, artinya Laporan BLUD dilingkungan Pemerintah
Provinsi Riau harus memuat Informasi menggambarkan dengan
jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan
atau yang sccara wajar dapat diharapkan untuk disajikan;

b) Dapat  Diverifikasi  (verifiubility), artinya Laporan BLUD
dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau harus memuat Informasi
yang disajikan dalam laporan keuangan dapal diuji dan apabila
pengujian dilakukan lebih dari sckali oleh pihak yang berbeda,
hasilnya tetap menunjukkan simpulan vang tidak berbeda jauh;

¢} Netralilas, artinya Laporan BLUD dilingkungan Pemerintah
Provinsi Riau harus memuat Informasi diarahkan pada kebutuhan
umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

Dapat Dibandingkan

26.

Informasi yang termual dalam laporan keuangan BLUD dilingkungan
Pemerintah  Provinsi Riau akan lebih berguna jika dapat
dibandingkan dengan laporan keuangan periode schelumnya atau
laporan keuangan BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau lain
pada umumnya. Perbandingan dapal dilakukan secara internal dan
cksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila BLUD
menerapkan kebijakan akuntansi vang sama dari tahun ke tahun.
Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila BLUD
dilingkungan Pemerinlah Provinsi Riau yang diperbandingkan
menerapkan  kebijakan akuntansi yang sama. Apabila BLUD
dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau akan menerapkan kebijakan
akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang
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sckarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode
terjadinya perubahan tersebut.

Dapat Dipahami

27

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami
oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah vang
disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan.
Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang
memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi BLUD dilingkungan
Pemerintah Provinsi Riau, serta adanya kemauan pengguna untuk
mempelajari informasi yvang dimaksud.

G. UNSUR/ KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

28.

Laporan Keuangan BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau
sebagai entilas akuntansi penyelenggara pengelolaan keuangan dan
Akuntansi terdiri dari:

a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL);

¢} Neraca;

d) Laporan Opcrasional (LO)

¢) Laporan Arus Kas [LAK)

f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);

g) Catatan atas Laporan Kcuangan.

Laporan Realisasi Anggaran

29.

30.

Laporan Realisasi Anggaran BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi
Riau merupakan laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar
sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola
cleh  BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau, vyang
menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya
dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran
adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran BLUD
dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau secara tersanding. Penyajian
antara  anggaran dengan realisasinya menunjukkan tingkat
ketercapaian target-target yang telah disepakati scecara legislatif
dengan eksekutif scsual peraturan-peraturan perundang-undangan.

Unsur yang dicakup sccara langsung oleh Laporan Realisasi

Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, dan pembiayaan.

Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

a) Pendapatan-LRA adalah pencrimaan oleh Bendahara Penerimaan
BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau vang menambah
Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran  vang
bersangkutan yang menjadi hak BLUD dilingkungan Pemerintah
Provinsi Riau;

b) Belanja (LRA) adalah semua pengcluaran oleh Bendahara Umum
Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lehih dalam periode
tahun  anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh BLUD  dilingkungan Pemerintah
Provinsi Riau;

¢) Pembiayaan (finuncing) adalah sctiap penerimaan yang perlu
dibayar kembali danfatau pengelusran vyang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-
tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah
Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau
memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara
lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran
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pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran pokok
utang/pinjaman dan investasi.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

31. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi
kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan
dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Neraca

32. Neraca BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau merupakan
laporan yang menggambarkan posisi keuangan BLUD dilingkungan
Pemerintah Provinsi Riau mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada
langgal lertentu.

33. Unsur vang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan

ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki
oleh BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau sebagai akibat
dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau
sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh BLUD, serta
dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya
nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi
masyarakat umum.

b) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu vang
penyelesalannva mengakibatkan aliran keluar sumber daya
ekonomi BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

c) Ekuitas adalah kekayaan bersih BLUD dilingkungan Pemerintah
Provinsi Riau yang merupakan selisih antara asct dan kewajiban
BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Laporan Operasional

34.

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi vang
menambah eckuilas dan penggunaannya vang dikelola oleh BLUD
dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau untuk kegiatan dalam satu
periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional

terdini dari pendapatan LO, beban, dan pos-pos luar biasa. Masing-

masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Pendapatan-LO adalah hak BLUD  dilingkungan Pemerintah
Provinsi Riau yang diakui sebagai penambah ckuitas dalam periode
lahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar
kembali.

b) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, vang dapat
berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya
kewajiban.

¢) Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar
biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi vang bukan
merupakan operasi biasa.

Laporan Arus Kas

36.

37.

Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas
pada Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran,

Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran
kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan
aktivitas opcrasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, pendanaan
dan transitoris memberikan informasi vang memungkinkan para
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pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut
terhadap posisi kas dan sctara kas. Informasi tersebut juga dapat
digunakan untuk mengevaluasi hubungan anlar aklivitas operasi,
inirestasi, pendanaan dan transitoris.

Laporan Perubahan Ekuitas

39.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai pos-pos
cekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutlan dan
koreksi vang langsung menambah /mengurangi ckuitas.

Catatan Atas Laporan Keuangan

40.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau

rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran,

Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan

Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas. Calalan atas Laporan

Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi

yvang dipergunakan oleh entitas akuntansi informasi lain vang

diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar

Akunlansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan vang diperlukan

untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan/menyajikan/

menyediakan hal-hal sebagai berikut:

a) Mengungkapkan informasi Umum tentang Entitas Akuntansi;

b) Menyajikan  informasi  tentang kebijakan fiskal/keuangan.
Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan sclama tahun
pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam
pencapalan target.  Menyajikan  informasi  lentang  dasar
penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi
yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan
kejadian-kejadian penting lainnya;

¢) Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang
disajikan pada lembar muka laporan keuangan;

d) Mengungkapkan informasi vang diharuskan oleh Standar
Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 13 tentang Penyajian
Laporan Keuangan Badan Layanan Umum yang belum disajikan
dalam lembar muka laporan keuangan; dan

¢) Mcnycediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penvajian
yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka (on the fuce)
laporan keuangan,

H. PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

41,

42,

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya
kritcria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan
akuntansi sehingga akan menjadi bagian yvang melengkapi unsur
asct, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan,
pendapatan-LO dan beban, scbagaimana akan termual pada laporan
keuangan BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau, Pengakuan
diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan
Keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.
Kriteria minimum vang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau
peristiwa untuk diakui yaitu;
a.terdapat kemungkinan bahwa manfaat elkonomi yvang berkaitan
dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar
darifatau masuk ke dalam entitas BLUD dilingkungan Pemerintah
Provinsi Riau.
b.kejadian alau peristiwa tersebul mempunyai nilai atau biaya vang
dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal. -



43,

-16-

Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi
kriteria pengakuan, perlu dipertimbangkan aspek matcrialitas,

Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa Depan Terjadi

44,

Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep kemungkinan besar
manfaal ekonomi masa depan terjadi digunakan dalam pengertian
derajat kepastian tinggi bahwa manfaat ekonomi masa depan yang
berkaitan dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir
dari atau ke entitas pelaporan. Konsep ini diperlukan dalam
menghadapi  ketidakpastian  lingkungan  operasional  BLUD
dilingkungan Pemerintah Provins: Riau, Pengkajian derajat kepastian
vang melekat dalam arus manfaat ckonomi masa depan dilakukan
atas dasar bukti yvang dapat diperolch pada saat penyusunan laporan
keuangan.

Keandalan Pengukuran

Ao,

Kriteria pengakuan pada wmumnya didasarkan pada nilal uang
akibat  peristiwa atau kejadian  vyang dapat diandalkan
pengukurannya. Namun ada kalanyva pengakuan didasarkan pada
hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya
dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan
transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan
keuangan. Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat
terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau
tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang.

Pengakuan Aset

46.

43,

49.

Aset diakui pada saat potensi manfaal ekonomi masa depan diperoleh
oleh BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan mempunyai
nilai atau biava yang dapat diukur dengan andal.

Sejalan dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang
atau beban dibayar di muka diakui ketika hak klaim untuk
mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari
entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi dan nilai klaim tersebut
dapat diukur atau diestimasi.

Aset dalam bentuk kas yang diperoleh BLUD dilingkungan
Pemerintah Provinsi Riau antara lain bersumber dari Penerimaan
APBID/APBN, Penerimaan jasa layvanan dari masyarakat, Penerimaan
jasa layanan dari entitas akuntansi/entitas pelaporan, Penerimaan
hasil kerjasama, Hibah, Penerimaan Usaha Lainnya, dan Penerimaan
pembiavaan,

Proses pemungutan seliap unsur penerimaan tersebut sangat
beragam dan melibatkan banyak pihak atau instansi. Dengan
demikian, titik pengakuan pencrimaan kas oleh BLUD dilingkungan
Pemerintah Provinsi Riau untuk mendapatkan pengakuan akuntansi
memerlukan pengaturan yang lebih rinci, termasuk pengaturan
mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai penyetorannyva
ke Rekening Kas DBendahara Penerimaan BLUD dilingkungan
Pemerintah Provinsi Riau. Aset dalam bentuk kas tidak diakui jika
pengeluaran telah terjadi dan manfaat ckonominya dipandang ticdak
mungkin diperoleh BLUD dilingkungan Pemecrintah Provinsi Riau
setelah periode akuntansi berjalan.
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Pengakuan Kewajiban

50. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran
sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyclesaikan
kewajiban yang ada sampal saat pelaporan dan perubahan atas
kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur
dengan andal.

51. Sejalan dengan pencrapan basis akrual, kewajiban diakui pada saat
dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

Pengakuan Pendapatan

52. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan
tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.

53. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas
Bendahara Penerimaan BLUD  dilingkungan Pemerintah Provinsi
Riau.

Pengakuan Beban dan Belanja

54. Beban diakul pada saat timbulnva kewajiban, terjadinva konsumsi
aset, atau terjadinva penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

53. Belanja diakui berdasarkan terjadinva pengeluaran dari Rekening
Kas Bendahara Pengeluaran BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi
Riau dan atau Rckening Kas Bendahara Umum Daerah. Pengeluaran
melahil bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat
pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit
yvang mempunyal flungsi perbendaharaan.

PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

56. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uvang untuk mengakui
dan memasukkan sctiap pos dalam laporan keuangan BLUD
dilingkungan Pemecrintah Provinsi Riau. Pengukuran pos-pos dalam
laporan keuangan BLUD dilingkungan Pcmerintah Provinsi Riau
menggunakan nilai  perolehan historis.  Aset  dicatal sebesar
pengeluaran/ penggunaan sumber daya ekonomi atau scbesar nilai
wajar dari imbalan vang diberikan untuk memperoleh aset tersebut,
Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi vang
digunakan BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau untuk
memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

57. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang
rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi
terlebih dahulu (menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) dan
dinyatakan dalam mata uang rupiah.

ASUMSI DASAR
28. Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan BLUD dilingkungan
Pemcerintah Provinsi Riau adalah anggapan yang diterima sebagai
suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi
dapat ditcrapkan, vang terdiri dari:
a. Asumsi kemandirian entitas;
b, Asumsi kesinambungan entitas: dan
¢. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement).

Kemandirian Entitas

59. Asumsi kemandirian entitas berarti bahwa setiap unit organisasi
dianggap schagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk
menyajikan laporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya
asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun
anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh.
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Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan asct dan sumber daya di
luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk
atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud,
utang piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana
tudaknya program yang telah ditetapkan.

BLUD dilingkungan Pemerinlah Provinsi Riau merupakan Entitas
Aluntansi yang wajib menvelenggarakan akuntansi dan menyusun
laporan keuangan.

Kesinambungan Entitas

&1,

Laporan Keuangan BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau
disusun dengan asumsi bahwa BLUD akan berlanjut keberadaannyva.

Keterukuran Dalam Satuan Uang

62.

Laporan Keuangan BLUD dilingkungan Pemerintah Provins: Riau
harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai
dengan satuan uang Hal ini diperlukan agar memungkinkan
dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

63.

Prinsip akuntansi dan pelaporan kecuangan dimaksudkan scbagai
ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara
akuntansi dan pelaporan keuangan BLUD dilingkungan Pemerintah
Provins: Riau dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna
laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan vang
disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam
akuntansi dan pelaperan keuangan BLUD  dilingkungan Pemerintah
Provinsi Riau:

a) Basis akuntansi;

b) Prinsip nilai historis;

¢) Prinsip realisasi;

d) Prinsip substansi mengungguli bentuk formal;

e} Prinsip periodisitas;

f] Prinsip konsistensi;

g) Prinsip pengungkapan lengkap; dan

h) Prinsip penyajian wajar.

Basis Akuntansi

H4.

6.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan Kouangan
Pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO,
beban, aset, kewajiban dan ckuitas. Dalam hal peraturan
perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan
basis kas, maka ¢ntitas wajib menvajikan laporan.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat
hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas
belum diterima di Rekening Kas Bendahara Penerima BLUD
dilingkungan Pemcrintah Provinsi Riau dan beban diakui pada saat
Kewdjiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih
telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas
Bendahara Pengcluaran BLUD  dilingkungan Pemerintah Provinsi
Riau. BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau tidak
menggunakan  istilah  laba, melainkan menggunakan  istilah
surplus/Defisit LO untuk menyatakan selisih antara pendapatan LO
dan beban.
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Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas,
maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan
dan penerimaan pembiavaan diakui pada saal kas diterima di
Rekening Kas Bendahara Penerima BLUD dilingkungan Pemerintah
Provinsi Riau; scrta belanja, dan pengeluaran pembiayaan diakuw
pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Bendahara Pengeluaran
BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Namun demikian,
bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis
akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual. Sisa
perhitungan anggaran lergantung pada sclisih realisasi pendapatan
dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan  pembiayaan
pengeluaran.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ckuitas
diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat
kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan BLUD
dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau, bukan pada saat kas atau
sclara kas diterima atau dibayar cleh kas Bendahara BLUD
dilingltungan Pemerintah Provinsi Riau.

Nilai Historis (Historical Cost)

68,

69.

70,

Asct dicatat scbesar pengeluaran kas dan sctara kas yang dibayar
atau sebesar nilal wajar dari imbalan (consideration) untuk
memperoleh aset tersebut pada saat perolehan.

Ulang dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan
akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan
datang dalam pelaksanaan kegiatan BLUD dilingkungan Pemerintah
Provinsi Riau.

Penggunaan nilal historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian
vang lain karena lebih obyvektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal
tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau
kewajiban terkait.

Prinsip Realisasi (Realization)

¥k

7L

Ketersediaan pendapatan BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi
Riau vang telah diolorisasikan melalui APBD selama satu tahun
anggaran akan digunakan untuk membayar ulang dan belanja BLUD
dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau dalam periode tahun
anggaran dimaksud. Mengingal LRA masih merupakan laporan vang
wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui
sctelah  diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau
mengurangli kas.

Prinsip layak temu biaya-pendapatan (matching-cost against revenue
principle) dalam akuntansi BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi
Riau tidak mendapal penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam
akuntansi sektor swasta.

Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal (Substance Over From
Principle)

i

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi
serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau
peristiwa lain terscbut perlu dicatat dandisajikan sesuai dengan
substansi  dan realitas ckonomi dan bukan hanva aspek
formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak
konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal terscbut

harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan
Keuangan.
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Prinsip Periodisitas (Periodicity Principle)

74. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu
dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja BLUD
dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau dapat diukur dan posisi
sumber daya vang dimilikinya dapal ditentukan. Periode pelaporan
keuangan adalah semesteran dan tahunan.

Prinsip Konsistensi (Consistency Principle)

75. Perlakuan akuntansi vang sama diterapkan pada kejadian yang
serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip
konsistensi internal). Hal ini udak berarti bahwa tidak boleh terjadi
perubalian dari satu metode akuntans: ke metode akuntanst yvang
lain.

76. Metode alkuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa
metode yvang baru diterapkan mampu memberikan informasi yvang
lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan
penerapan metode ni diungkapkan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan.

Prinsip Pengungkapan Lengkap (Full Disclosurce Principle)

77. Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang
dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh
pengguna laporan kKcuangan dapal ditempatkan pada lembar muka
(on the face) laporan keuangan atau Catatan alas Laporan Keuangan.

Prinsip Penyajian Wajar (Fair Persentation Principle)

8. Laporan Keuangan menyvajikan dengan wajar Laporan Realisasi
Anggaran, Laporan Perubahan Salde Anggaran Lebih, Neraca,
Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas
dan Catatan atas Laporan Kcuangan.

79. Faktor pertimbangan sechat diperlukan bagi penyusun laporan
keuangan di lingkungan BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi
Riau Kketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan
tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan
hakikat serta lingkatnya dengan menggunakan pertimbangan schat
dalam penyusunan laporan keuangan. Perumbangan sehat
mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan
dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak
dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu
rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak
meim plcrkt;il_ankun, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi,
sengaja menctapkan aset atau pendapatan yvang terlampau rendah,
alau sengaja mencatal kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi,
schingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

L. HENDALA INFORMASI YANG RELEVAN DAN ANDAL

80. Kendala informasi yang relevan dan andal adalah setiap keadaan
vang }idak memungkinkan lerwujudnya kondisi yang ideal dalam
meu-’ujudkan informasi akuntansi yang relevan dan laporan
Keuangan BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau scbagai
akibat keterbatasan (limitations) atau karena alasan-alasan tertentu,
Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan
aporan keuangan BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau,
yaitu:
a) Malterialitas;
b) Pertimbangan biaya dan manfaat: dan
¢) Keseimbangan antar karakleristik kualitatif.
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Materialitas

31,

Laporan Kcuangan BLUD dilingkungan Pemecrintah Provinsi Riau
walaupun idealnya memuat scgala informasi, laporan keuangan
BLUD dilingkungan Pcmerintah Provinsi Riau hanva diharuskan
memual informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi
dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau
kesalahan dalam mencatal informasi tersebut dapat mempengaruhi
keputusan ekonomi pengguna vang diambil atas dasar laporan
keuangan BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Pertimbangan biaya dan manfaat

.

Manfaat yang dihasilkan informasi yang dimuat dalam laporan
keuangan BLUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau seharusnya
melebihi dari biaya yang diperlukan untuk penyusunan laporan
terscbut. Oleh karena ini, laporan keuangan BLUD dilingkungan
Pemerintah Provinsi Riau tidak semestinya menyajikan segala
informasi yang manfaatnya lcbih kecil dari biaya penyusunannya.
Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaal merupakan proses
pertimbangan yang substansial. Biaya itu juga tidak harus dipikul
olch pengguna informasi vang menikmati manfaat.

Keseimbangan antar karakteristik kualitatif

&3,

Kescimbangan antar karakteristik  kualitatif  diperlukan  untuk
mencapal suatu kescimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan
normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan BLUD
dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Kepentingan relatif antar
karakteristik kualitatif dalam berbagai kasus berbeda, terutama
antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan
antara dua karakteristik kualitatif tersebul merupakan masalah
pertimbangan profesional.
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KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 1
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah
paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-
paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka
Konseptual Kebijakan Akuntansi BLUD.

A, RUANG LINGKUP

L

Tujuan Kebijakan ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan
untuk tujuan umum (general purpose financial statements) dalam
rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap
anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi.

Laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan
disajikan dengan basis akrual.

Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan vyang
dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud
dengan pengguna adalah masvarakat, Wakil Rakvat (Dewan Perwakilan
Rakyal Dacrah (DPRD/Legislatif), lembaga pemeriksa/pengawas, pihak
yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan
pinjaman, serta pemerintah. Laporan keuangan meliputi laporan
keuangan vang disajikan terpisah atau bagian dari laporan kecuangan
vang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan.
Kebjjakan ini berlaku untuk entitas akuntansi dalam menvusun dan
menyajikan laporan kecuangan. Entitas pelaporan vaitu Pemerintah
Daerah, sedangkan entitas akuntansi yaitu BLUD.

B. BASIS AKUNTANSI

s

Basis akuntansi yang digunakan untuk menyelenggarakan akuntansi
dan penyajian laporan keuangan BLUD adalah basis akrual. Namun
demikian, sepanjang anggaran masih disusun dan dilaksanakan
dengan basis kas, Laporan Realisasi Anggaran tetap disusun dengan
basis kas.

C. DEFINISI

B.

Berikut  adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan
Akuntansi dengan pengertian:

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas
vang ditujukan untuk kegiatan operasional BLUD selama satu periode
akuntansi.

Aktivitas investasi adalah aklivitas penerimaan dan pengeluaran kas
vang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan asct lelap dan serta
investasl lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.

Aktivitas pendanaan adalaly aktivitas penerimaan kas vang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yvang akan diterima kembali
yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang
dan piutang jangka panjang

Aktivitas non anggaran adalah aktivitas penerimaan dan
pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan,
belanja, dan pembiayaan BLUD.

Aktivitas Transitoris adualah aktivitas pencrimaan atau pengeluaran
kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasl, investasi dan
pendanaan.
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Amortisasi utang adalah alokasi sistematis dari premium atau
diskonto sclama umur utang BLUD.

Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan
BLUD meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembliayaan
vang diukur dalam satuan rupiah, vang disusun menurut klasifikasi
tertentu secara sistematis untuk satu periode.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui olech Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

Apropriasi adalah anggaran yang disctujul DPRD yang merupakan
mandat yang diberikan kepada kepala dacrah untuk melakukan
pengeluaran-pengeluaran sesual tyuan vang ditetapkan.

Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan sctara kas pada
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.

Aset adalah sumber daya ekonomi vang dikuasai dan/atau dimiliki oleh
BLUD sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat
ckonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh
olech BLUD, secrta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber
daya nonkeuangan vang diperlukan untuk penvediaan jasa bagi
masyarakal umun.

Aset tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi
dan tidak mempunyai wujud fisik scria dimiliki untuk digunakan dalam
menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnva
termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih
dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD atau
dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan memenuhi batasan minimal
kapitalisasi,

Aset Lainnya adalah vang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset
lancar, investasi jangka panjang dan asct tetap.

Azas Bruto adalah suatu prinsip tidak diperkenankannva pencatatan
penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi
atau tidak diperkenannya pencatatan pengeluaran sctelah dilakukan
kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.

Basis akrual adalah basis akuntansi vang mengakui pengaruh
transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu
terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas dilerima atau
dibayar.

Basis Akrual untuk Pendapatan-LO adalah basis akuntansi vang
mengalcui pendapatan pada saat timbulnya hak atas pendapatan atau
direalisasi.

Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi
dan peristiwa lainnya pada saal kas atau setara kas dilerima atau
dibayar.

Belanja/Biaya adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum
Dacrah /Rekening Kas BLUD yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih
dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali olch BLUD.

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-
hari BLUD yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja opcrasi
antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa,dan
bunga.

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset
tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periade
akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk
Pfr'mlﬁ:han tanah, peralalan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan,
irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan aset lainnya.
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Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam
periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa
pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu
asel tetap yvang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa
manfaat aset vang bersangkutan.

Biaya investasi adalah secluruh biaya yang dikeluarkan olch entitas
investor dalam perolehan suatu investasi misalnva komisi broker, jasa
bank, biaya legal dan pungutan lainnya dari pasar modal.

Biaya perolehan adzalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan
atau nilal wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu
aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut
dalam kondisi dan tempat vang siap untuk dipergunakan.

Biaya Pinjaman adalah bunga dan biaya lainnva vang harus
ditanggung oleh BLUD sehubungan dengan peminjaman dana.
Divestasi adalah penjualan sural berharga yang dimiliki BLUD baik
sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.

Ekuitas acdalah kckayaan bersih BLUD vang merupakan selisih antara
aset dan kewajiban BLUD.

Entitas Akuntansi adalah BLUD yang wajib menvelenggarakan
akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada
entitas pelaporan.

Investasi adalah aset vang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat
ckonomik seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial
schingga dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka
pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka pendek adalah investasi vang dapat segera dicairkan
dan dimaksudkan untuk dimiliki sclama 12 (dua belas) bulan atau
kurang.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk
dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang vang tidak
termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki
secara tidak berkelanjutan.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang
dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank vang setiap saal
dapat digunakan untuk membiayai kegiatan BLUD.

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan  uang  daecrah vang
ditentukan oleh Kepala Dacrah untuk menampung seluruh penerimaan
daerah dan membayar scluruh pengeluaran dacrah.

Kas di BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD yang ditentukan
oleh Pemimpin BLUD untuk menampung scluruh penerimaan BLUD
dan membayar scluruh pengeluaran BLUD.

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi
konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik vang dipilih oleh
BLUD dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pthak atau lebih vang
mempunyail  komitmen  untuk  melaksanakan kegiatan  vang
dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan atau hak usaha
yang dimiliki.

Hesa!lahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak
scsual dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan
periode berjalan atau periode sebelumnya.

Rewajiban adalah utuang yang timbul dari peristiwa masa lalu vang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber dava ekonomi
BLUI.
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Klaim adalah pengajuan biaya pelayanan dan atau perawatan pasien
oleh rumah sakit kepada pihak penanggung dan ditagihkan setiap
bulannva.

Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) adalah aset-aset tetap vyang
sedang dalam proses pembangunan.

Kontrak konstruksi adalah perikatan yvang dilakukan secara khusus
untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan
eral salu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan,
teknologl, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.

Kontraktor adalah suatu cntitas vang mengadakan kontrak untuk
membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan
cnititas lain sesuail dengan spesifikasi vang ditetapkan dalam kontrak
konstrulksi.

Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos vang
lersaji dalam laporan keuangan BLUD menjadi sesuai dengan yang
seharusnya.

Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.

Laporan Perubahan Ekuitas mcnyajikan informasi mengenai pos-pos
ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dan
koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas.

Masa manfaat adalah periode suatu asct diharapkan digunakan untuk
aktivitas BLUD dan/atau pelayanan publik; atau jumlah produksi atau
unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas BLUD
dan/atau pelavanan publik.

Mata uang asing adalah mata uang sclain mala uang Rupiah.

Mata uang pelaporan adalah mata uang rupiah yvang digunakan
dalam menyajikan laporan keuangan.,

Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah
saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian
pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas
tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan vang
diperumbangkan dari keadaan khusus di mana kekurangan atau salah
sajl terjadi.

Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai
investasi berdasarkan harga perolehan.

Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yvang mencatat nilaj
investasi awal berdasarkan harga perolchan. Nilai investasi tersebut
kemudian  disesuaikan dengan  perubahan bagian investor atas
kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee)
vang terjadi sesudah perolehan awal investasi.

Metode Langsung adalah metode penyajian arus kas dimana
pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang
harus diungkapkan.

Metode Tidak Langsung adalah metode penyajian arus kas dimana
surplus atau defisit disesuaikan dengan transaksi transaksi operasional
non kas, penangguhan (deferral) atau pengakuan (accrual) penerimaan
kas atau pembayaran yang lalu/yang akan datang, serta unsur
penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk kas vang berkaitan dengan
aktivitas investasi dan pendanaan.

Neraca adalah salah satu komponen laporan Keuangan vang
menggambarkan  posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, “dan
ekuitas pada tanggal tertentu,

Nilai historis adalah jumlah kas atau ekuivalen kas yang
dibayarkan/dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan
tertentu  untuk mendapatkan suatu  aset investasi pada saat
perolchannya.
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Nilai nominal adalah nilai kewajiban BLUD pada saat pertama kali
transaksi berlangsung seperti nilali yang lertera pada lembar surat
Llang,

Nilai pasar adalah jumlah vang dapatl diperoleh dari penjualan suatu
investasi dalam pasar yang aktil antara pihak-pihak yang independen.
Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada
akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biayva
pelepasan.

Nilai tercatat (carrying amount) aset adalah nilai buku aset, yvang
dihitung dari biava perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi
penyusutan.

Nilai tercatat (carrying amount) kewajiban adalah nilai buku
kewajiban yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau
ditambah diskonto atau premium yvang belum diamortisasi.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penvelesaian kewajiban antar
pihalk yang memahami dan berkeinginan untuk melalkukan transaksi
wajar.

Pemberi kerja adalah cntitas yang mengadakan kontrak konstruksi
dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa
konstruksi.

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang periu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran Dbersangkutan maupun tahun-tahun anggaran
berikutnya, yang dalam penganggaran BLUD terutama dimaksudkan
untuk menutup delisil atau memanfaatkan surplus anggaran.
Pendapatan APBN/APBD adalah semua pencrimaan Rckening kas
BLUD vang berasal dari APBN/APBD.

Pendapatan BLUD adalah semua penerimaan Rckening Kas BLUD
vang berasal dari pelayanan BLUD.

Pendapatan Laporan Operasional sclanjutnya disebut Pendapatan-
LO, adalah hak BLUD yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam
periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar
kemball.

Pendapatan-LRA adalah scmua penerimaan Rekening Kas BLUD vyang
menambah saldo anggeran lebih dalam periode tahun anggaran yang
bersanglkutan yang menjadi hak BLUD, dan tidak perlu dibayar kembali
oleh BLUD.

Pendapatan Hibah adalah pendapatan BLUD dalam bentuk
uang/barang atau jasa dari pemerintah lainnya, perusahaan
negara/dacrah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat
tidak wajib dan tidak mengikar scria tidak secara terus menerus.
Penerimaan kas adalah semua aliran kas vang masuk ke Bendahara
BLUD.

Pengeluaran kas  adalah semua aliran kas yang keluar dari
Bendahara BLUD.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu asect letap
vang dapat disusutkan (depreciable assets) sclama masa manfaat aset
vang bersangkutan.

Periode akuntansi zdalah periode pertanggungjawaban keuangan
cntitas  pelaporan yang periodenya sama dengan periode tahun
anggararn.

Perhitungan Fihak FKetiga, selanjutnya disebut PFK, merupakan
utang BLUD kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan BLUD
sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak
Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen,
dan Taperum.



Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau
perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan
operasional BLUD dan barang-barang vang dimaksudkan untuk dijual
dan/atau diserahkan dalam ranglka pelayanan kepada masyarakat.
Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi
yang mendasar estimas tersebut, atau karena terdapat informas: baru,
pertambahan pengalaman dalam mengestimasi,atau  perkembangan
lain.

Piutang adalah hak BLUD yang dapat dinilai dengan uang sebagail
akibat perjanjian atan  akibal  lainnya  berdasarkan peraturan
perundang-undangan atau akibat lainnva vang sah.

Pos adalah kumpulan akun sejenis yvang ditampilkan pada lembar
muka laporan keuangan.

Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa
vang terjadi karena kejadian atau transaksi yvang bukan merupakan
vperasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di
luar kendali atau pengaruh enlilas bersangkutan.

Premium adalah jumlah seclisih lebih antara nilai kini kewajiban
{present value) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (maturity value)
karena tingkat bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bunga efektif.
Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penvimpanan
uang dacrah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung
penerimaan daerah dan membayar pengeluaran dacrah pada bank vang
ditetapkan.

Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD
vang ditentukan oleh Pemimpin BLUD setelah mendapat persetujuan
Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan BLUD dan
membayar seluruh pengeluaran BLUD.

Restrukturisasi utang adalah kescpakatan antara kreditur dan
debitur untuk memodifikasi syarat-syarat perjanjian utang dengan atau
tanpa pengurangan jumlah utang,

Retensi adalah jumlah termin (progress billing) yang belum dibayar
hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk
pembavaran jumlah tersebul.

Saldo Anggaran Lebih adalah gunggungan saldo vang berasal dari
akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun
berjalan serta penyesuaian lain vang diperkenankan.

Sclisih kurs adalah selisih yang timbul karena penjabaran malta uang
asing ke rupiah pada kurs yang berbeda.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat hikuid yang
siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai
yvang signifikan.

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah
selisih Iebih /kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta
penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD sclama satu
periode pelaporan.

Surplus/Defisit secara umum diartikan scbagai  selisih  antara
pendapatan dan beban.

Surplus/defisit dari penjualan aset non lancar adalah selisih
antara hasil penjualan dengan nilai tercatat (nilai buku} dari aset non
lancar.

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional adalah selisih
lebih/Kurang antara pendapatan-operasional dan beban selama satu
periode pelaporan.

Surplus/defisit LO adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LO
dan beban selama satu perivde pelaporan, setelah diperhitungkan
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dengan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar
biasa.

Surplus/defisit LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-
LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

Tanggal pelaporan adalah tanggal hari lerakhir darl suatu periode
pelaporarn.

Termin (progress billing) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan
vang dilakukan dalam suatu kontrak baik vang telah dibayar ataupun
vang belum dibavar oleh pemberi kerja.

Tunggakan adalah jumlah kewajiban terutang karena
ketidakmampuan BLUD membayar pokeok utang dan/atau bunganya
sesuai jadwal.

Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor
sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.
Untung/Rugi Penjualan Aset merupakan selisih antara nilai buku
asel dengan harga jual aset.

D. TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

.

10.

Tujuan wumum laporan keuangan adalah menvajikan informasi

mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih,

arus kas, hasil operasi dan perubahan ckuitas yang bermanlaal bagi

para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai

alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan BLUD adalah untuk

menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan

untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya

vang dipercayakan kepadanya, dengan:

a. Menyediakan informasi mengenal posisi sumber dava ekonomi,
kewajiban, dan ekuitas BLUD;

b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber dava
ekonomi, kewajiban, dan ekuitas BLUD;

¢. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan
sumber daya ekonomi;

d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap
angEFAarannya;

¢. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pclaporan mendanai
aktivitasiya dan memenuhi kebutuhan kasnya;

f.  Menyediakan informasi mengenai potensi BLUD untuk membiayai
penyelenggaraan kegiatan pelayanan;

g. Menyediakan informasi vang berguna untuk mengevaluasi
kemampuan BLUD dalam mendanai aktivitasnya,

Pclaporar} keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna

mengenai:

a. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai
dengan anggaran; dan

b. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai
dengan ketentuan, lermasuk batas anggaran yang ditctapkan oleh
DPRD.

Untuk memenuhi tujuan wmum ini, laporan Keuangan menyediakan

informasi mengenai entitas dalam hal:

a. Aset;

b. Kewajiban;

c. Ekuitas;

d. Pendapatan-LRA;
e. Belanja;

i,

Pembiavaan;

=1

S1LPAf saldo anggaran lebih;

¢a
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h. Pendapatan-LO);

i. Beban; dan

j. Arus kas.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi
tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak dapat
sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan,
termasuk laporan nonkeuangan, dapat dilaporkan bersama-sama
dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih
komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu
periode.

TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN

12.

Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan pelaporan
keuangan berada pada Pemimpin BLUD.

KOMPONEN DAN PERIODE PELAPORAN KEUANGAN
Komponen Laporan Keuangan

13.

Komponen-komponen Laporan keuangan yang disusun oleh BLUD
vang terdapat dalam satu set laporan keuangan sebagai berikut:
a. Laporan Realisasi Anggaran

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
e. Neraca;

d. Laporan Operasional;

e. Laporan Arus Kas;

S Laporan Perubahan Ekuitas; dan

g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Identifikasi Laporan Keuangan

14.

15,

16.

1H.

Laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas
dari informasi lainnya dalam dokumen terbitan yang sama.
Kebijakan Akuntansi hanya berlaku untuk laporan keuangan
dan tidak untuk informasi lain yang disajikan dalam suatu
laporan tahunan atau dokumen lainnya. Oleh karena itu,
penting bagi pengguna untuk dapat membedakan informasi yang
disajikan menurut Kebijakan Akuntansi dari informasi lain,
namun bukan merupakan subyek yang diatur dalam Kebijakan
Akuntansi ini.

Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara

Jelas. Di samping itu, informasi berikut harus dikemukakan

secara jelas dan diulang pada setiap halaman laporan bilamana

perlu untuk memperoleh pemahaman yang memadai atas
informasi yang disajikan, yakni :

a. Nama BLUD;

b. Tanggal pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan
keuangan, yang sesuai dengan komponen-komponen laporan
keuangan;

c. Mata uang pelaporan adalah Rupiah; dan

d. Tingkat ketepatan yang digunakan dalam penyajian angka-
angka pada laporan keuangan.

Berbagal periimbangan  digunakan  untuk pengaturan  te: nlang

penomoran halaman, referensi, dan susunan lampiran sehingga dapat

mempermudah pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Laporan keuangan seringkali lebih mudah dimengerti bilamana

informasi disajikan dalam ribuan atau jutaan rupiah. Penvajian

demikian ini dapat dilerima sepanjang tingkat kelepatan dalam

EF}L_}-chldI‘l angka-angka diungkapkan dan informasi vang relevan tidak

ilang.
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Periode Pelaporan

19.

20.

o 2

Laporan keuangan yang disajikan oleh BLUD terdiri dari laporan
keuangan yvang bersifat interim dan laporan keuangan tahunan.
Laporan kecuangan vang bersifat interim berupa Laporan Keuangan
Scmester | vang memuat sebagaimana dalam paragraf 13 beserta
prognosis realisasi anggaran untuk & (enam) bulan berikutnya untuk
tahun anggaran berkenaan.

Laporan Keuangan Tahunan adalah laporan keuangan yang
disusun setelah tahun anggaran berakhir, yang terdiri dari satu
set laporan keuangan pokok sebagaimana dinyatakan pada
paragraf 13 di dalam Pernyataan Kebifakan Akuntansi ini.

Tepat Waktu

22,

23.

Kegunaan laporan Keuangan berkurang bilamana laporan tidak
tersedia bagi pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal
pelaporan. Faktor-faktor vang dihadapi seperti kompleksitas operasi
suatu entitas pelaporan bukan merupakan alasan yang cukup atas
kegagalan pelaporan vang tepat waktu.

Batas waktu penyusunan laporan keuangan tahunan BLUD
selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran
berakhir.

MATA UANG PELAPORAN

24,

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang
Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi
terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

BAHASA LAPORAN KEUANGAN

25.

Laporan keuangan dibuat dalam bahasa Indonesia. Jika laporan
keuangan juga dibuat sclain dalam bahasa Indonesia, maka laporan
keuangan memuat informasi yang sama. Dalam hal terdapat
perbedaan penalsiran akibat penerjemahan bahasa, maka vang
digunakan scbagai acuan adalah laporan keuangan dalam bahasa
[ndonesia.
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KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 2
LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah
paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-
paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka
Konseptual Kebijakan Akuntansi BLUD.

A. RUANG LINGKUP

I

Kebijakan Akuntansi ini diterapkan dalam penyajian Laporan
Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan dengan
menggunakan akuntansi berbasis kas.

E. MANFAAT INFORMASI REALISASI ANGGARAN

2.

Laporan Realisasi Anggaran menvediakan informasi mengenai rcalisasi
pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan pembiayaan diperbandingkan
dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna
laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber
sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan BLUD terhadap
anggararn dengan:

a) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan
sumber daya ekonomi;

b) Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara
menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi Kinerja BLUD dalam
hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi vang berguna
dalam memprediksi sumber daya ekonomi vang akan diterima untuk
mendanal kegiatan BLUD dalam periode mendatang dengan cara
menyajikan laporan sccara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran
dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang
indikasi pcrolehan dan penggunaan sumber daya ckonormi;

a) Telah dilaksanakan sccara efisien, efektif, dan hemat

b} Telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya; dan

c) Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. STRUKTUR DAN ISI LAPORAN REALISASI ANGGARAN

4.

=]

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan,
belanja,  surplus/defisit dan  pembiayaan, vyang masing-masing
diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasikan secara jelas,
dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu,
informasi berikut: N

a) Nama BLUD

b} Periode yang dicakup;

¢) Mata uang pelaporan; dan

d) Satuan angka vang digunakan

Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas
Laporan Keuangan yang memual hal-hal vang mempengaruhi
pelaksanaan  anggaran, seperti kondisi ckonomi makro dacrah,
kebijakan keuangan dacrah, sebab sebah terjadinya perbedaan vang
material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar _-y'ang
merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.
Laporan Realisasi Anggaran imenyajikan klasifikasi pendapatan
menurut jenis pendapatan, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan
disajikan pada Catatan atas Lapuran Keuangan.
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Laporan Realisasi Anggaran menygjikan klasifikasi belanja menurut
jenis belanja, dan rincian lebih lanjut jenis belanja disajikan pada
Catalan alas Laporan Keuangan.

Klasifikasi pendapatan-LRA/belanja berdasarkan dokumen anggaran,
dapat berbeda dengan klasifikasi menurut Standar Akuniansi
Pemerintahan (SAP).

10. Struktur dan isi Laporan Realisasi Anggaran di BLUD berdasarkan

dokumen anggaran terdiri dari pos-pos berikut:
a) Pendapatan APBD/APBN;

b) Pendapatan jasa lavanan dar masyarakat;
c) Pendapatan jasa layvanan dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
d) Pendapatan hasil kerjasama;

e)] Pendapatan Hibah; dan

fl] Pendapatan Usaha Lainnya

g} Belanja Operasi;

h) Belanja Modal;

1)  Surplus/Defisit;

jl Pembiayaan; dan

k) SiLPA/SiKPA.

L1. Pos, judul, dan sub jumlah lainnya dapat disajikan dalam Laporan

Realisasi Anggaran apabila penvajian tersebut diperlukan untuk
menyajikan Laporan Realisasi Anggaran secara wajar.

FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN
12. Contoh format Laporan Realisasi Anggaran pada Pernyataan Kebijakan

Akuntansi ini hanya merupakan ilustrasi sebagal acuan bagi BLUD
dalam penyusunan LRA.

Contoh format LRA OPD berdasarkan format PSAP 13 adalah sebagai
berikut:

Hustrasi PSAP 13

BLUD PEMERINTAH PROVINSI RIAU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk Tahun yang Berakhir sd 31 Desember 2{]:.:1 dan 20:-:0
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LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
.Laporan Perubahan BSaldo Anggaran Lebih menyajikan informasi

1.3

14.

kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih.

Laporan Perubahan SAL menyajikan sccara komparatil dengan periode
sebelumya pos-pos sebagai berikut:
a) Saldo Anggaran Lebih awal;

b) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
¢} Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;

d] Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya;

¢} Lain-lain; dan

f) Saldo Anggaran Lebih akhir
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FORMAT LAPORAN PERUEAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
[ustrasi PSAF 13

BLUD PEMERINTAH PROVINSI RIAU

LAPORAN PERUEBEAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
Per 31 Desember 20x1 dan 20x0

{dalam Rupiah)

“No | e Uraian - 20x1 200 |
1 ‘Saldo Anggamn Lebih [SM} Awal 18044 XK
Penggunaan SAL scbagal Penerimaan
Pembiayaan Tahun Berjalan (xx) )
3 | Sub Total i XXX XXH
Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan
4 | Anggaran (SILPA / SIKPA] akhir tahun | HHK e 2,
berjalan |
| 5 | Sub Total XXX xxx
5 | Borcksi kesalahan Pembukuan Tahun = x:x
| Sebelumnya
7 | Lain-lain N XXX it
8 | Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir KRN XXX




KEEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 3
LAPORAN OPERASIONAL

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah
paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-
paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka
Konseptual Kebijakan Akuntansi BLUD,

A, RUANG LINGKUP
1. Kebijakan Akuntansi ini diterapkan dalam penyajian Laporan
operasional yang disusun oleh BLUD yang menggambarkan
pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dalam
suatu periode pelaporan tertentu.

B. MANFAAT INFORMASI LAPORAN OPERASIONAL

2. Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh
kegiatan operasional keuangan BLUD yang tercerminkan dalam
Pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari BLUD
yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

3. Pengguna Laporan membutuhkan Laporan operasional dalam
mengevaluas: pendapatan-LO  dan  beban  untuk menjalankan
operasional BLUD sehingga laporan operasional menyediakan
informasi:

a) Mengenai besarnya beban yang harus ditanggung olch BLUD untuk

menjalankan pelayanan;

bl Mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam
mengevaluasi kinerja BLUD dalam hal efisicnsi, efektivitas dan
kehematan perolehan dan pengsunaan sumber daya ekonomi;
Yang berguna dalamm memprediksi pendapatan LO vang akan
diterima untuk mendanai kegiatan BLUD dalam periode mendatang
dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;
d) Mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional) dan

penungkatan ekuitas (bila surplus operasional).

L)
e

C. STRUKTUR DAN ISI LAPORAN OPERASIONAL

4. Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-L0O,
beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non
operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa dan
surplus defisit LO vang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara
komprehensif.

5. Struktur Laporan Operasional mencakup pos-pos sebagai berikut:
al Pendapatan APBD/APEN;
b) Pendapatan BLUD;
c] Beban;
d) Surplus/defisit dari operasi;
e} Kegiatan non operasional;
Jl Surplus/defisit sebelum pos luar biasa;
g) Pos Luar Biasa; dan
h) Surplus/defisit LO.

6. Dalam Laporan Operasional harus diidentifikasikan secara jelas
dan jika dianggap perlu diulang pada setiap halaman laporan
informasi berikut:
al Nama BLUD;

b) Periode yang dicakup;
c)] Mata uang pelaporan; dan
d] Satuan angka yang digunakan.
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7. Dalam Laporan Operasional dilambahkan pos, judul dan sub jumlah
lainnya apabila diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk

menyajikan Laporan Opcrasional scecara wajar.

8. Baldo surplus/defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke

Laporan Perubahan Elcuitas.

FORMAT LAPORAN OPERASIONAL

Contoh format LO OPD berdasarkan format PSAP 13 adalah sebagai

berikut:
Hustrasi PSAP 13
BELUD PEMERINTAH PROVINSI RIAU

LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun yang Berakhir sd. 31 Desember 20x1 dan 20x0

Uraan 20% :
1]
| PENDAPATAN 5
APBD/APEN - oo —_— —
_-. Pendapatan APRD o X XXX w
Peadapatan DLUD RHX oo S - i
Fendapatan : La.,,'.'a_n_ﬁ.n Yang
Bersumber dari Masyvarakat - o - i
Fendapatan Layanan dar Entitas |
Akuntarmy Entitas Pelaporan ' iy o s e
Perdnpatan Hasil !{er;'asam.;.-._ XXX EMK Axx XXX
Perudapatar: Hiinh KXX a ] AAXE i XuX
_E"c"r.'.de'pa',ﬁrri.l:nha Lainnya wex HEE e o
JUMLAH PENDAPATAN.-LO ) A | e wor e
Cemmaw N
_!_Bt'ba.n Qperasional |
ml ' o | HHK e KX
_ﬁ;han Peraediaan . o RHK N3N XN
Rehna..lasa i - R KXX ) KX KX
Bcb-al'l Permeliharaan . Wi N LT NN
Beban Langganan Daya fdan Jasa Hax REX x|
|. Beban Perjalanan dinas XXX Xxx X P
| Beban Penyishan Piutang NN w00t e XA
Deban Fenyusatan Aset Tetap HEM xxx | b HEN
Beban Amortisas Anet Lavinmym ®aM A XNX e |
= -Bt'bﬂl'.“!ﬂil'l'!.ail‘. ) xxX i Ee o fEe
JUMLAR BEBAN OPERASIONAL e - o— xn
| SURPLUS/DEFISIT OPERASIONAL - o - P
|
| KEGIATAN NON OPERASIONAL . )
Eurplus/Defizsit Penjualan Aset Men REX KM NMN KA
Lariaian
Kerugian (Perurunan Nilai Aset Hin N XXX
SURPFLUS  /  DEFISIT  WOW —_— P — o
DFERABIONAL |
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM FOS — p— . P
LITATR DIASA
| P03 LUAR BIASA
m;r Bimnga AR : HEX ) XX XEX
Helun Luar B'ia-lsa o HHX xXX i a0
| JUMLAI POS LUAR BIASA : — T e o oen |
| BURFLUS / DEFISIT LU ' o o | e —




KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 4
NERACA DAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah
paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-
paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka
Konseptual Kebifjakan Akuntansi BLUD.

A. RUANG LINGEUP
1. Kebijakan Akuntansi ini diterapkan untuk penyajian Neraca oleh
BLUD yang menggambarkan posisi Keuangan pada tanggal
pelaporan.

B. STRUKTUR DAN ISI NERACA

2. Aset diklasifikasikan dalam aset lancar dan nonlancar serta
kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan
Jangka panjang dalam neraca.

3. Pengungkapan setiap pos aset dan kewajiban mencakup fumlah-
Jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu
12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah
yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih
dari 12 (dua belas) bulan.

4. Apabila BLUD menyediakan barang-barang vang akan digunakan dalam
menjalankan kegiatan pelayanan, perlu adanya klasifikasi terpisah
antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca untuk memberikan
informasi mengenai barang-barang yang akan digunakan dalam periode
akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka
panjang,

5. Dalam Neraca harus diidentifikasikan secara jelas, dan diulang
pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi
berikut:

a) Nama BLUD;

b) Nama laporan;

¢} Periode laporan yang dicakup;
d) Mata uang pelaporan; dan

e/ Satuan angka yang digunakan,

6. Informasi tentang tanggal jatuh tempo asel dan kewajiban keuangan
bermanfaat untuk menilai lkuiditas dan solvabilitas BLUD. Informasi
tentang tanggal penyelesalan aset nonkcuangan dan kewajiban seperti
persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahul apakah
asct diklasifikasikan schagai aset lancar dan nonlancar dan kewajiban
diklasilikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjaxﬁg.

7. Struktur dan isi Neraca terdiri dari pos-pos berikut:

a) Kas di Bendahara Pengeluaran APBD;
b) Kas di BLUD;

c) Kas Lainnya;

d) Piutang BLUD;

e) Penyisihan Piutang BLUD;

f] Beban Dibayar Dimuka;

g] Uang Muka Belanja;

h) Persediaan;

i} Aset Tetap;

J) Aset Lainnya;

k) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap;
) Akurmulasi Amortisasi;

m) Kewajiban jangka Pendek; dan

n) Ekuitas
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8. Pos-pos selain yang disebutkan di atas dapat disajikan dalam
Neraca jika penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara
wajar posisi keuangan.

9. Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara lerpisah
didasarkan pada [aktor-laklor berikut ini:

a) Sifat, likuiditas, dan materiahitas aset;
b} TFungsi pos-pos tersebut dalam entitas akuntansi; dan
¢) Jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban.

FORMAT NERACA

10. Centoh format Neraca yang dillustrasikan di dalam paragraf-paragraf
berikutnya tidak bersifat kaku dalam pengertian bahwa format neraca
dapat dimodifikasi sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip
kebijakan akuntansi. Sebagai contoh, entitas dapat menambah akun
vang belum ada di dalam contoh format Neraca scbhagaimana
diillustrasikan di dalam paragraf-paragraf berikutnya, atau sebaliknya
tidak menampilkan akun vang tidak pernah eksis di dalam bagan akun
entitas yang bersangkutan.

[lustrasi PSAF 13
BLUD PEMERINTAH PROVINSI RIAU

NERACA
Per 31 Desember 20}:1 dan Zﬂxﬂ
e S umlah " Kenaikan
Uraian e e oot -_-,;Penurunanj
(1) (2) (4)=(2] - (3)
ASET !
ASET LANCAR
Kas di Bendahara Pengeluaran K XXX HMX
APBD
Kas di BLUD RXHX XXX MMK
Kas Lainnva dan Sectara Kas HMK XKX XMX
Investasi Jangka Pendck XXX KXX XXX
Piutang BLUD ' XNX b4 XX
Penyisithan Piutang BLUD HIR, Hxx HXK
Beban Dibayar Dimuka (o) | (o) HMX
Uang Muka Belanja NX XXX KKK
Persediaan XK e XXX
Jumlah Aset Lancar o oo oo
ASET TETAP
Tanah HXX XNN XXX
Peralatan dan mesin XXX R Xx
(Gedung dan bangunan XHX XX HXHX
Jalan, Irigasi, dan Jaringan ' XXX XKAX XNX
Asel Tetap Lainnya XXX 5.4 Ry
Konstruksi Dalam Pengerjaan XHK | bieled HHN
.ikumulasi Penyusutan  Aset [xxx] (300 (xxx) Rl
Telap
Jumlah Aset Tetap B+ 4 XXX blele d
ASET LAINNYA
Kemitraan dengan Pihak o XXX besst
Ketiga | |




o e e e R e Jumlah e Kenaikan
- Urelan o poxt[l 20%07 | (Penurunan)”
(1) (2] (3 (4)=(2) - (3)
Dana Kelolaan MK XXX XXX
Aset Yang Dibatasi XXX XXX XK
Penggunaannva
Aset Tidak Berwujud XXX XHX HHK
Aset Lain - lain XXX XK XX
Akumulasi Amortisasi X HMHK pretee
Allumulasi Penyusutan Aset HXX XXX XXX
Lain-lain
l Jumlah Aset Lainnya oK o0 oK
| JUMLAH ASET OO oo ble e
|
| KEWAJIBAN
| KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utlang Belanja Barang dan XMX XXX HHH
Jasa APBD
| Utang Belanja Modal APBED XXX HKX XXX
| Utang Belanja Subsidi XK KKK s
Utang Transfer Pemerintah XXX HXX XXX
Daerah Lainnva
Utang Belanja Lain-lain XXX XXX XXX
Utang Belanja Maodal BLUD XXX XX KXX
Pendapatan Diterima Dimuka XXX XXX XXX
Jumlah Kewajiban Jangka oor XXX XHX |
Pendek ]
Jumlah Kewajiban bineid pin o d KR |
EKUITAS i
| EKUITASY) XX | X Hxx
' Jumlah Ekuitas plaled R XXX
JUMLAH KEWAJIBAN DAN ble v plood HXXK
EKUITAS

‘) Perubahan saldo ekuitas akhir tahun dijabarkan di dalam Laporan
Perubahan Ekuitas.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
11. Laporan Perubahan Ekuitas menvajikan sckurang-kurangnya pos-pos:

a)
b
c)

Ekuitas awal
Surplus/defisit LO pada periode yang bersanglkutan;
Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ckuitas
yang antara lain berasal dari dampak kumulatif vang disebablkan
oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan
mendasar, misalnya :

1. Korcksi kesalahan mendasar dari persediaan vang terjadi pada

periode-periode sebelumnya (jika ada).

ii. Perubahan nilai asct tetap karena revaluasi aset tetap (jika ada).

Ekuitas akhir,
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FORMAT LAPORAN PERUEAHAN EKUITAS

Contoh format Laporan Perubahan Ekuitas BLUD disajikan pada ilustrasi
berikut :

Hustrasi PSAP 13

BLUD PEMERINTAH PROVINSI RIAU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun yang Berakhir sd. 31 Desember 20x1 dan 20x0

Koreksi Lain-lain _ MK
Ekuitas Akhir ) HXX

G e e e P i PSR Yy W ) _.'?.D:-:DH
| Ekuitas Awal XXX XXX
Surplus/Defisit -G | MK A
Ekuitas Tahun Berjalan XXX HXX
Jumlah Ekuitas Akhir sebelum Dampak HRX HEH
Kumulatif:
Dampak Kumulatif Perubahan KXK bie o4
Kehuakan;’Kesalahan Mendasar I
g  Uraian Ha G s '-.Z-Eﬂxl.-: 20x0
KUILkbl PtZIlLd.Ld.Ld.I'l Asel LdI‘lLdI‘ P NXX HXX
Koreksi Pencalalan Penyisihan Aset Lancar XXX | XXX
Koreksi Pencatatan Aset Tetap HAX XXX
Koreksi Pencatatan Aset Lainnva XXX | XxXx
Koreksi Pencatatan Penyusutan Asel Telap XXX XXX
Korcksi Pencatalan Amortisasi Aset Lainnya NHK XXX
Koreksi Pencatalan Kewajiban KM | aox
KKK
XXX
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KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 5
LAPORAN ARUS KAS

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah
paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-
paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka
Konseptual Kebijakan Alkuntansi BLUD.

A. RUANG LINGKUP

1.

Kebijjakan Akuntansi ini diterapkan untuk penyusunan Laporan
Arus Kas (LAK) yang disusun oleh BLUD sebagai bagian dari
laporan keuangan pokok yang harus disajikan. Laporan Arus Kas
menydajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan
kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas
dan setara kas pada tanggal pelaporan.

B. MANFAAT INFORMASI ARUS KAS

2.

Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa
vang akan datang, serta berguna untuk menilai keccermatan atas
taksiran arus kas yang tclah dibuat sebelumnya.

Laporan arus kas juga menjadi alat pertanggungjawaban arus kas
masuk dan arus kas keluar sclama periode pelaporan.

Apabila dikaitkan dengan laporan kecuangan lainnya, laporan arus kas
memberikan informasi yang bermanfaal bagi para pengguna laporan
dalam mengevaluasi perubahan kekavaan bersih/ckuitas dan struktur
keuangan BLUD (termasuk likuiditas dan solvabilitas).

C. Kas Lainnya dan Setara Kas

=5

G.

Kas Lainnya dan Setara kas ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas
jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi
persyaralan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat
diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada
risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi
discbut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh
tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

Mulasi antar pos-pos kas lainnva dan setara kas tidak diinformasikan
dalam laporan keuangan karcna kegiatan tersebut merupakan bagian
dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian aktivitas opcrasi,
mvestasi, pendanaan, dan non-anggaran/ transitoris.

D. PENYAJIAN LAPORAN ARUS KAS
7. Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang

menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama
periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas
operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

Klasifikasi arus kas menurul aktivitas operasi, investasi, pendanaan
dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para
pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut
terhadap posisi kas dan setara kas, Informasi tersebut Jjuga dapat
digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi,
investasi, pendanaan dan transitoris. -

Satu transaksi lertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa
aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang vang terdiri dari
pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang
akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas pendanaan sedangkan
pembayaran bunga utang akan diklasifikasikan ke dalam altivitas



10.

11

12.

13.

14.

15

16.

17.

18.

19.

20.

21,

22,

23

47 -

operasi kecuali bunga vang dikapitalisasi akan diklasifikasikan dalan
aktivitas investasi.

BLUD dapat menyajikan Laporan Arus Kas yang mengacu pada
akun-akun pelaksanaan anggararn.

Yang dimaksud akun peclaksanaan anggaran adalah akun yang
berhubungan dengan pendapatan, pembiayaan dan transaksi non
anggaran yang dalam Laporan Arus Kas dikelompokkan menjadi
aktivitas operasi, investasi asel non keuangan, pembiayaan dan non
anggaran.

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang
menunjukkan kemampuan operasi BLUD dalam menghasilkan kas
vang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang
akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:

(1) Pendapatan APBD/APBN,;

(b) Pendapatan jasa layanan dari masyarakat;

(¢) Pendapatan jasa lavanan dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
(d) Pendapatan hasil kerjasama;

(] Pendapatan Hibah,; dan

() Pendapatan Usaha Lainnyva.

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk:

(a) Pembavaran Pegawai;

(b) Pembayaran Persediaan;

(€] Pembavaran Jasa;

() Pembayaran Pemeliharaan;

(e) Pembayaran Langgan Daya dan Jasa;

() Pembayaran Perjalanan Dinas; dan

(g) Pembayaran Bunga.

Jika BLUD mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan
persediaan, yang dibell untuk dijual, maka perclehan dan penjualan
surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivilas operasi.

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan
pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber
daya ckonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung
pelayanan BLUD kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivilas investasi terdiri dari:

(a) Penjualan Aset Tetap;

(b) Penjualan Aset Lainnva.

Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari :

(a) Perolehan Asct Telap;

(b) Perolehan Aset Lainnya.

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan pencrimaan dan
pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan dan pemberian
pinjaman.

Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain:

(&) Penerimaan Pinjaman;

Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antara lain:

(a) Pembayaran Cicilan Pokok Utang;

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan
pengeluaran kas  bruto  yang tidak  mempengaruhi anggaran
pendapatan, beban dan pendanaan BLUD.

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK,

sepertl uang potongan iuran askes, iuran taspen pegawai, potongan
PPh.

. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK,

seperti penyetoran uang polongan iuran askes, iuran taspen pepawai,
penyetoran potongan PPh.
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PELAPORAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI, INVESTASI,

PENDANAAN, DAN TRANSITORIS

25. Laporan Arus Kas menyajikan secara terpisah kelompok utama
penerimaan dan pengeluaran kas bruto dari aktivitas operasi,
investasi, pendanaan, dan transitoris.

26. Laporan Arus Kas menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan
cara Metode Langsung yvang mengungkapkan pengelompokan utama
penerimaan dan pengeluaran kas bruto.

PELAPORAN ARUS KAS ATAS DASAR ARUS KAS BERSIH
27. Arus kas yang timbul dari aktivitas operasi dapat dilaporkan atas
dasar arus kas bersih dalam hal:

a) Penerimaan dan pengecluaran kas untuk kepentingan penerima
manlaal (beneficiaries) arus kas tersebut lebih mencerminkan
aktivitas pihak lain daripada aktivitas Pemerintah Daerah. Salah
satu contohnya adalah hasil kerjasama operasional; dan

b) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk transaksi-transaksi yang
perputarannya ccpal, volume transaksi banyvak dan jangka
waktunya singkat.

. ARUS KAS MATA UANG ASING

28. Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus
dibukukan dengan mecnggunakan mata uang rupiah dengan
menjabarkan mata uang asing tersebut ke dalam mata uang rupiah
berdasarkan kurs pada tanggal transaksi.

29, Keuntungan atau kerugian yang belum dircalisasikan akibat
perubahan kurs mata vang asing tidak akan mempengaruhi arus kas.

BUNGA

30. Arus kas dari transaksi penerimaan pendapatan bunga dan
pengeluaran belanja untuk pembayaran bunga pinjaman harus
diungkapkan secara terpisah, Setiap akun yang terkait dengan
transaksi tersebut harus diklasifikasikan ke dalam aktivitas
operasi secara konsisten dari tahun ke tahun.

31. Jumlah pencrimaan pendapatan bunga yvang dilaporkan dalam arus
kas aktivitas operasi adalah jumlah kas vang benar-benar diterima
dari pendapatan bunga pada periode akuntansi yang bersangkutan.

32. Jumlah pengeluaran beban pembayaran bunga utang vang dilaporkan
dalam arus kas aktivilas operasi adalah jumlah pengeluaran kas
untuk  pembavaran  bunga dalam periode  akuntansi  yang
bersangkutan.

TRANSAKSI BUKAN KAS

33. Transaksi operasi, investasi dan pendanaan yang tidak mengakibatkan
penierimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan
dalam Laporan Arus Kas. Transaksi terschut harus diungkapkan
dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

34. Pengecualian transaksi bukan kas dari Laporan Arus Kas konsisten
dengan tujuan laporan arus kas karena transaksi bukan kas tersebut
tidak mempengaruhi kas periode yang bersanglkutan. Contoh transaksi
bukan kas yang tidak mempengaruhi lapuran arus kas adalah
perolehan aset melalui hibah.

KOMPONEN KAS DAN SETARA KAS

35. BLUD mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam Laporan
Arus Kas yvang jumlahnya sama dengan pos Lerkait di Neraca.
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K. PENGUNGEAPAN LAINNYA

36.

I

BLUD mengungkapkan jumlah saldo kas dan sctara kas yang
signilikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas. Hal ini dijelaskan
dalam Catalan atas Laporan Keuangan.

Informasi tambahan yang terkait dengan arus kas berguna bagi
pengguna laporan dalam memahami posisi keuangan dan likuiditas
BLUD.

L. FORMAT LAPORAN ARUS KAS

38.

Contoh format Laporan Arus Kas berdasarkan PSAP 13 pada
Pernyataan Kebijakan Akuntansi ini hanya merupakan ilustrasi
sebagal acuan untuk penyusunan Laporan Arus Kas (LAK) , adalah
sebagai berikut:

[ustrasi PSAF 13

BLUD PEMERINTAH PROVINSI RIAU
LAPORAN ARUS KAS
akhir sampai dengan 31 Desember 20x1 dan 20x0

Untuk Tahun yang Ber

URAIAN | 20x1 [ 20x0
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI |  RXX XXX
Arus Masuk Kas ; i |
Pendapatan APBD/APBN |
Pendapatan APBD MK XXX
Pendapatan BLUD _ m
Pendapatan Layanan Yang Bersumber dari XHX XX
Masvarakat ) )
Pendapatan Layanan dari Entitus Akuntansi/ XXX KAK
Entitas Pelaporan
Pendapatan Hasil Kerjasama s XXX XX
Pendapatan Hibah XXX MK
Pendapatan Usaha Lainnya XXX XA
Jumlah Arus Masuk Kas XXX XXX
Arus Kas Keluar
| Pembayaran Pegawai bib; XHK
% Pembayaran Persediaan MK XXX
Pembayaran Jasa XXX XXX |
Pembayaran Pemeliharaan IEx XXK
Pembayaran Langganan Daya dan Jasa HHXN XX
Pembayaran Perjalanan Dinas XHX XXX
Pembayaran Bunga KHX XXX
i Pembayaran Lain-lain KX XXX
_Jumlah Arus Keluar Kas XX XX
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi XXX XHX
_ ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Arus Masuk Kas ]
Penjualan atas Tanah XXK XXX
Penjualan atas Peralatan dan Mesin HKX KX
| Penjualan atas Gedung dan Bangunan KKX xxx |
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan _ KX O
Penjualan Aset TetapLainnya XXX XXX
_Penjualan Aset Lainnya XXX | XXX
| Penerimaan dari Divestasi XXX Xxx
Penerimaan Penjualan Investasi Dalam Bentuk XXX oK
| Sekuritas
Jumlah Arus Masuk Kas ) XXX XXX
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: URAIAN i 20x1 20x0
Arus Keluar Kas KK XHX
Perolehan Tanah XXX 3O0L
Perolchan Peralatan dan Mesin XXX XEX
Perolchan Gedung dan Bangunan XXX HRX
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan 200K . S
Perolehan Aset Tetap Lainnya ML XXX
__ Perolehan Asct Lainnya XXX XHX
Pengeluaran Penyertaan Modal XX XXX
Pengeluaran Pembelian Investasi dalam bentuk KN KX
__ Sekuritas _
Jumlah Arus Keluar Kas _ XXX XXX
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi XHX | KXX
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Arus Masuk Kas _ |
Penerimaan Pinjaman/Utang ] o XXHK XXX
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pihak b . KKK
Lain = =
Jumlah Arus Masuk Kas XXX XXX
Arus Kas Keluar :
Pembayaran Pokok Pinjaman dan Obligasi XXX XX
Pemberian Pinjaman Kepada Pihak Lain XXX X
Penyetoran Ke Kas daerah (BUD) XXX L
_ Jumlah Arus Kas Keluar 2 | xXxx XXX
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas KNX XXX
Pendanaan =
_ ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS
Arus Masuk Kas ]
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) XXX m
Penerimaan Dana Talangan XXX | XXX
Pengembalian Beban Bayar Di Muka Tahun Lalu XXX XX
Penerimaan bagi Hasil vang Belum disctorkan KX XXX
Bend. Pengeluaran BLUD
Jumlah Arus Masuk Kas XXX KKK |
Arus Kas Keluar
| Pengeluaran Perhitungan Pihak Kctiga (PFK) XXX XXX |
Pembayaran Dana Talangan _ MK XK
Pengeluaran Beban Dibavar Dimuka MK XXX
| Jumlah Arus Kas Keluar XXX XX |
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas XXX XXX
| Transitoris
Kenaikan [Penurunﬁ_ﬂj Kas BLUD KN XK |
 Salde Awal Kas XXX XXX
B Saldo Akhir Kas HHIL ble e
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KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 6
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Paragrafparagraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah
paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-
paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka
Konseptual Kebijakan Akuntansi BLUD.

A,

RUANG LINGKUP

T

4.

2.

Kebijakan Akuntansi ini diterapkan untuk penyusunan Catatan
atas Laporan Keuangan.

Tujuan penyajian Catatan atas Laporan Keuangan adalah untui
meningkatkan transparansi Laporan Keuangan dan penyediaan
pemahaman yang lebih baik, atas informasi keuangan BLUD.,

KEBIJAKAN TERKAIT CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

3.

BLUD diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan
Keuangan (CalK) sebagai bagian yang tak terpisahkan dari
laporan keuangan untuk tujuan umum.

Calatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan
dapat dipahami olch pembaca sccara luas, tidak terbatas hanya untuk
pembaca tertentu ataupun manajemen. Oleh karena it, Laporan
Keuangan mungkin mengandung informasi vang dapat mempunyai
potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Untuk menghindari
kesalahpahaman, laporan keuangan harus dibuat CalK yang berisi
informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan
Keuangan,

Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi darl pembaca
laporan keuangan. Pembaca vang terbiasa dengan orientasi anggaran
mempunyai  potensi  kesalahpahaman dalam memahami  konsep
akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan
sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah
seperli laporan  keuangan perusahaan. Untuk itu, diperlukan
pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangan menjacli
penting bagi pembaca laporan keuangan.

Sclain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi
yang diterapkan akan membantiz pembaca untuk dapat menghindari
kesalahpahaman dalam membacy laporan keuangan.

STRUKTUR DAN ISI
7. Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis.

Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan
Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Neraca,
Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas harus
mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam
Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinei
atau analisis atas nilai sualu pos yang disajikan dalam Laporan
Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan
Operasional, Ncraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus
Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah
penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan
Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan
lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan
keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan Komitmen-komitmen
lainnyva.
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9. Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang
perjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka
pengungkapan yang memadai, antara lain:

a) Informasi Umum tentang BLUD;

b) Informasi lentang kebijakan keuangan;

c) lkhtisar pencapaian target kecuangan selama tahun pelaporan
berikut kendala dan hambatan yvang dihadapi dalam pencapaian
target;

d] Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan
kebijakan-kebijakan akuntansi vang dipilih untuk diterapkan atas
transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;

¢) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada
lembar muka laporan keuangan;

f) Informasi yang diharuskan oleh Kebijakan Akuntansi yang belum
disajikan pada lembar muka laporan keuangan;

gl Informasi lainnya vang diperlukan untuk penyajian yang wajar,
vang tidak disajikan di lembar muka laporan keuangan.

10, Pengungkapan untuk masing-masing pous pada laporan keuangan
mengikuti Kebijakan berlaku yang mengalur tentang pengungkapan
untuk pos-pos yang berhubungan. Misalnya, Kebijakan Akuntansi
tentang asct tetap mengharuskan pengungkapan kebijakan akuntansi
yang digunakan dalam pengakuan dan pengukuran aset tetap.

I, Untuk memudahkan pembaca laporan, pengungkapan pada CalLK
dapat disajikan secara narasi, bagan, grafik, daftar dan skedul atau
bentuk lain yang lazim yang mengikhtisarkan secara ringkas dan padat
kondisi dan posisi keuangan. Penyajian Informasi tentang kebijakan
keuangan, pencapaian target Kinerja BLUD, berikut kendala dan
hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target .

PENYAJIAN INFORMASI UMUM

12. Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan informasi yang
merupakan gambaran BLUD secara umum. Untuk membantu
pemahaman para pembaca laporan keuangan, perlu ada penjelasan
awal mengenal entitas akuntansi yang meliputi:
a)  Domisili, bentuk hukum, dan Juridiksi tempat BLUD berada;
b) Penjelasan mengenai operasional dan kegiatan pokoknva: dan
¢) Ketentuan perundang-undangan yvang menjadi landasan kegiatan

operasionalnya.

PENYAJIAN INFORMASI TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN

13. Kebijakan keuangan yvang perlu diungkapkan dalam CalK adalah
kebijakan-kebijakan BLUD dalam peningkatan pendapatan, cfisiensi
belanja dan penentuan sumber atau penggunaan pembiayaan.

PENYAJIAN IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KEUANGAN SELAMA

TAHUN PELAPORAN BERIKUT KENDALA DAN HAMBATAN YANG

DIHADAPI DALAM PENCAPAIAN TARGET

14. Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat menjelaskan
perubahan anggaran dibandingkan dengan anggaran awal/murni,
hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang
telah ditetapkan, serta masealah lainnya yang dianggap perlu
oleh manajemen untuk diketahui pembaca laporan keuangan.

15. Iktisar pencapaian target keuangan merupakan perbandingan secara
garis besar antara target sebagaimana yang tertuang dalam APBD
dengan realisasinya,
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Ikhtisar ini disajikan untuk memperoleh gambaran umum tentang
kinerja keuangan BLUD dalam merealisasikan polensi pendapatan-LRA
dan alokasi belanja yang telah ditetapkan dalam APBD.

Ikhlisar ini disajikan baik untuk pendapatan-LRA, belanja maupun
pembiavaan dengan struktur sebagai berikut;

a) Nilai target total;

b) Nilai realisasi total;

¢| Proscnlase perbandingan antara larget dan realisasidan

d] Alasan utama lerjadinya perbedaan antara target dan realisasi.

Dalam kondisi tertentu, BLUD belum dapat mencapai targel yang telah
ditetapkan. Penjelasan mengenai hambatan dan kendala vang ada perlu
dijelaskan dalam CaLK.

Untuk membantu pembaca laporan keuangan, mandjemen BLUD
mungkin merasa perlu untuk memberikan informasi keuangan lainnya
vang dianggap perlu untuk diketahui pembaca, misalnya kewajiban
vang memerlukan ketersediaan  dana  dalam anggaran  periode
mendatang.

(. Dasar Penyajian Laporan Keuangan dan Pe ngungkapan Kebijakan
Akuntansi Keuangan
20. Dalam menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan, BLUD harus

mengungkapkan dasar penyajian laporan keuangan dan
kebijakan akuntansi.

H. Asumsi Dasar Akuntansi
21. Asumsi dasar atau konsep dasar akuntansi tertentu mendasari

22,

penyusunan laporan keuangan, biasanya tidak diungkapkan
secara spesifik. Pengungkapan diperlukan jika tidak mengikuti
asumsi atau konsep tersebut disertai alasan dan prenjelasan.
Scsual dengan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi BLUD,
asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan BLUD adalah
anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu
dibuktikan agar Kebijakan akuntansi dapal diterapkan, yang terdiri
dari:

al Asumsi kemandirian entitas;

b} Asumsi kesinam bungan entitas; dan

¢]  Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement).
Asumsi kemandirian entitas berarti bahwa setiap unit organisasi
dianggap schbagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk
menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar
unit instansi Pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu
indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas
untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung
Jawab penuh. Entitas bertanggung Jawab atas pengelolaan aset dan
sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas
pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan asel dan sumber
daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat keputusan entitas,
serta terlaksana tidaknyva program yang telah ditetapkan.

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa BLUD akan
berlanjut  keberadaannya. Dengan  demikian, Pemerintah  Daerah
diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas BLUD dalam
jangka pendek.

Laporan kcuangan BLUD harus menyajikan setiap kegiatan yang
diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan
agar memungkinkan dilakukannva analisis dan pengukuran dalam
akurnlansi.
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Pengungkapan  kebijakan  akuntansi harus mengidentifikasi dan
menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan oleh BLUD
dan metode-metode penerapannya  vang  sccara  material
mempengaruhi - penyajian  Laporan  Realisasi  Anggaran, Laporan
Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Opcrasional,
Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan ekuitas. Pengungkapan
juga harus meliputi pertimbangan-pertimbangan penting vang diambil
dalam memilih prinsip-prinsip vang sesuai,

Secara umum, kebijakan akuntansi pada Calatan atas Laporan
Keuangan menjclaskan hal-hal berikut ini:

a) Gambaran Umum BLUD:

b) Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;

¢} Dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan
keuangan;

d] Setiap kebijakan akuntansi tertentu vang diperlukan untuk
memahami laporan keuangan,

Gambaran Umum BLUD diperlukan untuk memberikan informasi

tentang  aklvitas operasional BLUD yang akan mempengarihi

kebijakan akuntansi yang akan diambil.

Pernvataan penggunaan basis akuntansi semestinya diungkapkan

dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengguna  laporan  keuangan  perlu mengetahui dasar-dasar

pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian

laporan keuangan. Apabila lebih dari salu dasar pengukuran yang

digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, maka informasi

yang disajikan harus cukup memadai untuk dapat mengindikasikan

asset dan kewajiban yang menggunakan dasar pengukuran tersebut

Kebyjakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan

antara lain:

Pengakuan pendapatan-LRA:

Pengakuan pendapatan-LO;

Pengakuan belanja;

Pengakuan beban;

Pengakuan dan penghentian/ penghapusan asset berwujud dan
tidak berwujud;

Kontrak-kontral konstruksi;

Kebijakan kapitalisasi pengeluaran;

. Kemitraan dengan pihak ketiga;

Biaya penelitian dan pengembangan;dan

Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri;

ca0 g
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. BLUD  perlu mempertimbangkan  jenis kegialan-kegiatan dan

kebijukan kebijakan vang periu diungkapkan dalam Catatan atas
Laporan Keuangan. Sebagai contoh, pengungkapan informasi untuk
pengakuan pendapatan pajak, retribusi dan bentuk bentuk lainnya
dari iuran wajib, penjabaran mata uang asing dan perlakuan
akuntansi terhadap selisih kurs.

Kebijakan akuntansi dapat menjadi signifikan walaupun nilai
Pos-pos yang disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya
tidak material. Selain itu, perilu pula diungkapkan kebijakan
akuntansi yang dipilih dan diterapkan yang tidak diatur dalam
Standar Akuntansi Pemerintahan,

Laporan keuangan seharusnya menunjukkan hubungan angka-angka
dengan periode sebelumnya. Jika perubahan kebijakan akuntansi
berpengaruh material, perubahan kebijakan dan dampak perubahan
secara kuantitatil harus diungkapkan.
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34. Perubahan kebijakan akuntansi yang tidak mempunyai

pengaruh material dalam tahun perubahan juga harus
diungkapkan jika berpengaruh secara material terhadap tahun-
tahun yang akan datang.

Penyajian Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos yang Disajikan
pada Lembar Muka Laporan Keuangan

3.

36.

37.

38.

29,

4{).

Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan rincian dan

penjelasan  atas masing-masing pos dalam Laporan Realisasi

Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan

Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran disajikan untuk pos

pendapatan-LRA, belanja, dan pembiayaan dengan struktur sebagai

berikut:

Anggaran,

Eealisasi;

Prosentase Pencapaian;

Penjelasan atas perbedaan antara anggaran dan realisasi:

Perbandingan dengan periode yang lalu:

Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dengan periode

vang lalu;

g. Rincian pendapatan-LRA menurut sumber pendapatan;

h. Rincian pembiayaan;

1. Penjelasan hal-hal penting vang diperlukan.

Penjclasan atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih disajikan

untuk Saldo Anggaran Lebih awal periode, penggunaan  Saldo

Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun

berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun scbelumnyva dan SAL

akhir periode dengan struktur:

a) Perbandingan dengan periode yang lalu

b} Penjclasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode
vang laly;

¢) Rincian yang diperlukan; dan

d) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan,

Penjclasan atas Laporan Operasional disajikan untuk pos pendapatan-

LO dan beban dengan struktur schagal berikut:

a)] Perbandingan dengan periode yvang lalu;

b) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode
vang lalu;

¢} Rincian lebih lanjut pendapatan-LO menurut sumber pendapatan;

d) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

Penjelasan atas Neraca disajikan untuk pos aset, kewajiban dan

ekuitas dengan struktur sebagai berilut:

a) Perbandingan dengan periode yvang lalu;

bj Penjelasan atas perbedaan antara perivde berjalan dan periode
yvang lalu;

¢} Rincian lebih lanjut atas masing-masing akun dalam aset lancar,
investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, kewajiban
jangka pendek, kewajiban jangka panjang dan ekuitas, dan

d} Penjelasan hal-hal penting vang diperlukan.

Penjelasan atas Laporan Arus kas disajikan untuk pos arus kas dari

aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pembiayaan dan

aktivitas transitoris dengan struktur sebagal berikut;

a) Perbandingan dengan periode yang lalu

b} Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode
vang lalu;

eo o
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¢) Rincian lebih lanjut atas masing-masing akun dalam masing-
masing aktivilas; dan
d) Penjelasan hal-hal penting vang diperlukan.
Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas disajikan untuk ekuitas
awal periode, surplus/defisit-LO, dampak kumulatif perubahan
kebijakan/kesalahan mendasar, dan ckuitas akhir periode dengan
strukiur sebagai berikut:
a) Perbandingan dengan periode yvang lalu
b] Penjelasan atas perbedaan antara periade berjalan dan periode
vang laly;
¢} Rincian yang diperlukan; dan
d) Penjelasan hal-hal penting vang diperlukan.
Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan informasi
yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Kebijakan
Akuntansi yang lainnya serta pengungkapan-pengungkapan lain
yang diperlukan untuk penyajian wajar atas laporan keuangan,
seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen Ilain.
Pengungkapan informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan
harus dapat memberikan informasi lain yang belum disajikan
dalam bagian lain laporan keuangan.
Karena keterbatasan asumsi dan metode pengukuran vang digunakan,
beberapa transaksi atas peristiwa yang divakini akan mempunyai
dampak penting tidak dapat disajikan dalam lembar muka laporan
kKeuangan, seperti kewajiban kontijensi, Untuk dapal memberikan
gambaran yang lebih lengkap, pembaca laporan perlu diingatkan
kemungkinan akan ferjadinya  suatu peritiwa  yang dapat
mempengaruhi kondisi keuangan BLUD pada periode yang akan
datang.
Pengungkapan informasi dalam catatan atas laporan keuangan harus
menygjikan informasi yang tidak mengulang rincian (misalnya rincian
persediaan, rincian aset tetap, atau rincian pengeluaran belanja) dari
scperti yang telah ditampilkan pada lembar muka laporan keuangan.
Dalam beberapa kasus, pengungkapan kebijakan akuntansi, untuk
dapat meningkatkan pemahaman pembaca, harus merujuk ke rincian
yang disajikan pada tempat lain di laporan keuangan. Pengungkapan
Inlormasi untuk Pos-pos asetl dan kewajiban yang timbul sehubungan
dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan
rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

J. Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya

42.

43,

44.

Catatan atas Laporan Keuangan Juga harus mengungkapkan

informasi yang bila tidak diungkapkan akan menyesatkan bagi

pembaca laporan.

Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan kejadian-kejadian

penting selama tahun pelaporan, scperti:

a. Penggantian manajemen BLUD selama tahun berjalan;

b. Kesalahan manajemen terdahulu vang telah dikoreksi oleh
manajemen baru;

¢. Komitmen atau kontinjensi yang tdak dapat disajikan pada
Neraca; dan

d. Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya
pemogokan pegawai BLUD,

Pengungkapan yang diwajibkan dalam setiap Pernyataan Kebijakan

Akuntansi berlaku sebagai pelengkap kebijakan ini.



. SUSUNAN
45. Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan
membandingkannya dengan laporan keuangan cntitas lainnya,
Catatan atas Laporan Keuangan biasanya disajikan dengan susunan
sebagal berikut:
a. Informasi umum;
b. Kebijakan keuangan;
c. lkhtisar pencapaian target keuangan berikut hambatan dan
kendalanya;
d. Kebijakan akuntansi yang penting:
1. Gambaran Umum BLUD;

il. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan
keuangarn;

iii. Basis pengukuran yang digunakan penyusunan laporan
keuangan,;

iv. Kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan
dengan ketentuan-keteniuan  Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan dan/atau Kebijakan Akuntansi: dan

v. Setiap kebijakan akuntansi tertentu vang diperlukan untuk
memahami laporan keuangan.

c¢. Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan:
i. Rincian dan penjelasan masing-masing pos Laporan
Keuangan;

. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan
Standar Akuntansi Pemerintahan dan/atau Kebijakan
Akuntansi yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan
Kcuangan.

I. Informasi tambahan lainnya yang diperlukan.

FORMAT CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

46. Contoh format CalK pada Pernyataan Kebijakan ini merupakan
ilustrasi sebagai acuan dalam penyusunan CalLK bagi BLUD.

47. Oleh karena itu, pertimbangan-pertimbangan  terlentu dapat
dilakukan dalam menyusun CalK sepanjang tidak mengurangi
urgensi/substansi yang signifikan di dalam CalK itu sendiri.

CONTOH FORMAT CALK BLUD

BLUD PEMERINTAH PROVINSI RIAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 20xx
PENDAHULUAN

Bab I Informasi Umum
1.1 | Maksud dan tujuan penyusunan laporan kcuangan
1.2 | Landasan hukwm penvusunan laporan keuangan

1.3 | Sistematika catatan atas laparan keuangan

Bab Il | Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja
2.1 |Kebijakan Keuangan
LI J Pencapaian Target Kinerja

Bab IIl_| Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1 Ikhtisar Realisasi Pericapaian Target Kinerja Keuangan
3.2 | Hambatan dan kendala Dalam Pencapaian Target Yang
Telah Ditetapkan




-

Bab IV | Kebijakan akuntansi
4.1 | Entitas akuntansi
4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan
keuangan
4.3 | Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan
keuangan
4.4 | Penerapan kcbijakan akuntansi berkaitan dengan
ketentuan vang ada dalam PSAP 13
Bab V__ | Penjclasan pos-pos laporan keuangan
5.1 | Rincian penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Angearan
5.2 | Rincian penjclasan pos-pos Laporan Perubahan Saldo
i Anggaran
2.3 | Rincian penjelasan pos-pos Neraca
2.4 | Rincian penjelasan pos-pos Laporan Operasional
5.5 | Rincian penjelasan pus-pos Laporan Arus Kas
5.6 | Rincian penjelasan pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
Bab VI [ Penjelasan Gambaran Umum
Bab VII | Penutup




KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 7
AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah
paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-
paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka
Konseptual Kebijakan Akuntansi BLUD.,

A. RUANG LINGKUP
1. Kebijakan Akuntansi ini diterapkan dalam akuntansi pendapatan

BLUD dengan menggunakan basis kas yang akan dilaporkan di
dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

B. KLASIFIKASI PENDAPATAN

X,

Pendapatan diklasifikasikan menurut:

a. UOrganisasi; dan

b. Kelompok.

Klasifikasi kelompok akun keuangan dirinci menurut:
jenis;

obyek;

rincian obyck pendapatan; dan

sub rincian objek pendapatan.

£0 o

Klasifikasi Pendapatan berdasarkan Anggaran

4,

=]

Di dalam dokumen anggaran, Pendapatan diklasilikasikan menurut
kelompok pendapatan yang terdiri dari

a. Pendapatan APBD/APBN;

b. Pendapatan jasa layanan dari masyarakat;

¢. Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
d. Pendapatan hasil kerjasama:

¢. Pendapatan Hibah;dan

f. Pendapatan Usaha Lamnnya.

Kelompok pendapatan APRD/APBN dibagi menurut jenis pendapatan
yang terdiri atas Pendapatan APBD dan Pendapatan APBN.

Kelompok Pendapatan BLUD terdiri atas Pendapatan jasa layanan dari
masyarakat, Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi/entitas
pelaporan, Pendapatan hasil kerjasama, Pendapatan Hibah, Pendapatan
Usaha Lainnya.

Kelompok Pendapatan Usaha Lainnya antara lain terdiri dari
Pendapatan DBunga dan Jasa Giro, dan Denda keterlambatan
Pembayaran BPJS.

C. PENGAKUAN

8.

9,

10,

Pengakuan pendapatan-LRA adalah pada saat kas diterima oleh
bendahara BLUD,

Pendapatan yang telah diakui berarti pendapatan tersebut telah dicatat
dalam catatan akuntansi untuk dilaporkan di dalam laporan realisasi
Anggaran.

Dalam kriteria pengakuan pendapatan-LRA, konsep keteruleuran dan
ketersediaan digunakan dalam pengertian derajat kepastiun bahwa
manfaat ckonomi masa depan yang berkaitan dengan pos pendapatan
terscbut akan mengalir ke BLUD dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan atau segera dapat digunakan untuk membavar kewajiban
pada periode anggaran yang bersangkutan. Konsep ini diperlukan
dalam menghadapi ketidakpastian  lingkungan operasional BLUD,
Pengkajian atas keterukuran dan ketersediaan vang melekat dalam



14,

15,

arus manfaat ckonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yvang
dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan BLUD.
Penicatatan dari setiap jenis pendapatan-LRA dan masing-masing nilai
pendapatannya dicatat sampai dengan sub rincian obyek.

Korcksi dan pengembalian yang silatnya tidak berulang (nonrecurring)
atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan
pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada
periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (nonrecurring)
atas  penerimaan  pendapatan-LRA  vang  terjadi  pada periode
sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih atau
SILPA pada periode ditemukannya korcksi dan pengembalian tersebut.
Akuntansi pendapatan disusun untuk memenuhi kebutuhan
pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan
pengendalian bagi manajemen BLUD.

Pendapatan berupa barang atau jasa tidak diakui di dalam LRA,
melainkan diakui di dalam Laporan Operasional,

D. PENGUKURAN

16.

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu
dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah
netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

17. Pendapatan llibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada

langgal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Sental.

E. PENGUNGKAPAN
18. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan

Keuangan terkait dengan pendapatan antara lain adalah:

(2] Penerimaan pendapatan tahun berkenaan vang disctorkan setelah
tanggal berakhirnya tahun anggaran.

(b) Penjelasan scbab-sebab  tidak tercapainya larget penerimaan
pendapatan.

(c) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang
bersanglkutan terjadi hal-hal vang bersifat khusus.
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KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 8
AKUNTANSI BELANJA

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah
paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-
paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka
Konseptual Kebijakan Akuntansi BLUD.

A.

B.

RUANG LINGKUP

L.

Kebijakan Akuntansi ini diterapkan dalam akuntansi belanja
dengan menggunakan basis kas yang akan dilaporkan di dalam
Laporan Realisasi Anggaran.

KLASIFIKASI BELANJA

2. Belanja daerah diklasifikasikan menurut:
a. Organisasi;
L. Program dan kegiatan; dan
¢. Keclompolk.

3. Klasifikasi kelompok akun keuangan dirinei menurut:
a. Jenis; dan
b. Obyek.

4. Klasifikasi belanja menurut kelompok terdiri dari belanja operasi, dan
belanja modal.

o. Belanja opcrasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan
sehari-hari Pemerintah Daerah vang member manfaat jangka pendek.

6. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan
ascl tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu]
periode akuntansi.

7. BLUD menyajikan Kklasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam
Laporan Recalisasi Anggaran. Klasifikasi belanja menurut fungsi
disajikan dalam Catalan atas Laporan Keuangan.

8. Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan
drusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

9. Kelompok belanja opcrasi dibagl menurut jenis belanja yvang terdiri
dari;

a. Belanja Pegawai;
b. Belanja Barang
c. Belanja Jasa;
d. Belanja Pcmeliharaan:
€. Belanja Langganan Dava dan Jasa;
. Belanja Perjalanan Dinas: dan
g. Belanja Lain-lain.
10, Kelompok belanja modal dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:
a. Belanja tanah;
b. Belanja peralatan dan mesin;
¢. Belanja gedung dan bangunan;
d. Belanja jalan,irigasi dan jaringan;
e. Bclanja aset tetap lainnya; dan
[.  Belanja aset lainnya.
PENGAKUAN
11. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening
Kas Umum Daerah dan Rekening Kas BLUD,
12. Pengeluaran belanja yang dibayar dengan mekanisme LS

{Langsung), yaitu belanja yang dibayar langsung dari Rekening
Kas Umum Daerah, diakui pada saat SP2D-LS diterbitican
dan/atau diserahkan ke Bank untul dicairkan.



13.

14.

16.

17.

19,

20,

!

LAy
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[

Selama periode berjalan, belanja-LS (belanja yvang dibayar dengan
mekanisme L8] dapat diakui pada saat SP2D-LS diterbitkan.
Semcentara itu, untuk belanja-LS yang dibayar mendekati akhir tahun
anggaran diakui pada saat SP2D-LS diserahkan ke Bank.

Khusus pengeluaran belanja melalui bendahara pengeluaran, dengan

menggunakan UP/GU/TU, pengakuannya terjadi  pada saat

pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan/atau  oleh

BUD/Kuasa BUD.

Belanja yang dibayar melalui bendahara pengeluaran merupakan

belanja yang dibayar dengan mekanisme UP/GU/TU. Belanja-

UP/GU/TU diakui apabila bukti-bukti pertanggungjawaban  atas

belanja terscbut telah disahkan oleh pengguna  anggaran/kuasa

pengguna anggaran. BUD/Kuasa BUD akan menerbitkan SP2D-GU

[Ganti Uang Persediaun) apabila penggunaan UP sebelumnya telah

disahkan perlanggungjawabannya.

Realisasi Belanja yang pembayarannyva berasal dari dana BLUD

diakui pada saat pengeluaran kas vang dilakukan oleh BLUD telah

disahkan.

Pengesahan realisasi belanja BLUD oleh Bendahara Umum Daerah,

merupakan konsekuensi diberikannva status pengelolaan keuangan

BLUD. Pengesahan belanja BLUD ini berupa Surat Pengesahan

Pendapatan dan Belanja BLUD (SP2B).

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi vang

ditetapkan dalam dokumen anggaran

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) vang

terjadi pada periode pengeluaran belanja  dibukukan scbagai

pengurang belanja yang bersangkutan pada periode yang sama.

Apabila diterirna pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran

belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan

lain-lain LRA.

a) Penerimaan pengembalian belanja dibukukan sebagai pengurang
belanja yang bersangkutan, jiku LHP BPK atas LKPD belum
diterbitkan.

b} Penerimaan pengembalian belanja dibukukan kedalam pos-pos
lain-lain PAD vang sah-pendapatan lain-lain, jika LHP BPK atas
LKPD diterbitkan.

Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi  kebutuhan

pertanggungjawaban  sesuai dengan  ketentuan, juga dapat

dikembangkan untuk keperluan  pengendalian bagi manajemen
dengan cara vang memungkinkan pengukuran kegiatan belanja
tersebut.

PENGAKUAN AKUNTANSI ATAS BELANJA MODAL

21.

Belanja modal dianggarkan untuk perolehan aset tetap dan aset
lainnya

22. Suatu rencana pengadaan aset tetap akan dianggarkan pada

anggaran belanja modal jika memenuhi seluruh kriteria sebagai

berikut:

al Manfaat ekonomi harang yang dibeli lebih dari 12 (dua
belas) bulan;

b} Perolehan barang tersebut untuk operasional dan
pelayanan, tidak untuk dijual kembali atau
diserahkan/dihibahkan kepada masyarakat; dan

¢) Nilainya lebih besar dari batasan minimal kapitalisasi aset
tetap.
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PERLAKUAN AKUNTANSI BELANJA PEMELIHARAAN YANG
DIANGGARKAN DI DALAM BELANJA MODAL [AKAN DIKAPITALISASI
SEBAGAI ASET)

23. Suatu rencana pengeluaran belanja pemeliharaan aset tetap
akan dianggarkan di dalam anggaran belanja modal, dan
karena itu akan dikapitalisasi menjadi aset tetap, jika
memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

a) Meningkatkan masa manfaat atau meningkatkan manfaat
ekonomi; dan

b}  Nilainya lebih besar dari batasan minimal kapitalisasi aset
tetap.

24. Pengeluaran belanja pemeliharaan aset tetap yang tidak memenuhi
dua kriteria scbagaimana dimaksud pada paragraf 23 akan
dianggarkan di dalam belanja pemeliharaan.

25. Contoh pengeluaran belanja  pemeliharaan  aset letap wvang
dianggarkan di dalam belanja modal, sepanjang memenuhi dua
kriteria sebagaimana dimaksud pada paragral 23, antara lain yaitu:

a) Renovasi gedung/bangunan yang akan menambah masa manfaat
gedung/bangungan dari estimasi masa manfaat scmula;

b) Penambahan luas bangunan, misalnya dari 300 m2 menjadi 400
ma;

¢} Peningkatan kualitas aset, misalnya jalan yang masih berupa
lanah ditingkatkan eleh pemerintah dacrah menjadi jalan aspal;

d) Peningkatan kapasitas, misalnya generator listrik yvang
mempunyai kapasitas 200 kw ditingkatkan menjadi 300 kw; dan

¢] Overhaul kendaraan, misalnya dilakukan servis besar berupa
penggantian utama komponen mesin kendaraan yang dapat
meningkatkan masa manfaat kendaraan dari estimasi masa
manfaat semula.

PENGUKURAN

26. Belanja dicatat sebesar nilai nominal brutonya, berdasarkan
dokumen pengeluaran yang sah.

27. Nilai nominal bruto sebagaimana dimaksud pada paragral di atas
yaitu  jumlah  sebelum dikurangi dengan potongan-potongan
Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) seperti PPh, PPN, luran Taspen,
Askes, dan potongan sejenis lainnya. Dokumen yang menjadi dasar
pencalatan antara lain berupa SP2D-LS, bukti-bukti pengeluran SPJ
belanja UP/GU/TU, dan SP2RB.

PENGUNGKAPAN
28. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara
lain:

a] Pengeluaran  belanja  tahun berkenaan  setelah tanggal
berakhirnya tahun anggaran.

b) Penjelasan sebab-schab tidak terserapnya target realisasi belanja
daerah.

¢l Pengungkapan informasi lainnya yang dianggap perlu,
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KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 9
AKUNTANSI PEMBIAYAAN

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah
paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-
paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Herangka
Konseptual Kebijakan Akuntansi BLUD.

A. RUANG LINGKUP

1.

Kebijakan Akuntansi ini diterapkan dalam akuntansi pembiayaan
dengan menggunakan basis kas yang akan dilaporkan di dalam
Laporan Realisasi Anggaran.

B. KLASIFIKASI PEMBIAYAAN

2.

3.

4,

Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan
pusat pertanggungjawaban, terdiri atas:
a. Penerimaan Pembiayaan BLUD;
b. Pengeluaran Pembiayaan BLUD.
Sumber penerimaan pembiayaan terdiri dari:
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA}J;
b. Divestasi;
¢. Pencrimaan Utang/Pinjaman BLUD.
Sumber pengeluaran pembiayaan terdiri dari:
4. Investasi;
b. Pembayaran pokok Utang/ Pinjaman BLUD.

C. PENGAKUAN

5.

€3,

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada
Rekening Kas BLUD kecuali untuk SiLPA.

Penerimaan pembiayaan dari SiLPA bukan merupakan aliran kas
masuk ke Rekening Kas BLUD. SiLPA merupakan penjumlahan dari
kas, setara kas, dan investasi jangka pendek, namun di luar jumlah kas
yang berasal dari utang PFK (Perhitungan Fihak Ketiga).

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan
asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan
tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan
pengeluaran).

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari
Rekening Kas BLUD.

Pengeluaran  pembiayaan umumnya dilakukan dengan mekanisme
pembayaran langsung (LS) dari Rekening Kas BLUD, yakni dengan
menerbitkan Surat PD-LS. Pengakuan pengeluaran pembiayaan diakui
bersamaan dengan tanggal penerbitan Surat PD-LS dan/atau tanggal
penycrahan Surat PD-LS ke bank.

D. PENGUKURAN

10.

2

12,

Pembiayaan dicatat sebesar kas yang diterima/dikeluarkan dari
Rekening Kas BLUD,

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan
azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan brute dan
tidak mencatat Jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan
pengeluaran).

Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan
azas bruto.
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E. AKUNTANSI PEMBIAYAAN NETO

F.

G.

13.

14,

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan
setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun
anggaran tertentu.

Selisth lebih/ kurang antara penerimaan dan pengeluaran dicatat
dalam pos Pembiayaan Netto.

AKUNTANSI SILPA

185,

16.

Sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) adalah selisih antara
realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode
pelaporan. SILPA juga dapat dihitung dengan menambahkan
surplus (defisit] dengan pembiayaan netto,

Jumlah  SILPA  tidak boleh negatif. Hal ini berarti Jika
anggaran  defisit, maka pembiayaan netto harus positil sehingea
dapat menutupi jumlah defisit.

TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING

17.

Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata
uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut
menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

PENGUNGKAPAN

18.

Hal-hal yang perlu diungkapkan schubungan dengan pembiavaan

antara lain:

a. Penerimaan dan pengeluaran pembiavaan tahun berkenaan
setelah (anggal berakhirnya tahun anggaran;

b. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan
penerimaan/ pemberian pinjaman, Investasi/Divestasi; dan

¢. Pengungkapan informasi lainya yang dianggap perlu.
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KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 10
AKUNTANSI PENDAPATAN-LO

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah
paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-
paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka
Konseptual Kebijakan Akuntansi BLUD.

A. RUANG LINGKUP
I. Kebijakan Akuntansi ini diterapkan dalam penyelenggaraan
akuntansi pendapatan dari kegiatan operasional yang akan

dilaporkan di dalam Laporan Operasional.

B. KLASIFIKASI

2. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan.

3. Klasifikasi menurut sumber pendapalan untuk BLUD dikelompokkan
menurut asal dan jenis pendapatan, vaitu Pendapatan APBD/APBN;
Pendapatan jasa layanan dari masyarakat; Pendapatan jasa layanan
dari entitas akuntansi/enlitas pelaporan; Pendapatan hasil kerjasama;
Pendapatan Hibah; Pendapatan Usaha Lainnyva.

4. Pendapatan sebagaimana dimaksud pada paragraf 3 di atas merupakan
pendapatan yang bersumber dari kegiatan operasional.

5. Pendapatan yang bersumber dari kegiatan non operasional dinyatakan
dalam surplus/defisit kegiatan non-operasional.

C. PENGAKUAN
6. Secara umum, pengakuan pendapatan LO diakui pada saat:
a] Timbulnya hak atas pendapatan fearned); dan
b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber
daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai
(realized) maupun masih berupa piutang (realizable).

Pendapatan
7. Prinsip pengakuan pendapatan-LO untuk kelompok Pendapatan BLUD
vaitu:

a) Pendapatan APBD/APBN;

b} Pendapatan jasa layanan dari masyarakat;

¢] Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
d) Pendapatan hasil kerjasama;

¢) Pendapatan Hibah; dan

f) Pendapatan Usaha Lainnya,

8. Pendapatan BLUD diakui pada saat pelayanan selesai diberikan atau
hak untuk menagih timbul sehubungan dengan adanya barang/jasa
vang diserahkan kepada masyarakat/ pihak ketiga.

9. Pendapatan jasa layanan dari masyarakat | dapat berasal dari:

a. Pendapatan Retribusi Jasa Umum.
Retribusi Pelavanan Kesehatan.
b. Pendapatan Retribusi Jasa Usaha.,
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.,
¢. Pendapatan BLUD.
- Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan.

10. Pendapatan jasa layanzn dari entitas akuntansi/entitas pelaporan,
berasal dari:

a. Pendapatan Retribusi Jasa Umum.
- Retribusi Pelayanan Kesehatan.
b. Pendapatan Retribusi Jasa Usaha,
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- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
¢. Pendapatan BLUD.
- Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan.
11. Pendapatan hasil kerjasama, berasal dari:
a. Pendapatan Retribusi Jasa Umum.
- Retribusi Pelayanan Pendidikan.
b. Pendapatan Retribusi Jasa Usaha.
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; dan
Retribusi Tempat Khusus Parkir,
d. Pendapatan BLUD
- Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain.
12. Pendapatan Usaha Lainnya, berasal dari:
a. Pendapatan BLUD
Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah.
13. Pendapatan Hasil kerjasama vang berasal dari kerjasama dengan pihalk
lain, antara lain:

a) Kerjasama Operasi (K50}, pendapatan diakui pada saat menjadi hak
BLUD.

b} Sewa-mecnyewa, pendapatan sewa-menyewa diakul pada saat
perjanjian disepakati.

¢} Pengendalian bersama operasi/aset, pendapatan  diakui sebesar
porsi yang menjadi hak BLUD. Porsi mitra yang diterima BLUD
diakui scbagai kewajiban.

14. Pendapatan Hibah:

a] Pendapatan Hibah berupa barang diakui pada saal hak kepemilikan
berpindah dari Pemberi Hibah ke BLUD.

b} Pendapatan Hibah berupa uang diakui pada saat kas diterima oleh
BLUD.

15. Pendapatan Usaha Lainnya berasal dari Pendapatan BLUD berupa:

al Hasil penjualan kekayaan vang tidak dipisahkan diakui pada saat
lransaksi selesai dilakukan dan kepemilikannya telah berpindah.

b) Hasil pemanfaatan kekayaan diakui pada saat kekayaan BLUD telah
dimanfaatkan oleh pihak lain.

¢) Jasa Giro diakui pada saal pendapatan jasa giro tersebut masuk ke
rekening BLUD.

d) Pendapatan bunga diakui pada saat pendapatan bunga tersebut
masuk ke rckening BLUD.

¢} Denda keterlambatan Pembayaran BPJS diakui saat pcmbayaran
denda tersebut masuk ke rekening BLUD.

) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
diakui pada saal terjadi (ransaksi penukaran uang yang
menimbulkan selisih lebih.

g) Komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan
dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD diakui pada
saal komisi dan/atau potongan tersebut lelah diterima BLUD dari
penjual/penyedia barang/jasa.

h} Hasil investasi diakui pada saat dividen telah diterima (jika investasi
dalam bentuk saham).

D. PENGUKURAN
16. Secara umum akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan
azas bruto, yaitu dengan membukukan nilai nominal pendapatan
sebelum  dikurangi  dengan pengeluaran  yang  terkait dengan
pendapatan terscbut.
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L7. Dalamn hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biava)
bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di
estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum sclesai, maka asas
bruto dapat dikecualikan.

18. Pendapatan BLUD dicatat sebesar nilai wajar imbalan vang diterima
atau yang dapat diterima, dengan rincian scbagai berikut:

a. Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat dicatat
sebesar nilai nominal dokumen tagihan yang dikeluarkan.

b. Pendapatan yang bersumber dari entitas akuntlansi/entitas
pelaporan  dicalat sebesar nilai nominal Berita Acara [Hasil
Verifikasi (BAHV).

¢. Pendapatan Kerjasama diakui scbesar nilai vang disepakati dalam
perjanjian.

19. Pendapatan Hibah;

a. Pendapatan Hibah berupa barang dicatat sebesar nilai wajar pada
saal perolehan.

b. Pendapatan Hibah berupa uang dicatat sebesar jumlah kas yang
diterima oleh BLUD,

20. Pendapatan usaha lainnva berasal dari Pendapatan BLUD berupa:

a. Hasil penjualan kekayaan yvang tidak dipisahkan dicatat sebesar
harga jualnya.

b. Hasil pemanfaatan kekayaan dicatat sebesar nilai vang dapat
diterima BLUD dari hasil pemanfaatan kekayvaan tersebut.

c. Jasa giro dicatat sebesar nilai nominal yang masuk ke rekening
BLUD.

d. Pendapatan bunga dicatat sebesar nilai nominal yang masuk ke
rekening BLUD.

¢. Denda kcterlambatan pembayaran BPJS dicatal sebesar nilai
nominal yang masuk ke rekening BLUD.

f. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
dicatat sebesar selisih antara total nilai tukar saat melakukan
penukaran rupiah dengan mata uang asing dan total nilai tukar
saat melakukan penukaran sebaliknya.

g. Komisi, polongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan
dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa olech BLUD dicatat
sebesar nilai komisi dan/atau polongan yang diterima.

h. Hasil investasi dicatat schesar nilaj rupiah vang diterima atau vang
akan diterima.

21. Transaksi pendapatan dalam mata uang asing dicatat dalam rupiah
dengan  menggunakan  kurs tengah  bank sentral pada tanggal
transaksi.

E. PENGUNGKAPAN

22. Hal-hal yang perlu diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan
Keuangan (CalK) (erkait dengan  pendapatan LO, antars  lain
mencakup:
a. Kebjjakan akuntansi pengakuan dan pengukuran pendapatan LO;
b. Rincian dari sctiap jenis pendapatan yang dilaporkan:
c. Informasi tambahan atas Pendapatan BLUD Lainnya vang Sah

(seperti informasi tentang pemberi hibah);

d. Pendapatan berupa barang/jasa (jika ada);
€. Korcksi pendapatan (jika ada),



KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 11
AKUNTANSI EEBAN

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah
paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-
paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka
Konseptual Kebijakan Akuntansi BLUD.

A.

RUANG LINGKUP

1. Kebijakan Akuntansi ini diterapkan dalam penyelenggaraan
akuntansi beban dari kegiatan operasional yang akan
dilaporkan di dalam Laporan Operasional.

KLASIFIKASI

2. Beban diklasilikasikan menurut klasifikasi ekonomi.

3. Klasifikasi ckonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan
Jenis beban, vang terdiri dari: beban pegawal, beban barang, beban
Jasa, bcban pemeliharaan, beban langganan daya dan jasa, beban
perjalanan dinas, beban penyisihan prutang, beban penyusulan aset
tetap dan amortisasi, dan beban lain-lan.

PENGAKUAN
4. Secara umum beban diakui pada saat:
a) Timbulnya kewajiban;
b} Terjadinya konsumsi aset;
¢/ Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

5. Saal timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak atau
penyerahan barang/jasa dari pihak lain ke BLUD tanpa diikuti
keluarnya kas dari kas umum daerah/BLUD. Contohnya tagihan
rekening telepon dan rekening listrik vang belum dibayar.

6. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat
pengeluaran kas kepada pihak lain vang tidak didahului timbulnya
kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegialan operasional
BLUD.

7. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada
saal penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan  aset
bersangkutan/berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ckonomi
atau potensi jasa adalah penvusutan aset tetap.

&. DBeban pegawai terdiri dari beban pegawai yang tidak terkait langsung
dengan kegiatan seperti gajl dan tunjangan, tambahan penghasilan
pegawai, dan sebagainya, dan beban pegawal yang terkait dengan
kegiatan seperti honor.

9. Beban pegawai yang dibayar dengan mekanisme pembayaran langsung
(L), diakui pada saat SP2D-LS telah dicairkan.

10. Beban pegawai yang dibayar olch bendahara pengeluaran dengan
menggunakan dana UP/GU/TU diakui setelah disahkannva 8PJ
belanja UP/GU/TU bendahara pengeluaran oleh PA/KPA.

l1. Beban barang, beban jasa, beban pemeliharaan, beban persediaan,
beban perjalanan dinas, beban langganan daya dan jasa termasuk
dalam kategori belanja operasi (belanja kegiatan). Belanja jenis ini
dapat dibayarkan dengan menggunakan UP/GU/TU maupun LS.

12. Beban barang, beban jasa, beban pemeliharaan, beban persediaan,
beban perjalanan dinas, beban langganan daya dan jasa yang dibayar
oleh bendahara pengeluaran dengan menggunakan UP/GU/TU diaku;
scielah disahkannya SPJ belanja UP/GU/TU bendahara pengeluaran
oleh PA/KPA.
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Beban barang, beban jasa, beban pemeliharaan, beban persediaan,
beban perjalanan dinas, beban langganan daya dan jasa yang
dibayarkan secara LS diakui saat SP2D-LS telah dicairkan.

. Terbitnya SP2D-LS mengindikasikan bahwa SPP/SPM-LS dan bukti

kelengkapannya yang diajukan oleh bendahara pengeluaran telah
memenuhi syarat sesual ketentuan yang berlaku, dan hal ini juga
menunjukkan bahwa kegiatan teclah dilaksanakan atau jasa telah
diterima pemda,

Beban barang, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perscdiaan,
beban perjalanan dinas yang dibayar dengan menggunakan dana
BLUD, diakui pada saal SPD-LS telah dicairkan.

Beban langganan daya dan jasa, seperti biayva listrile, telpon, internet,
langganan air, dan sejenisnya diakui ketika tagihan beban langganan
daya dan jasa tersebut telah diterima BLUD.

. Beban langganan daya dan jasa, seperti biaya listrik, telpon, internet,

langganan air, dan sejenisnya untuk bulan Desember diakui sebagai
utang beban pada tahun berkenaan sebesar tagihan yang diterima
pada bulan Januari tahun berikutnya.

Beban persediaan yang diakui dalam laporan operasional (LO)
adalah nilai persediaan yang telah dikonsumsi selama tahun
berjalan.

Nilai persediaan yang telah dikonsumsi dihitung dengan
menjumlahkan nilai persediaan awal tahun  dengan
belanja/perolehan persediaan selama tahun berjalan, kemudian
dikurangi dengan estimasi nilai persediaan yang tersisa pada
akhir tahun yang bersangkutan.

. Estimasi nilai persediaan akhir tahun dapat dihilung dengan cara

sebagai berikul:

a) Untuk persediaan yang variasinya banyak namun nilai pembelian
per unitnya tidak material (contoh persediaan ATK), nilai
persediaan akhirnya dihitung berdasarkan Jumlah unit persediaan
vang tersisa pada akhir tahun dikalikan dengan nilai pembelian
vang terakhir.

b) Untuk persediaan vang menggunakan kartu kendali persediaan
dengan metode perpetual dengan pendekatan FIFO (First in first out)
dan FEFO (First Expired First Out) dilakukan pencatatan secara
kontinyu sectiap kali terdapat pembelian dan penggunaan, seperii
perscdiaan bahan perbekalan farmasi, nilai persediaan akhirnya
mengacu  kepada karlu kendali persediaan tersebut. Namun
demikian, jika dari hasil inventarisasi fisik (stock oprname) terdapat
persediaan obat-obatan yang lkadaluarsa, rusak atau hilang, maka
nilai persediaan akhirnya dihitung berdasarkan jumlah barang
vang ada (dengan kondisi baik) hasil stock opname dikalikan nilai
pembelian yang tercatat dalam kartu kendali persediaan.

Pencalutan jurnal atas transaksi pembclian/perolehan persediaan

sebagaimana dalam paragraf 20 a, dapat dicatat dengan  sistem

periodik, yaitu dengan mencatat akun ‘Beban Persediaan’ setiap kali
terjadi  transaksi perolchan perseciaan, dan pada akhir (ahun
dilakukan jurnal penvesuaian untuk membawa akun ‘Beban

Persediaan’ ke nilai persediaan yang telah dikonsumsi selama tahun

dnggaran yang berkenaan.

Pencatatan jurnal transaksi persediaan sebagaimana dalam paragraf 20

b dicatat denpun sistem perpetual, yaitu dengan mencatat setiap kali

terjadi transaksi yang mempengaruhi perscdiaan. Beban persediaan

diakui pada saat digunakan.
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Belanja yang dibayar dimuka, seperti belanja sewa kendaraan, diakui
sebagai beban scwa untuk periode  yang telah digunakan
pemanfaatannya.

Sebagai contoh transaksi belanja dibayar dimuka, jika pada awal Marct
2023 BLUD membayar asuransi uatuk 12 bulan kedepan (terhitung
awal Maret 2023), maka beban asuransi yang akan dilaporkan di LO
tahun 2023 adalah beban asuransi untuk 10 bulan (terhitung sejak
awal Maret sd Desember 2023). Pencatatan lransaksi belanja/beban
sewa dicatat dengan pendekatan beban, dan pada akhir tahun
dilakukan jurnal penyesuaian untuk membawa akun beban sewa ke
nilal sewa yang telah diterima olch BLUD. Selanjutnya sisa kontrak
asuransi untuk 2 bulan akan menjadi beban pada tahun anggaran
2024.

. Beban penyusutan aset tetap dihitung scmesteran, yaitu dengan

asumsi jika aset diperoleh antara bulan Januari s.d. Juni, maka
penyusulan pada tahun perolehan asel tersebut disusutkan satu tahun
penuh. Sedangkan, jika aset diperolch antara bulan Juli sd Desember,
maka penyusutan pada tahun perolehan aset tersebut disusutkan
untuk setengah tahun.

Semua asct tetap dapat disusutkan kecuali untuk lanah, konstruksi
dalam pengerjaan, dan beberapa jenis aset tetap lainnya yang belum
dapal ditentukan masa manfaalnya sebagaimana diatur di dalam
kebijakan akuntansi aset tetap.

- Aset letap yang masuk dalam klasifikasi ekstrakomptabel, yaitu aset

letap yang nilai perolehannya di bawah batas minimal kapitalisasi,
tidak dilaporkan di dalam neraca.

Penyusutan aset tetap dihitung dengan metode garis lurus dengan
memperhitungkan masa manfaat asel tetap vang bersangkutan.
Adapun nilai residu aset setelah masa manfaatnya habis dianggap nol
(nihil).

Tabel masa manfaat aset tetap vang disusutkan diatur di dalam
Kebijakan Akuntansi tentang Aset Tetap.

Masa manfaat asect diperhitungkan sejak tahun perolehan aset yang
bersangkutan. Dengan demikian, aset tetap yang dipcroleh sebelum
tahun dimulainya pengakuan penyusulan harus dilakukan koreksi
penyusutan dengan mengacu kepada nilai tercatat pada akhir tahun
sebelum tahun dimulainya pengakuan penyusutan.

llustrasi: Sebuah Gedung diperoleh pada bulan Mei 2005 dengan nilai
lercatat pada Neraca per 31 Desember 2014 sebesar Rp 350.000.000.
Masa manfaal 50 tahun. Tahun dimulainyva pengakuan penyusutan
adalah tahun 2015,

Perhitungan penyusutan:

Akhir masa manfaat . 2054
Tarif penyusutan per tahun 1 2% (1009% / 50)
Penyusutan per tahun : Rp 7.000.000

Penyusutan vang diakus pada tahun 2015 untuk Gedung tersebut
adalah:

a] Koreksi akumulasi penyusutan mulaj Me; 2005 s/d Desember
2014 adalah 10 tshun penyusutan (penyusulan tahun 2005
dihitung sctahun penuh karena diperolch di semester I 2005):

Rp 250.000.000 x 2% x 10 (tahun] = Rp 70.000.000

Jurnal koreksi penyusutan pada awal Januari 2015
Ekuitas Rp 70.000.000
Akumulasi Penyusutan-Gedung Rp 70.000.000
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b) Penyusutan untuk satu lzhun pada tahun berjalan (tahun 2015):
Rp 350.000.000 x 2% = Rp 7.000.000

Jurnal penyesuian akhir tahun per 31 Desember 2015:
Beban Penyusutan Asct Tetap Rp 7.000.000
Akumulasi Penyusutan-Gedung Rp 7.000.000

Berdasarkan jurnal vang dibuat di atas posisi nilal Gedung
tersebut per 31 Desember 2015 adalah sbh.:

Nilai Tercatal per 31 Descmber 2014 Rp 350.000.000
Akumulasi Penyusutan (Rp__77.000.000)

Nilai buku per 31 Desember 2015 Rp 273.000.000

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih timbul dari adanya
pembentukan penyisihan piutang tak tertagih yang bertujuan
agar nilai piutang yang dilaporkan di dalam neraca
menunjukkan nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu nilai piutang bruto
dikurangi dengan penyisihan piu lang tak tertagih.

Penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan ecslimasi
persentase ketidaklertagihan terhadap saldo piutang yang masih ada
pada akhir tahun.

Besarnya estimasi perscntase ketidaktertagihan piutang selanjutnya
diatur di dalam Kebijakan Akuntansi Aset Lancar pada paragral yang
mengatur tentang penyajian nilai piutang di neraca,

35. Pengakuan beban penyisihan piutang tak tertagih dibuat pada seliap
akhir tahun melalui jurnal penyesuaian,
. PENGUKURAN
36. Beban-beban yang merupakan pengeluaran kas dicatat sebesar nilai

nominal brutonya, berdasarkan dokumen pengeluaran yang sah,.

Nilai nominal bruto sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas yaitu
jumlah sebelum dikurangi dengan potongan-potongan Perhitungan
Fihak Ketiga (PFK) seperti PPh, PPN, Iuran Taspen, Askes, dan potongan
scjenis lainnya. Dokumen yang menjadi dasar pencatatan antara lain
berupa  SP2D-LS/SPD-LS, bukti-bukti pengeluran SPpJ belanja
UP/GU/TU, dan SP2B.

Beban-beban yang bukan merupakan pengeluaran kas (non-kas),
seperti beban penyusutan, beban persediaan, beban penyisihan piutang
tak tertagih, dicatat berdasarkan nilaj dari hasil perhitungan dengan
menggunakan melode sebagaimana ditetapkan berdasarkan kebijakan
akuntansi yang terkait.

Dokumen vang menjadi dasar pencatalan beban non-kas, seperti beban
penyusutan, beban persediaan, beban penyisihan piutang tak tertagih,
antara lain yaitu berupa bukti memorial,

Transaksi beban vang dibayvar mengpunakan mata uang asing dicatat
dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada
tanggal transaksi.

PENGUNGKAPAN

%1

Hal-hal yang perlu diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan
Keuangan (Cal.K) terkait dengan beban antara lain mencakup:

a]  Kebijakan akuntansi pengakuan dan pengukuran beban:

B)  Penjelasan tentang beban penyusutan aset tetap;

c) Kebijakan akuntansi persediaan;

d) Kebijakan akuntansi penyisihan piutang tak tertagih; dan

¢]  Koreksi beban (jika ada).
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KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 12
AKUNTANSI SURPLUS/DEFISIT-LO
DAN POS LUAR BIASA

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah
paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-
paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka
Konseptual Kebijakan Akuntansi BLUD,

A. RUANG LINGKUP

1.

Kebijakan Akuntansi ini diterapkan dalam penyelenggaraan
akuntansi surplus defisit dan pos luar biasa yang akan
dilaporkan di dalam Laporan Operasional.

B. KLASIFIKASI

2

P

Surplus/delisit di dalam Laporan Operasional terdiri dari 4 (empat)
lapisan:

a) Surplus/defisit dari kegiatan operasional;

b)  Surplus/defisit dari kegiatan non-operasional;

c) Surplus/defisit schelum pos luar biasa;

d] Surplus/defisit-LO (net).

C. PENGUKURAN

3.

10.

162 2

12.

14

Surplus/defisit dari kegiatan operasional adalah selisih

lebih/kurang antara pendapatan-LO dan beban selama satu

periode pelaporan.

Surplus dari kegiatan operasional terjadi apabila terdapat selisih lebih

antara pendapatan-LO dan beban selama saty periode pelaporan.

Defisit dari kegiatan operasional terjadi apabila terdapat selisih kurang

antara pendapatan-LO dan beban selama satu pecriode pelaporan.

Selisih dari pendapatan-LO dan beban yang sifatnya tidak rutin

dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

Yang termasuk ke dalam pendapatan-LO/beban dari kegiatan non

operasional  yaitu surplus/defisit penjualan aset non lancar,

surplus/defisit  penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan

surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

Surplus/Defisit sebelum pos luar biasa merupakan penjumlahan

antara  surplus/defisit dari kegiatan operasional dan

surplus/defisit dari kegiatan non operasional.

Surplus/Defisit-LO merupakan perjumlahan antara

surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional,

dan pos kejadian luar biasa.

Surplus/defisit LO merupakan bottorn line itern atau item baris terakhir

dari Laporan Operasional,

Saldo surplus/defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke

Laporan Perubahan Ekuitas,

Pos Luar Biasa merupakan pos yang memuat transaksi kejadian

luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

al Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal
tahun anggaran;

b]  Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan kejadian
diluar kendali entitas pemerintah.

- Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan

Opcrasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar
Biasa.

Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan pula
dalam Catalan atas Laporan Keuangan.
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KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 13
AKUNTANSI ASET LANCAR

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah
paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-
paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka
Konseptual Kebijakan Akuntansi BLUD.

A. RUANG LINGKUP
1. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyelenggaraan
akuntansi aset lancar yang akan dilaporkan di Neraca.

B. KLASIFIKASI

2. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar Jika:

a) Diharapkan segera untuk dapat direalisasikan, dipakai atau
dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak
tanggal pelaporan, atau

b) Berupa kas atau setara kas.

3. Sermmua aset selain yang termasuk dalam (a}] dan (b,
diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

4. Aset lancar meliputi kas dan sctara kas, investasi jangka pendek,
piutang, dan persediaan. Sedangkan aset nonlancar mencakup aset
yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud vang digunakan
baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan BLUD. Aset
nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi Jjangka panjang,
aset tetap, dan aset lainnya,

C. PENGAKUAN DAN PENGUKURAN ASET LANCAR
5. Aset diakui :
aj Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan dipercleh
oleh BLUD dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat
diukur dengan andal.
b} Pada saat diterima atau kepemi!ikannya dan/atau
kepenguasaannya berpindah.

Kas dan Setara Kas
©. Kas dan sctara kas adalah uang tunal dan saldo simpanan di bank
yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayal  kegiatan
pemerintah daerah/investasi jangka pendek yang sangat likuid yang
siap dicairkan menjadi kas scria bebas dari risiko perubahan nilaj vang
signifikan.  Kas juga meliputi  seluruh Uang Yang Harus
Dipertanggungjawabkan, Saldo simpanan di bank yang scliap saat
dapat ditarik atauy digunakan untuk melakukan pembayaran. Dalam
pengertian kas ini juga termasuk setara kas yaitu investasi jangka
pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang
mempunyai masa jatuh tempo vang pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau
kurang dari tanggal perolehannya.
7. Kas terdiri dari -
a) Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantiu APBD;
b Kasdi BLUD :
1) Kas di Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD; dan
2] Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD.
¢) Kas Lainnya.
8. Betara kas terdiri dari -
a] Simpanan di bank dalam bentuk deposito yang jatuh tempo 3 (tiga)
bulan atau kurang;
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b) Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid, bebas dari
resiko perubahan nilai yang signifikan, serta memiliki masa jatuh
tempo 3 (tiga) bulan atau kurang.

Kas diukur dan dicatat scbesar nilai nominal. Nilai nominal artinya

disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk

valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah
bank sentral pada tangeal neraca,

Investasi Jangka Pendek

10.

i 8

12

Investasi Janghka Pendek adalah investasi yang memenuhi
kriteria sebagai berikut:

a) Dapat segera diperjualbe likan/dicairkan;

b] Investasi tersebut ditujukan dealam rangka manajemen kas,
artinya BLUD dapat menjual investasi tersebut apabila timbul
kkebutuhan kas;

c¢)] Beresiko rendah,

d) Jatuh tempo di atas 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua
belas) bulan.

Dengan memperhatikan kriteria tersebut pada paragraf 10, maka
pembelian surat-surat berharga vang berisiko tinggi bagi BLUD, karena
dipengaruhi eleh fluktuasi harga pasar surat berharga, tidak termasulk
dalam investasi jangka pendek. Jenis investlasi yang tidak termasuk
dalam kelompok investasi jangka pendek antara lain adalah:

a) Burat berharga yvang dibeli BLUD dalam rangka mengendalikan
suaty badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk
menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha;

1) Surat berharga vang tidak dimalksudkan untuk dicairkan dalam
memenuhi kebutuhan kas jangka pendek,

Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek,
antara lain terdiri atas:

a]  Deposito berjangka wakty tiga sampai dua belas bulan dan/atau
yang dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposits);

b)  Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah Jjangka pendck
oleh pemecrintah daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia
(SBI).

Pengakuan Investasi Jangka Pendek

13.

14,

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi

jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria :

al] Kemungkinan manfaat ekonomik atau Jjasa potensial di masa
yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat
diperoleh BLUD;

b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur
secdra memadai (reliable).

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendelk diakui

sebagai pengeluaran kas BLUD dan tidak diakui sebagai belanja

maupun pengeluaran pembiayaan di dalam Laporan Realisasi
Angaaran,

- Transaksi perolehan  investasi Jangka pendek hanya merupakan

reklasifikasi dari akun kas ke akun investasi jangka pendek.

Pengakuan Hasil Investasi

16.

Hasil investas yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain
berupa bunga depusito, bunga obligasi dan dividen tunai (cash
auwrdend) dicatal sebagaj pendapatan.



Pengukuran Investasi Jangka Pendek
17. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya

18.

19.

saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya
perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi
investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa
bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan
tersebut.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa
biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar
investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar.
Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang
diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk
memperoleh investasi tersebut.

Investasi jangka pendek dalam bentuk nonsaharn, misalnya
dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai
nominal deposito tersebut.

Penilaian Investasi Janglka Pendek

20.

Penilaian investasi jangka pendek BLUD dilakukan dengan
metode biaya. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat
sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui
sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnva
investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

Pelepasan dan Pemindahan Investasi Jangka Pendek

21.

22,

23.

Pelepasan investasi BLUD dapat terjadi karena penjualan, dan
pelepasan hak karena peraturan pemerintah dan lain
sebagainya.

Penerimaan dari penjualan investasi Jangka pendek diakui
sebagai penerimaan kas BLUD dan tidak dilaporkan sebagai
pendapatan maupun penerimaan pembiayaan di dalam Laporan
Realisasi Anggaran,

Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai
tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada

surplus/defisit pelepasan  investasi di dalam Laporan
Operasional.

Piutang

24,

285.

26.

Piutang adalah hak BLUD yang dapat dinilai dengan uang
sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan
peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
Piutang diklasifikasikan sebagai aset lancar apabila
diharapkan dapat diterima pembayarannya dalam waktu 12
(dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan BLUD meliputi;

4) Piutang Layanan Yang Bersumber dari Masyarakat;

b} Piutang Layanan dari Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan; dan

¢) Piutang Hasil Kerjasama.

Pengakuan Piutang

27.

28,

29,

Secara umum, piutang diakui (dicatat) pada saat timbulnya hak
tagih BLUD yang dapat berasal dari pendapatan BLUD.
Pengakuan piutang BLUD dilakukan pada setiap kali timbulnya
hak tagih BLUD berdasarkan peraturan/dokumen yang sah, dan
berkurang pada setiap kali diterima pembayarannya.

Piutang Layanan Yang Bersumber dari Masyarakat dialkui pada
saat dokumen tagihan diterbitkan, kecuali piutang BPJS
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31.

32.

33.

34.

35.

Kesehatan diakui pada saat Berita Acara Hasil Verifikasi
diterbitkan/diterima.

Untuk piutang Layanan dari Entitas Akuntansi/Entitas
Pelaporan diakui pada saat Berita Acara Hasil Verifikasi
diterbitkan/diterima.

Piutang Hasil kerjasama diakui pada saat KSO/Perjanjian telah
disepakati namun pelunasan/kas atas halk tagih belum diterima
oleh BLUD,

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga
dikenal dengan dua cara yaitu penghapustagihan {write-off] dan
penghapusbukuan (write down). Hapus tagih yang berkaitan
dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan
akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang harus
diperlakukan secara terpisah.

Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen,
merupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan
pencatatan dari intrakemptabel menjadi ekstrakomptabel agar
nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan net realizable
value-nya. Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang
lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat. Penghapusbukuan
piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan
piutang.

Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan
diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan
rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya
biutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari
diterima pernbayaranfpelunasannya maka penerimaan tersebut
dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang
bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan
atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari
Jjenis piutang,

Penghentian pengakuan piutang (penghapusbukuan piutang)
dilakukan bila piutang tersebut telah dilunasi berdasarkan
bukti pembayaran yang sah. Selain itu, penghentian pengakuan
piutang juga dapat terjadi karena penghapustagihan piutang
(write-off) yang berarti hak tagih BLUD dihapuskan, atau
penghapusbukuan (write-down) saja yang berarti hak tagih
BLUD tetap masih ada. Penghentian pengakuan piutang
(penghapusbukuan piutang] akibat penghapustagihan maupun
penghapusbukuan harus didukung dengan bulkti yang sah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan, misalnya berupa
keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapustagih
piutang dan/atau berita acara penghapusbukuan piutang.

Pengukuran Piutang

36.

34.

Secara urnum, piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu

sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

Piutang BLUID) dicatat sebesar nilai wajar imbalan yvang diterima atau

vang dapat diterima, dengan rincian sebagal berilaut:

4] Piutang Retribusi untuk vang bersumber dari masyvarakat dicatat
sebesar nilai norminal dokumen tagihan vang dikeluarkan BLUD,
kecuali BPJS/Kemenkes dicatat sebesar nilai nominal pada Berita
Acara Hasil Verifikasi.

b} Piulang Layanan dari Entitas Akuntunsi/Entitas Pelaporan dicatat
sebesar nilai nominal pengajuan klaim.

c| Piutang Ilasil kerjasama  dicatat sebesar nilai nominal yang
menjadi hak tagih,
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40.  Penyajian nilai piutang di neraca disajikan sebesar nilai yang dapat
dircalisasikan (net realizable value), vyaitu nilai nominal piutang
dikurangi penyisihan piutang tak tertagih. _

41. Penyisihan piutang tak lertagih  dihitung berdasarkan estimasi
persentasc ketidaktertagihan terhadap saldo piutang vang masih ada
pada akhir tahun.

42. Besarnya cstimasi persentase ketidaktertagihan piutang ditentukan
berdasarkan umur piutang dan jenis piutang adalah sebagai berikut:

ESTIMAS! PERSENTASE KETIDAKTERTAGIHAN
- PIUTANG BERDASARKAN UMUR PIUTANG
0 URAIAN 0,5% ? 10% 0% 100%
(Lancar) (Kurang (Diragukan) (Macet)
. Lancar)
Piutang BLUD
Piutang Layanan < ] > 1 &d2 = d8d 12 =1
1 | Yang Bersumber | Bulan Bulan Bulan Tahun
dari Masyarakat _
Piutang Layanan =1 >1lsd2 =3 sd 12 > ]
dari Entitas Bulan Bulan Bulan Tahun
2 | Akuntansi/
Kntitas
Pelaporan
5 | Piutang Hasil g1 = lad 2 >3sd 12 > ]
| Kerjasama Bulan Bulan Bulan Tahun |
Persediaan
43. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau

44,

45.

46.

-4
~]

perlengkapan yang dimalksudkan untuk mendukung kegiatan
operasional BLUD, yang dimaksudkan untuj dijual dalam rangka
pelayanan kepada masyarakat.
Persediaan merupakan aset yang berwujud :
a. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam
rangka kegiatan operasional BLUD;
b. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam
proses produksi
¢. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk
dyjjual atau diserahkan kepada masyarakat;
d. Barang yang disimpan untuk dijual kepada masyarakat dalam
rangka kegiatan BLUD,
Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan
disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakal seperti alat
tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan
pipa, dan barang bekas pakai scperti komponen bekas.
Persediaan dengan kondisi rusak ualag kadaluarsa tidak dilaporkan
dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan.
Persediaan antara lain terdiri dag -
4. Barang konsumsi:
b. Bahan untuk pemeliharaan:
€. Suku cadang;
d. Persediaan untuk tujuan strategis/ berjaga-jaga;




- 74

Pengakuan Persediaan

48. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa
depan diperoleh BLUD dan mempunyai nilai atau biaya yang
apat diukur dengan andal.

49. Pencatatan dengan sistem periodik, dilakukan pada akhir
periode akuntansi (akhir tahun anggaran), persediaan dicatat
berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock opname).

50. Pencatatan dengan sistem perpetual, persediaan dicatat
berdasarkan saldo mutasi penerimaan dan pengeluaran
persediaan. Pada akhir tahun persediaan disesuaikan dengan
hasil inventarisasi fisik (stock opname).

Pengukuran Persediaan
S1.  Persediaan disajikan scbesar :
a) Bilaya perolchan apabila diperoleh dengan pembelian:
b) Harga Pokok Produksi apabila diperoleh dengan memproduksi
sendiri
c) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti
hibah/donasi.

92. DBiaya perolehan persediaan meliputi  harga pembelian, biaya
pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara
langsung dapat dibebankan pada perolchan persediaan. Potongan
harga, rabat, dan lainnya yang scrupa mengurangi biaya perolchan.

23. Perscdiaan dapat dinilai dengan menggunakan harga pembelian
lerakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan
bermacam-macam jenis.

54. Perscdiaan yang memiliki nilaj per unitnya relatil materia], seperti

peralatan yang akan ciserahkan/dijual kepada phak
ketiga/masyarakat dinilai dengan nilai perolchan per-unitnya rnasing-
Masing.

29, Barang persediaan Yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan
untuk dijual, seperti bahan perbekalan farmasi, dinilaj dengan biaya
perolehan terakhir,

56, Harga/nilai  wajar persediaan  meliputi nilai  tukar aset atau
penyclesaian kewajiban antarpihak yang memahami dan berkeinginan
melakukan transaksi wajar (arm-lenght transaction).

S7. Beban persediaan yang dilaporkan di dalam laporan operasional (LO)
adalah nilai persediaan yang telah dikonsumsi selama tahun berjalan.

D8, Nilal  persediaan vang lelah  dikonsumsi dihitung  dengan

menjumlahkan nilai persediaan awal tahun dengan belanja/perolehan

perseciaan sclama  tahun berjalan, kemudian dikurangi dengan
estimasi nilai  persediaan vang tersisa pada akhir tahun yang
ersangkutan,

Kstimasi nilai persediaan akhir tahun dapat dihitung dengan cara

sebagai berilut:

al  Untuk persediaan yang variasinya banyak namun nilaj pembelian
Per unitnya tidak rmateriaj {contoh persediaan ATK), nilai
perscdiaan akhirnysa dihitung berdasarkan Jjumlah unit persediaan
vang tersisa pada akhir tahun dikalikan dengan nilai pembelian
vang terakhir,

b} Untuk persediaan yang menggunakan kartu kendalj persediaan
dengan melode perpetual dengan pendekatan FIFO (First in first
out) dan FEFO (First Expired First Out) dilakukan pencatatan
secara kontinyu setiap kali terdapat pembelian dan penggunaan,
seperti persediaan bahan perbekalan farmasi, nilai perscdiaan
akhirnya nengacu kepada kartu kendali persediaan  terschut.

o
a0
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61.

62,

275

Namun demikian, jika dari hasil inventarisasi [isik (stock oprniame)
terdapat persediaan obat-obatan yang kadaluarsa, rusak atau
hilang, maka nilai persediaan akhirnya dihitung berdasarkan
Jumlah barang yang ada (dengan kondisi baik) hasil stock opname
dikalikan nilai pembelian vang tercatat dalam kartu kendali
persediaan,
Pencatatan jurnal atas transaksi pembelian/perolehan persediaan
scbagaimana paragral 59 a dicatat dengan sistem periodik, vaitu
dengan mencatat akun ‘Beban Perscdiaan’ setiap kali terjadi transaksi
perolehan  persediaan, dan pada akhir tahun dilakukan jurnal
penyesuaian untuk membawa akun ‘Beban Persediaan’ ke nilai
persediaan yang telah dikensumsi selama tahun anggaran vyang
berkenaan.
Pencatatan jurnal transaksi persediaan scbagaimana dalam paragrafl
29 b dicatat dengan sistem perpetual, yaitu dengan mencatat setiap
kali terjadi transaksi yang mempengarulin persediaan. Beban
persediaan diakui pada saat digunakan,
Bila pada akhir tahun lerdapat  barang  yang  dibeli dengan
menggunakan anggaran belanja untuk diserahkan/dijual kepada fihak
ketiga/masyarakal (vang belum discrahkan/dijual kepada fGhalk
keliga/masyarakat), maka nilaj barang tersebut tidalk mempengaruhi
beban persediaan melainkan akan mempengaruhi jumlah beban
barang untuk discrahkan/dijual kepada pihak ketiga/masvarakat

Pengungkapan Persediaan

63.

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan kcuangan berkaitan

dengan persediaan adalah sebagai berikut :

a] Kebijjakan akuntansi yang digunakan dalam pengulcuran
persediaan;

b) Penjelasan  lehih lanjut  persediaan  sepert barang atau
perlengkapan  yvang digunakan dalam pelayanan masyarakat,
barang yang disimpan untuk dijual kepada masyarakal; dan

¢} Jenis, jumlah, dan nilaj persediaan dalam kondisi rusak atauy
usang,
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KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 14
INVESTASI JANGKA PANJANG

Paragraﬁparagraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah
paragraf kebijakan, vang harus dibaca dalam Konteks paragraf.
bparagraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Keranghka
Konseptual Kebijakan Akuntansi BLUD,

A. RUANG LINGKUP
1. Pernyataan kebijakan akuntansi ini diterapkan untuk
penyelenggaraan akuntansi inventasi jangka panjang pada BLUD,

E. KLASIFIKASI

2. Investasl jangka panjang terdiri darj :

a. Investasi Permanen; dan
b. Investasi Non Permanen

3. Investasi permanen adalah investasi Jangka panjang yang dimaksudkan
untuk dimiliki secara berkeclanjutan. Contoh nMvestasi permancn antara
lain penyertaan modal pada perusahaan.

4. Investasi nonpermanen  adalah  investasi jangka panjang yang
dimaksudkan untuk dimilik; sccara  tidak berkelanjutan. Contoh
investasi non permanen antara lain pinjaman Jangka panjang kepada
perusahaan.

C. PENGAKUAN
S. Suatu pengeluaran kas atau aset, penerimaan hibah dalam
bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat
diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria berikut:
al Kemungkinan manfaat ekonomi atay Jjasa potensial di masa
yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat
diperoleh BLUD;

b) Nilai perolehan atay nilai wajar investasi dapat diukur
secara memadai (reliable).

6. Dalam mencntukan apakah suatu pengeluaran kas dan/atau aset,
penerimaan hibah dalam  bentulk investasi dan perubahan piutang
menjadi  investasi memenyhj kriteria pengakuan investusi vang
pertama, BLUD perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat
ekonomi atau jasa potensial di masa vang akan dalang berdasarkan
bukti-bukti yang terscdia pada sast pengakuan yang pertama kali.

7. Pengeluaran untuk memperoleh  investasi jangka panjang diakui
scbagal pengeluaran pembiayaan di LRA dan diakui sebagal aset

berupa Investasi Jangka Panjang di Neraca.

D. PENGUKURAN
8. Investasi Jjangka pParnjang yang bersifat permanen misalnya

biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut Jika harga
perolehannya tidak ada,

Investasi nonpermanen dalam  bentuk pembelian obligasi jangka
panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki
verkelanjutan, dinilai scbesar nilai perolehannya,
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Diskonto atau premj pada pembelian  investas Jangka panjang
diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo
sehingga hasil yang konstan diperoleh darj investasi tersebut,

Diskonto atau premi yang diamortisasi terschut dikreditkan atay
didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan
atau pengurangan dari nila; tercatat investasi Jangka panjang (carrying
value) tersebud,

E. PENILAIAN
12. Penilaian investasi BLUD dilakukan dengan tiga metode, yaitu :

13.

al Metode Biaya
Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar
biaya perolehan, Pendapatan dari investasi tersebut dicatat
sebesar bagian hasi] yang diterima BLUD; dan tidak
mempengaruhi  besarnya akun investasi jangka Panjang
terkait.

b} Metode Ekuitas
Dengan menggunakan metode ekuitas BLUD mencatat
investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau
dikurangi sebesar bagian laba atay rugi BLUD setelah tanggal
perolehan. Bagian labg kecuali dividen dalam bentuk saham
yang diterima BLUD akan mengurangi nilai investasi BLUD.
Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk
mengubah porsi kepemilikan investasi BLUD, misalnya
adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing
serta revaluasi aset tetap,

¢) Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan

Jangka waktu delkaqt.
Penggunaan metode d; atas didasarkan pada kriteria sebagai

al Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;

b Kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang
signifikan menggunakan metode ekuitas;

¢/ Kepemilikan 20% atau lebih menggunakan metode ekuitas;

d) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode
nilai bersih Yang direalisasikan.

Dalam kondjsi terltentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan

sallam bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan

metode  penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah

tingkat pengaryuh (the degree of influerice) atau pengendalian terhadap

perusahaan investee. Ciri-ciri adanya pengaruh atay pengendalian

pada perusahaan investee, antara lain:

a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;

b. Kemampuan untuk menunjuk atay menggantikan direksi:

€. Kemampuan untuk menctapkan dan mengganti dewan dircksi
perusahaan investee;

d. Kemampuan untuk mengendalikan  mayoritas suara dalam
rapat/pertemuan dewan direksi

PENGAKUAN HASIL INVESTASI

15.

l6.

Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari
penyertaan modal BLUD Yang pPencatatannya menggunakan
metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi,

Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba Yang
diurnumkan oleh investee akan diakuyi sebagai pendapatan
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maka akan diakui sebagai kerugian investasi di Laporan
Operasional dan mengurangi nilai investasi BLUD. Sedangkan
pembagian dividen tunai yang diterima oleh BLUD dicatat
sebagai pPendapatan hasil investasi di LRA dan mengurangi nilai
investasi BLUD.

Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan
menambah nilai investasi BLUD.

PELEPASAN DAN PEMINDAHAN INVESTASI

18. Pelepasan investasi BLUD dapat terjadi karena Perjualan, dan
pPelepasan hak karena peraturan perundang-undangan dan lain
sebagainya.

19, Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai
tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada
keuntungan,frugi fsurp!usfdeﬁsit} Pelepasan investasi,
Keuntungan/rugi Pelepasan investasi disajikan dalam laporan
operasional,

20. Penerimaan dari pelepasan investasi Jangka panjang diakui
sebagai penerimaan pPembiayaan.

PENGUNGKAPAN

21. Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan BLUD

berkaitan dengan investasi, antara lain:

al  Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;

b)  Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;

¢)]  Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun

investasi jangka panjang;

d)  Penurunan nila; investasi yang signifikan  dan penyebab
penurunan terscbut;

) Investasi yang dinilaj dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
Perubahan pos investasi.

3]

]

e
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KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 15
AKUNTANSI ASET TETAP

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah
paragraf kebijakan, yang harus dibacqg dalam [konteks paragraf-
paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka
Konseptual Kebijakan Akuntansi BLUD.

A,

RUANG LINGKUP

1. Kebijakan Akuntansi ini diterapkan dalam penyelenggaraan
akuntansi aset tetap termasuk konstruksi dalam pengerjaan.

KLASIFIKASI

2. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atay
lungsinya dalam aklivitas Operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah
scbagal berileut:

a) Tanah:

b) Peralatan dan Mesin;

¢  Gedung dan Bangunan;

d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
¢)  Asct Tetap Lainnva; dan

f]  Konstruksi dalam Pengerjaan.

3. Tanah yang dikelompokkan scbagal aset tetap ialah 1 nal yang
diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional
BLUD dan dalam kondis; siap dipalai.

4. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang
diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional
BLUD dan dalam kondisj siap dipakai.

5. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor,
alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya
signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan
dalam kondisi siap pakai,

6. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang
dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh BLUD
dan dalam kondisi siap dipakai.

7. Aset tetap lainnya mencakup  aset tetap yang tidak dapat
dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yvang diperalch
dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional BLUD dan dalam
kondisi siap dipakai.

8. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam
proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum
selesai seluruhnya.

9. Aset tetap yang tidak digunakan untuj keperluan operasional
BLUD tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di
pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

PENGAKUAN

10. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan

dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriterig

sebagai berilkcut :

a) Berwujud;

b} Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belasj bulan;

¢) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

d] Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal
entitas; dan

€] Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.



1. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima
atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat
penguasaannya berpindah. Saal pengakuan aset akan dapat
diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan
hak kepemilikun dan/atan penguasaan sceara hukum, misalnya
sertifikat tanah dan bulet; kepemilikan kendaraan bermotor seria
dokumen Berita Acara Scrah Terima (BAST) Barang/ Jasa. Apabila
perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum
dikarenakan masih adanya suatu proses administras; yang
diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan
proses jual beli (akta) dan sertifikal kepemilikannya di instansi
berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat
bukti bahwa penguasaan atas aset tetap terscbut telah berpindah,
misalnya tclah terjadi pembayaran dan penguasaan atas scriifikat
tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh
BLUD dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan  bukan
dimaksudkan untuk dijual kepada masyarakat.

-
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D. PENGUKURAN

13. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian
aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak
memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai
wajar pada saat perolechan.

14. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau
biaya konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang
dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset
tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja
untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Batas Minimal Kapitalisasi

15. Sebuah aset berwujud untuk dapat dikategorikan sebagai aset
tetap harus memiliki nilai lebih besar dari batas minimal
kapitalisasi (capitalization thresho Id).

'6. Batas minimal kapitalisasi aset tetap ditetapkan sebagai
berikut:

a) Pengeluaran untulk perolehan peralatan dan mesin dapat
dikapitalisasi apabila nilai perolehannya di atas
Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per unit;

b) Pengeluran untuk perolehan gedung dan bangunan dapat
dikapitalisasi bila nilai perolehannya di atas
Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiahy);

7. Batas minimal kapitalisasi aset tetap di atas, dikecualikan
untuk perolehan aset tetap berupa tanah, Jalan, irigasi dan
Jaringan, dan aset tetap lainnya berupa buku koleksi
perpustakaan dan barang bercoralk kesenian,

F. PENILAIAN AWAL ASET TETAP

18. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk dickui
sebagai suatu aset dan dike lompokkan sebagai aset tetap, pada
awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

9. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut
adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh
yang ditetapkan dengan keputusan pemimpin BLUD.

20. Buatu aset tetap mungkin diterima BLUD sebagai hadiah atau donasi,
Sebagal contoh 1 Unit Mebil Ambulagns dihadiahkan ke BLUD oleh
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pihak ketiga dengan atay tanpa nilai. Untuk hal tersebut, asset tetap
yang diperoleh harus dinilaj berdasarkan nilai wajar pada saat
diperolch yang ditetapkan dengan keputusan pemimpin BLUD,

G. KOMPONEN BIAYA

21,

22,

24,

25.

26,

29,

tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja
untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya perolehan tanah mencakup harga pembelian  atay biava
pembebasan  tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka
memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan
biaya lainnya vang dikeluarkan maupun  yang masih  harus
dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga
meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yvang dibeli
terscbut  jika  bangunan tua tersebut  dimaksudkan untulk
dimusnahkan.

Biaya perolchan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah
pengeluaran yang telah dan yang masih harus dilakukan untuk
memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampaj siap pakai. Biaya
ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya
instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan
mempersiapkan  sampai peralatan  dan mesin  tersebut siap
digunakan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh
biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk
memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biayva ini
antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk
biaya pengurusan IMB, notaris.

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh
biaya yvang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk
mewmperolch jalan, irigasi, dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini
meliputi biaya perolehan atay biaya konstruksi dan biaya-biaya lain
yang dikeluarkan sampal jalan, irigasi dan Jaringan lersebut siap
pakai.

Biaya perolchan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya
vang dikeluarkan dan yang masih  harus dikeluarkan untuk
memperolch aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya perolchan suaty ascl yang dibangun dengan cara swakelola
ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset vang dibeli.
Biaya lain (sclain harga beli/biaya konstruksi) yang dibayarkan dalam
rangka memperoleh beberapa jenis aset tetap sekaligus akan
dialokasikan ke jenis-jenis aset yvang dipcroleh tersebut berdasarkan
perbandingan harga belinya.

Setiap potongan dagang dun rabat dikurangkan dari harga pembelian.

H. PEROLEHAN SECARA GABUNGAN

30.

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh
secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga
gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar
masing-masing aset yang bersangkutan,.

I. PERTUKARAN ASET (EXCHANGE OF ASSETS)

31,

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau
pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset
lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai
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wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilqi
tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah
setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang
ditransferjdiserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui Pertukaran atas suaty
aset yang serupa Yyang memiliki manfaat yang serupa dan

Nilai wajar atas aset Yyang diterima tersebut dapat memberikan

diturun-nilai-bukukan (written down) dan nilai setelah diturun-
nilai-bukukan (written down) tersebut merupakan nilai aset
Yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa
termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan
kapal terbang. Apabila  terdapat aset lainnya dalam
pbertukaran, misalnya kas atau kewajiban lainnya, maka hal ini
mengindikasikan bahwa Pos  yang dipertukarkan tidalk
mempunyai nilai yang sama.

J. ASET DONASI

34,

30,

30.

ey
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39,

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus
dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Sumbangan aset tetap  didefinisikan sebagai transfer tanpa
persyaralan  suatu  aset tetap ke BLUD, misalnya perusahaan
nonpemerintah  memberikan bangunan yang dimilikinya untuk
digunakan olch BLUD tanpa persyaratan apapun. Penverahan asct
tetap tersebut akan sangat andal hilg didukung dengan bukt
perpindahan kepemilikannya secara hukum, scperti adanya akta
hibah/BAST Hibah.

Tidak termasuk aset donasi, apahila penyerahan aset tetap tersebuyt
dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada BLUD. Sebagai
contoh, satu perusahaan swasts membangun aset tetap untuk BLUD
dengan persyaratan kewajibannya kepada BLUD telah dianggap
selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti
perolehan aset tetap dengan pertukaran,

Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria pervlehan aset
donasi, maka perolehan lersebut dapat diakui sebagal pendapatan
BLUD di dalam Laporan Operasional dengan penjelasan pada Catatan
atas Laporan Kcuangan,

memberi manfaat ekonomik dj masa yang akan datang dalam
bentul peningkatan kapasitas, rmutu produksi, atau
peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai
tercatat aset yang bersangkutan apabilg Jumlahnya memenuhi
batas minimal kapitalisasi,
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41.

42,

43;
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pemeliharaan, atau tidak menambah masqg manfaat aset, tidak
menambah nilai aset tetap yang bersangkutan.

Contoh pengeluaran kategori ini antara lain belanja pemeliharaan
rutin gedung, pemeliharaan rutin kendaraan,

Setelah perolehan, masih terdapat biaya-biaya yang muncul selama
PEnggunaan aset tetap. Misalnya biaya pemcliharaan (maintenance),
penamhbahan (additions), penggantian (replacement) atauy perbaikan
(repairs).

Pada dasarnya, pengeluaran-pengeluaran untuk asect tetap setelah
perolchan, dapat dikategorikan menjadi  belanja modal (capital
expenditures) dan pengeluaran pendapatan (revenue expenditures).
Belanja modal adalah pengeluaran-pengeluaran yang harus dicatat
sebagal aset {cdikapitalisir). Pengcluaran-pengeluamn yang akan
mendatangkan manfaat lebih dari satu periode akuntansi termasuk
dalam kategori ini, misalnya penambahan saty unit AC dalam sebuah
mobil atau penambahan teras pada gedung vang telah dimiliki,
merupakan belanja modal.

Demikian juga halnya dengan pengcluaran-pengeluaran yang akan
menambah efisiensi, mMemperpanjang umur aset atay meningkatkan
kapasitas atau muty produksi. Contoh mengenal  pengeluaran-
pengecluaran  yang  akan IMemperpanjang umur  aset  atay
meningkatlean kapasitas produks; adalah  pengeluaran untuk
perbaikan besar-besaran.

L. PENGUKURAN BERIKUTNYA TERHADAP PENGAKUAN AWAIL
(SUBSEQUENT MEASUREMENT)

44. Aset tetap disafikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap
tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi
kondisi yang mermungkinkan penilaian kembali, maka aset
tetap akan disajikan dengan pPenyesuaian pada masing-masing
akun aset tetap dan akun ekuitas,

Penyusutan

15, Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suaty
aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable dassets) selama
masa manfaat aset yang bersangkutan,

46. Nilai penyusutan untulk masing-masing periode diakui sebagai
Pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban
penyusutan dalam laporan operasional,

47. Penyusutan di lakukan terhadap aset tetap berupa:

a. Peralatan dan Mesin

b. Gedung dan Bangunan

¢. Jalan, Irigasi dan Jaringan

d. Aset Tetap Lainnya, berupa aset renovasi dan alat musik
modern.

48, Aset Tetap lainnya berupa aset renovast merupakan renovasi atas asct
tetap vang bukan milik BLUD dengan Jjumlah biava renovasi vang
memenuhi syarat kapitalisasi.

49. Aset letap yang direklasifikan ke dalam Aset lainnya berupa aset
kemitraan dengan fihak ketiga disusutkan sebagaimana layaknya aset
telap

50. Penyusutan tidak di lakukan terhadap:

a. Tanah;

b. Konstruksi dalam Pengerjaan;

c. Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokurnen
sumber yang sah dan telah diusulkan kepada pengeloia
barang untuk dilakuican pPenghapusan; dan
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d. Aset tetap yang rusak berat/usang dan telah diusulkan
kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan.
Nilai yang dapat disusutkan pertama kali untuk aset tetap
yang diperoleh sebelum tahun dimulainya penyusutan adalah
nilai tercatat pada akhir tahun sebelum tahun dimulainya
penerapan penyusutan aset tetap. Sebugal contoh, jika penerapan
penyusutan  dimulai pada T.A 2015, maka nilai yang dapat
disusutkan menggunakan nilai tercatat pada neraca per 31

Desember 2014.

Aset Tetap yang diperoleh sebelum diberlakukannya penyusutan

asct, dikenakan koreksi penyusutan asct tclap sebagai berikut ;

a. Koreksi penyusutan Asel Tetap diperhitungkan sejak tanggal
perolehan sampai dengan tahun ssebelum dimulainya tahun
penyusutan

b. Koreksi Penyusutan aset tetap dicalat melalui jurnal penyesuaian
pada awal tahun dimulainya penerapan penyusutan, vyang
diperhitungkan sebagai penambah nilai akun akumulasi
penyusutan dan pengurang nilai ekuitas pada neraca

c. Jika satu unit aset ternyata telah habis masa manfaatnya, vang
dihitung sejak tanggal perolechan sampai dengan tahun
dimulainya penyusutan, maka koreksi penyusutannya hanya
dihitung untuk selama manfaatnya dari aset terscbut. Sebagai
contoh, misalnya tahun dimulainya penyusutan yaitu tahun
2015, ada satu unit komputer yang diperoleh pada semester I
tahun 2010 dengan masa manflaat 4 tahun, maka masa manfaat
komputer tersebut telah habis pada tahun 2014, Xkoreksi
penvusutan untuk aset tersebut adalah untuk 4 tahun scjak
2010 sd 2014. Dengan demikian pada awal TA 2015 dibuat ayat
jurnal koreksi untuk mengakui penyusutan atas komputer
tersebut untuk selama 4 tahun masa manlaatnya yang telah
berlalu, dan setelah itu tidak dihitung lagi penyusutannya karena
masa manfaainya sudah habis,

Nilai yang dapat disusutkan untuk aset tetap yang diperoleh
pada tahun dimulainya penyusutan dan tahun-tahun
berikutnya adalah nilai perolehannya.

Penyusutan aset tetap dihitung terhadap harga perolehan
secara semesteran. Hal ini berarti jika aset tetap diperoleh
antara bulan Januari sd Juni, maka aset tersebut disusutkan
satu tahun penuh. Sedangkan, jika aset tetap diperoleh antara
bulan Juli sd Desember, maka aset tersebut disusutkan untulk
selengah tahun.

Hustrasi: Sebuah Gedung diperoleh pada bulan Mei 2005 dengan
nilai tercatat pada Neraca per 31 Desember 2014 schesar
Rp350.000.000. Masa manfaat 50 tahun. Tahun dimulainya
pengakuan penyusutan adalah tahun 2015,

Perhitungan penyusutan:

Akhir masa manfaat : 2054
Taril penyusutan per tahun  : 2% (100% / 50)
Penyusutan per tahun : Rp 7.000.000

Penyusulan yang diakui pada tahun 2015 untuk Gedung tsb adalah:
a. Korcksi akumulasi penyusutan mulai Mei 2005 sd Desember 2014
adalah 10 tahun penyusutan (penyusutan tahun 2005 dihitung
selahun penuh karena diperoleh di semester | 2003):
Rp 250.000.000 x 2% x 10 (tahun) = Rp 70.000.000
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Jurnal koreksi penyusutan pada awal Januari 2015:
Ekuitas Rp. 70.000.000,00

Akumulasi Penyusutan Gedung Rp. 70.000.000,00

b. Penyusutan untuk satu tahun pada tahun berjalan (tahun 2015):

Rp 350.000.000 x 2% = Rp 7.000.000
Jurnal penyesuian akhir tahun per 3
Beban Penyusutan Aset Tetap
Alcumulasi Penyusutan-Gedung

Berdasarkan jurnal yvang dibuat di atas posisi nilai
terscbut per 31 Desember 2015 adalah sbb.:

Nilai Tercatat per 31 Desember 2014 : Rp 350.000.000
Akumulasi Penyusulan D (Rp 77.000.000)
Nilai buku per 31 Desember 2015 : Rp 273.000.000

1 Descmber 2015;
Rp. 7.000.000
Ep. 7.000.000
Gedung

Jika nilai perolchannya tidak diketahui, maka nilai vang dapat
disusutkan menggunakan estimasi nilai wajarnya.

Metode penyusutan yvang digunakan adalah metode garis lurus untuk
scmua jenis asel telap vang disusutkan.

Metode garis lurus merupakan suatu metode penyusutan dengan
cara membagi nilai aset tetap yvang dapat disusutkan dengan masa
manfaat aset tetap yang bersangkutan, Formula metode penyusutan
garis lurus dapat dirumuskan sebagai berikut;

NILAI PEROLEHAN

PENYUSUTAN MASA MANFAAT

Nilal aset tetap yang dapat disusutkan tidak memperhitungkan nilai
residu, diasumsikan bahwa aset tetap tidak memiliki nilai residu.
Yang dimaksud nilai residu adalah nilai buku aset tetap pada akhir
masa manfaatnya.

Nilai pcnyusulan aset tetap dihitung ke satuan rupiah terdekat.

Masa manfaat aset tetap yang disusutkan dapat mengacu kepada
tabel masa manfaat berikut:

Tabel Masa Manfaat Aset Tetap
| ' Masa Manfaat

No Uraian | (tahun)
‘Alat Besar N
1 Alat Besar Daral 10
2 Alat Besar Apung ' o]
3 Alat Bantu ' " 7
Alat Angkutan |
4 Alat Angkutan Darat Bermotor ) 73
L5 | Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 8
5 Alal Angkutan Apung Bermotor “ 10
[ g Alal Angkutan Apung Tak Bermotor | 3
8 Alat Angkutan Bermotor Udara 20
9 Alat Bengkel Bermesin 10|
10 Alat Bengkel Tak Bermesin 5
11 Alat Ulkur ' 5
| Alat Pertanian
12 Alat Pf‘!'jg,uldhdn 4
_ Alat Kantor dan Rumah Tangga
13 | Alat Kantor : 5




R

No

Uraian

| Masa Manfaat

l _ (tahun)
| 14 | Alat Rumah Tangga 5
Untuk mattrass/kasur pasicn 2
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
15 Alat Studio 2,
______ 16 Alat Komunikasi 2
17 | Peralatan Pemancar 150
18 F'eralat'm Komunikasi Navigasi 15
Alat Kedokteran dan Kesehatan
19 Alat Kedokteran o
20 Alat Kesehatan Umum 5
- Alat Laboratorium
21 | Unit Alat Laboratorium — s 8
22 Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir 19
23 Alat Laboratorium Fisika Nuklir/clektronika 15
24 Alal Proteksi Radiasi/ proteksi Lingkungan 10
25 Radiation Application & Non Destructive
| | Testling Laboratory W
26 Alat Laboratorium Lingkungan Hidup ¥
2T Perdlatan Laboratorium Hydrodinamica 15
28 Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi & 10
Instrumentasi
Alat Persenjataan
29 Senjata Api o 10
30 Persergataan Non Senjat_a Api 3
_31 Senjata Sinar 5]
32 Alat Khusus Kepolisian 4
b Kﬂmplﬁer - _
33 Komputer Unit 4
34 Peralatan Komputer 4
L Alat Eksplorasi
35 Alat Eksplorasi Topografi i 5
36 Alat Eksplorasi Geofisika 10
Alat Pengei:nrq.n
37 | Alat Pengeboran Mesin 10
38 Alat Pengeboran Non Mesin . 10
Alat Produksi, Pengolahan dan
Pemurnian
| 39 Sumur 10
40 Produksi 10
41 Pengolahan Dan Pemurnian 1.5
Alat Bantu Eksplorasi '
42 Alat Bantu Eksplorasi 10
43 Alat Bantu Produksi 10
Alat Keselamatan Kerja =l
44 Alat Deteksi )
45 | Alat Pelindung _ S
46 | Alat Sar 2 |
47 | Alat Kerja Penerbangan 10
Alat Peraga
43 Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan 10 RS
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No Uraian Masa Manfaat
(tahun)
Peralatan Proses/Produksi
49 | Unit Peralatan Proses/produksi &
Rambu-Rambu .
20 Rambu-rambu Lalu Lintas Darat i
51 Rambu-rambu Lalu Lintas Udara B
|52 | Rambu-rambu Lalu Lintas Laut 15
Ve | Peralatan Olah Raga
I Peralatan Olah Raga 3
' Bangunan Gedung
54 Bangunan Gedung Tempal Kerja S0
.85 Bangunan Gedung Tempat Tinggal 50 -
| Monumen -
| 56 Candi/tugu Peringalan/ prasasti S0
Bangunan Menara o
o7 Bangunan Menara Perambuan 40
Tugu Titik Kontrol/Pasti
58 | Tugu/tanda Batas 50
. |Jalan dan Jembatan
59 Jalan 10
60 Jembatan 50
| Bangunan Air
61 Bangunan Air Irigasi o0
62 Bangunan Pengairan Pasang Surut ) 50
;S Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder | 25
64 Bangunan Pengaman Sungai/pantai & 1o |
Penanggulangan Bencana Alam
65 Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan 30 B
Air Tanah |
b6 Bangunan Air Bersih/air Baku 40
67 Bangunan Air Kotor 40
Instalasi
68 | Instalasi Air Bersih / Air Baku 30
69 Instalasi Air Kotor - 30
70 Instalasi Pengolahan Sampah o |
71 Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan i
72 Instalasi Pembangkit Listrik 40
7.3 Instalasi Gardu Listrik 40 .
T Instalasi Pertahanan 30 |
75 Instalasi Gas 30
76 Instalasi Pengaman 20
77 Instalasi Lain 5
Jaringan
78 | Jaringan Air Minum 30
79 Jaringan Listrik 40
80 Jaringan Telepon - 20
81 Jaringan Gas _ 30
Barang Bercorak Kesenian :
82 Barang Bercorak Kesenian 4
83 | Aset dalam Renovasi a
&4 Alat Musik Modern S
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tabel berikut:

Tabel Penambahan Masa Manfaat Aset Tetap

tetap yang mengalami
sifatnya dapat menambah

- A8 -

overhaul/renovasi/ perbaikan yang
masa manfaat, dapat berpatokan pada

Ne

Uraian

Jenis

Persentasi 'i:i:ya
overhaul/renovasi aset

darl blaya perolehan

sebelum

overhaul/renovasi

Penambahan
Masa Manfaat
(tahun)

Alat Besar

Alat Besar Darat

Owverhaut

= 0% 5.d 30%

= 30% s.d 450

w| —

= 40% sl H5%

|

= 55 %

0

Alat Besar Apung

Overhaul

= 0% 5.4 30%,

= 30% s.d 45%

| > 35% 5.d 65%

> b3

th bl k2| —

Alat Gantu

Owerhanl

* P s.d 30%

= 0% 5.0l 4594,

= 40% s5.d 6%,

» 535 %

Alat Angkutan

[ Alat Angkntan Daral Bermotor

Overhaul

> 0% .d 25%

= 25% 5. S0%

= 30% =.d T3%

= 758% ad 100%,

Bl otal | -

Alat Anghutan Darat Tak

Bermator

renovasi

= %% 5.d 25%

w 250% 5.d 50%

= 530% s.d 75%

= TH% sl 100%

Alat Anghutan Apung Bermotor

Overhaul

= % s.d 25%

= 23% 5.d 50%

= 5049 s.d 75%

= T3% z.d 1009

e B W R

Alat Angkuf.ﬂn Apung Tak

Bermaotor

renovasi

= % s.d 25%

= 25% 5. S0

= A0% s T5%

> 75% s.d 100%

Alat Angkutan Hermoter Udnes

overhaul

> 0% 2. 20%:

= 5% u.d 500

* 50% 5.0 75%

> 75% s.d 100%
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| Alat Bengkel dan Alat Ukur

Alal Bengkel Bermesin

averhay)

* (%% s.d 23%

* 23% s 50%

= 300 5. To%

> 7% =.d 100%

|l L] RS e

Alat Dehg,!crr.i Tale Bermesin

renovasi

= 0% 5.4 25%

= 25% 5.d 50%

= 30% y,.d T5%

T5% s 100%

w

Adat Ukr

owverhatl

0% 3.d 25%

b

25% s5.d 500

SO% 5.0 T5%

o

W

T3% s 100%

W ok BRI =

Alat Pertanian

Alat Fengmlnllun

Overhanl

0% s.d 20%

W

i

21% 5.0 509

bl

L

S0% e.d 73%

75%

W

La| L) b2

| Alat Hantor dan Rumah

Tangga

Alat Kantor

everhaul

v

0% 3.d 25%

A% s 0%

W

SU% 5,0 TE%,

v

T3% a.d 100%%

14

' Alar Rumah Tangea

averhaul

W

(b s.d 25%

W

20% 5.4 50%

= S0 5.d TE%

= 75% 5.d 100%

Wl | =) O

Alat Studio, Komunikasi, dan
Pemancar

15

Aat Studin

averhaul

W

o s.d 25%

W

25% 5.d S0%

= 50% s.d 7%

W

T5% .4 100%

| k2| B3| e

16

Mat Komunikasi

overhaul

"

0% s.d 25%

W

2£5% s.d H0%

v

UG s TS%

W

T e 100%;

17

Feralatan Pemancar

vverhaul

W

044 5.d 25%

W

25% 5.d 50%,

S50 s.d 75,

W

Sl ! b oL K —~

v

TO% sl 100%

L]

15

Peralatan Kemunileasi Navigasi

overhaul

W

0% 5.d 25%

'l

25% 3.d 50%

= 509 5.d T5%

= 75% s.d 100%

O~ en kD
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Alut Kedokteran dan
Kesehatan
19 Alal Kedokteran overhaul = Mo 5.d 25% 0
> 28% 8.l 50%
= 30% s.d TE% 2
- = TEM sad 100 |
20 Alat Kesehatan Uniuin overhioul > 0% g 25% 0
> 25% 5.4 S0P 1
> 50% s.d 75% 2
3 = T5% 2.0 100%
Alat Laboraterinm
21 Unit Alat Laberatorium overbiaul = 0% sl 25% 2
> 25% s.d 50% 3
> 50% v.d 75% 4
> 75% s 100% 4
i Uit Alar Laboratorium Kimia ] > 0% s.d 25% 4
Nulglir
I = 25% 5.d 50%
= 50%% 9.d TEY,
= T0% s.d 100%
55 Alat Labeoratorium Fisika oo - 0% .d 25% 3
Nulbdin felektranika
= 25% 5. 50% 5
> 50% 5.1 75% 7
= TH% s 1009 i
Alat Froteksi Radiasi ¢ protelsi
24 S overhaul | » 0% s.d 25% 2
Lingkungean
= 25% 5. 300 4
> 50% &.d 75% 5
> T3% 8. 100% 5
B Radiation Application f& Non
25 : overleul = 0% s.d 25% 2
Destrictive Testng Laboratory
= 25% z.d 50% 4
= 50% 5.1 T5% 3]
= 70% s.d 100% 3
Alat Laboratorium Lingkungan
26 y overhanl * 0% s.d 25% i
Hidup
= 25% s.d 5004 2
= 50% s.d 75% 3
= T3 5.d 1007 4
Feralatan Laboratorium
27 ) ) wverhau) = U s.d 25% 3
| Hydrodinamica
= = 25% s.d 50% 5
= G0% s 75,
= TO% sd 100%
25 Alat Lakaratorivm Standarisasi overhan! > 0% =.d 25%% .
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Kelibras & Instrumentas

> 0% s.d 25%

> 5% s.d 50% a
.' B > 50% s,d T5%
' 1> 75% s.d 100% 5
Alat Persenjutoan
| 249 Senjata Api overfiay! = % sd 25% 1
i = ~ 25% s.d 50% =
= 5% s.d TH% 3
B | = 75% s.d 100% 4
T Persenjataan Non Senjula Api renovasi | = 0% 5.4 25% 0
- = 20% s.d 50%
= 0% s THO% 1
) > T5% s.d 100% i
3l S-enjs'ra Sinar overian] > D% s.d 25% 0 i
| s > 25% s.d 50% 0
B = 50% s.d 75% 0
. > T5% s.d 100°% 2
_-32 Al Khusuy 1{.:pol:'s-:iar. overhaul =~ 0% s.d 25% 1
o > 25% s.d 50% 1
= 0% 5.0 VBN 2
._ = 75% s.d 100% 2
| Homputer .
33 Komputer Unit overhaul = % s 253% 1
= 20% 5.d 50% 1
ik - > 50% s.d 75% 2
ti > 75% s.d 100% 2
a4 Feralatan Komputer overhaul | = 0% s.d 255 1 l
' > 25% s.d 50% 1
= A0% s.d TS 2
> T5% 5. 100% 2
e Alat Eksplorasgi
35 Alat Eksplorasi Topografl everhaul = 0% 5.d 25% 1
' > 25% s.d 50% Z
. = 50% s.d 75% -
'_ = T5% s.d 100% a
36 Alal Eksplorasi Geolisika overhaul » 0% 5.d 25% a 7
| > 25% 5.4 50% 4
> 50% 5. T0% ]
» 75% 5.d 100% 5 ol
Alal Pengeboran
| a7 MAlat engebozo Mesin overhaul = (%% 5.d 25% 2 T
= 25% s.d 50% 4
. > 50% s.d 75% 6
* 75% &.d 100% 7 ]
3B Alal Pengebaran Non Mesin TenovaST )
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= 25% 5.d 50% 1
[ ) = 50% s.d T5% 1
= T5% 5.d 100%; 2
Alat Produksi, Pcngﬂlahsnm
dan Pemurnian
39 SuImnur renovasi > %% 5.d 25%: 0
= 23% 5. SUY
= 50% s.d TS% 1
| > 7 5% 5.d 100% 2
| I =
40 | Produksi renovasi | > 0% s.d 25% 0
i : = 25% %.d 50% 1
= 00% s.d V59 :
» T5% s.d 100% 2
a1 J’mgnlah:-an Dan Pemmurmuan " averhaul > % s.d 258, 2
= 25% s.d 50% 9
= 500G 5. TH% i
= T5% s.d 100RG &
Alat Bantu Ekspleorasi
42 Alar Bantu Eksplorasi weerhaul ~ % 5. 25% 2
> 35% &.d 500 4
= 50% s.d TO% G
> 75 sd 1008 v
43 Alat Danty Produks overhang] > 0% m.al 25% 2
fr > 25% 5.d 50% a
= 50% 5.d T3% L4}
™ > 75% a.d 100% 7
Alat Kesclamatan Kerja
i Alat Detelosi ] - overhaul = 0% sl 25%, 1
> 25% 5.d 50% 2
= ol 5. TH% b
= V5% s.d 100% 3
45 Alat Pelindung FETIOVESL > (% s.d 25%, l
* 25% s.d 300 0
= 0% 5. T5% 1
> T5% g 1000, 2
46 Alat Sar renovasi = 0% s.d 25% 8]
* 25% s D08 1
T > 50% 5.4 75% 1
= Ta% s 1009, 1
a7 Alat Kerja Penerbangan overhaul = 0% s.d 25% @
' = 25% 5.d 50% 3
> 50% .0 75% a
* 7% s.d 100%, G
Alat Peraga
| s Alat Peragy Pelatihan Dan R > 0% s.d 25% 2

Hercontohan




%

— = 25% s.d 50% 4
| 20% 5. V5% 2
' > 75% s.d 100% |
Peralatan Proses/Produksi
| 49 | Unit Pernlatan Proses/produksl | evertinl | = 0% 5.8 3550 2
> 5% s.d 50% 3|
> 5U% s.d 75% 4 &l
> 75% s.d 100% 3
R-a.mbu-Raml:ru
50 Rambu-rambu Lalu Lintas i O g I
Darat
= 23% 5. S0 2
' > 50% s.d 75% ]
> 75% s.d 100% 4
_.51 Rambu-rambu Lalu Lintas overhaul = (P s.d 25% 1
Udara
* 25% &.d 50% 2
| > 50% 5.d 75% 2
> T5% 5.4 10084 4
52 Rambu-rembu Lalu Lintas Lagt overhaul = 0% w.ol 25% 1
| = 25% s5.d 50% 5
= 0% s.d TENW i 4
> 75% s.d 100% G
Peralatan Clah Raga ]
83 Peralatan Olsh Rapa overhan! 0% s 5% 1
B | »25% s.d 50% 1 |
= 3y 5.d TE% 2
' > 75% s.d 100% 2
Banéunan Gedung
54 E-:’;:unan i R T renovas > % = 30%% 5
= 30% sl 45% 10
= 45% s.d 05% 15
> 76% 5.d 100% 50
ik Banguuan Gedung Tempat :
25 Tingpal TETOVESLD > 0% &.d 30% 5
= 30 5.4 45%, 1n
=4 0% 5.d 65% 15
> T6% 5.d 100% 50 =
= - Monumen
_ Candi/tugu 5
2 Permngatan /prasasu CERRIL % 2.0 0% ”
O s S5, 140
= 43% sl 03% 13
> 65% ) 40
Bangunan Menara N
a7 'H-angunan Menara Perambuan TEIIDVES] = 0% s.d 309 5
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> 30% s.d 45% 10
> 45% a.d 65% 15
= ~ 63% 40
Tugu Titik Kontrol/Fasti
58 Tugu franda Batas TENOVES] > P s.d 30% 3
> 30% s 45% 10
k = 45% s.d H5% is
' = 6% 50
o Jalan dan -.Iem-ha't:n
59 Jalan FeTIVESL > (0% s 30%% 2
' | 30% s.d 60% 5
> G0% s.d 100% w o
G Jemhbatan ) renevast = % s.d 30% 2
= 309% 5,d 5% 10
> 45% s.d 65% 15 |
> G5% a0
| Bangunan Air | :
61 Bungunan Alr Trigasi renovasi > % s5.d 5% 2
> 5% s 109 5
> 10% s.d 20% 0
> U an
- = Hangunan Pengairan Pasang e S R 3 =
Surur
= 5% s 108 L5
feae
= 0% 5.0 20% 10
| = 20, 20
Bangunan Pengembangun
&3 renovasi > 0% s.d 5% 1
Rawa Duan Polder
> 5% s.d 10% 3
| > 10% s.d 20% 5
B > 20% 10
EBungunan Penpamen
&4 Sungal/pantai & TEOVEE] = % 5.d 3% 1
Penanggulangan Bencana Alam |
= 8% s 10%% 2
> 10% s.d 20% 3
= A0 5
o= Bangunan Pengembangan P, e ;
Sumber Air Dan Air Tanuh
:
» 5% s.d 10% i
- = 10% s.d 20% ]
> 20% 10
66 | Bungunan Air Bersih, air Baku renovasi | > U% s.d 30% 5
: > 30% .o 5% 10 B
> 43% s.d G:3% 15 T
Ea G5% 44
o7 Eanp;lmmt Aur Hotor PENOVOSL : > % 5.0l 30%6 5

= 300 5.d 45%

140




”' = 15% 5.d 65% 15
g > B3, 40
Instalasi

L] Instalasi Air Bersih / Air Baku renovast | x> 0% s.d 30% 2

- 30% 3.d 45% 7

> 45% s.d 65% 10

) > B5% a0

69 | Instalasi Air Kotor Tenovas = 0% axl 30% 2

= 30% s.d A5% T

| = 45% 5.d 65% T

B > b5% 30
T0 Instalasi Pengolahan Sampah fengvast = (0% 5. 30%; 1

= 30% s 45% 3

*AL% sd B3% 5
x> (5% 10

it Instalasi Pengolalien Bahan o] > 0% 5.4.30% 3

Bangunen |

o » 30% s.d 45% 3
= 10% 5.0 65% 5
» 05 i

72 Instulasi Pembanglol Listrik renovast = 0% s 30U E
' = 30% s.d 45% 10
> 45% s.d 65% 15
ER L a0

73 instalasi Gardu Listrile renovas > 0% s.d 30% 3

; ' > 30 s.d 45% 10
9% 5.4 65% 15
= » 65% a0
73 -Tns.teja:;::' Pertahanan renuvasi = 0% 5.d 30% i

= 308 8.d 459 3

- > 45% s.d 5% 5
= > B5% an
75 | Instalasi Gas renovasi | > 0% s.d 30% 5

' = 30% s.d 45% 10
= 45% 9.d 65% 15

> (0% a0

1 76 instalasi Penganian roovasi = 0% &.d 30% 1

= 0% 2. 5%

= 43% & G3% 3

= b5, 20

KErs Instalasi Lamn CENDVES] s 0% s.d 30% 1
= A0% . 45%: 1

= 45% s.d H5% 3

> 55% 5

Jaringan
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78 | Jaringan Air Minum | overhanl | » 0% s.d 30% 2
~ 30% s.d 45% ]
= 45% 5.0l 65% 10
~ 65% ; 30 ]
79 | Juringan Liseie overhaul | = 0% s.d 30% 5
o > 300 9,d 45%, 10
= 45% s.d 65% 15
i ~ G657 40
20 Jaringan Telepon | overnaul | = 0% s.d 30% 2
> 30% &.d 15% _ 5
| > 45% s.d 65% 10 T
>~ 65% 20
a1 Jaringan Gas overhaul = 0% s.d 30% 2
- > = 30% s.d 45% 7
! 15% 3.d 65% 10
= G5% an

Barang Bereerak Hesenian

Had Alat Musik Modern/Band overhanl > (% s 35%

> 25% s.d 50% 1
[ = 50 5.0 TS 2
= T3% 5.d 100% 2
Aset dalamKEenovasi
Peralatan Dan Mesin Dalam
B3 overhaul > 0% s.d 1009%% 2
Fenovasi
Gedung Dan Bangunan Dalam
g4 % . ) renovast | = 0% s.d 30% 5
Renovams
> 30% 5.0 454 5
> 45% 5.d 05% 5
> H5% a
Jalén. Trigasi, Dan Jaringan Tengvast,
a3 | = 0% sl 1008 B

| Lalam Renovas overlipul
|

©3. Untulk aset tetap yang mengalami penambahan masa manfaat akibat

dilakukannya overhaul/renovasi sebagaimana dimaksud pada
paragraf 59, nilai dasar penyusutan dan masa manfaatnva dilakukan
revisi. Penambahan Masa Manfaat Akibal Perbaikan setclah
ditambah dengan  Sisa  Masa Manfaat dihitung paling lama
sebagaimana tersebut dalam Tabe] Masa Manfaat Tetap. Sebagai
contoh, scbuah gedung kantor yvang diperolch pada tahun 2015
dengan nilai perolehan sebesar Rp 500 juta, masa manfaat 50 tahun,
mengalami renovasi pada tahun 2020 dengan biaya sebesar Rp 200
juta (40% dari nilai perolchan sebelum renovasi). Berdasarkan tabel
penambahan masa manfaat, gedung bertambah masa manfaatnya 10
tahun.

Penyusutan per tahun: 2% x Rp 500 juta
Akumulasi penyusutan (2015 sd 2019)

= REp 50 juta

Dasar penyusutan baru setelah renovasi = Ep 450 juta + Rp 200
juta = Rp 650 juta

Rp 10 juta
9 (tahun) x Rp 10 juta



Masa manfaat baru setelah renovasi = 50 (tahun) -5 +10 = 55
tahun

Masa manfaat menurut Tabel Masa Manfaat 50 tahun

Penyusutan per tahun mulai 2020 menjadi = Rp 630 juta/50 =

Rp13.000.000,00

PENILAIAN KEMEALI ASET TETAP (REVALUASI)

64.

Penilaian kembali nilai aset tetap (revaluasi) hanya diijinkan
dalam rangka penyusunan neraca pembukaan (neraca yang
pertama kali disusun) dan apabila ada peraturan pemerintah
yang mengharuskan dilakukannya revaluasi aset tetap secara
nasional.

PENGHENTIAN DAN PELEPASAN ASET TETAP (RETIREMENT AND

DISPOSAL)

65. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan
atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan
tidak ada manfaat ekonomik di masa yang akan datang.

66. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas
harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan
atas Laporan Keuangan.

67. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif BLUD tidak

memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos
aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

68,

64,

T2,

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang
dalam proses pembangunan, yang pada akhir periode (tanggal
neraca) belum selesai dibangun/diperoleh seluruhnya.

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin,
gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap
lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya
membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum sclesal.
Perolchan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan
suatu periode waktu tertentu. Periode wakty perolehan tersebut hisa
Kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

Perolehan aset dapat  dilakukan dengan membangun sendiri
(swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.
Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun
dan sudah diserahterimakan, yang didukung dengan bukti
Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, akan
direklasifikasi/dicatat ke akun aset tetap yang definitif sesuai
dengan jenis asetnya.

Apabila sebagian aset yang sedang dibangun telah selesai, dan
bagian aset tersebut telah digunakan, maka bagian aset yang
telah digunakan tersebut masih tetap dicatat sebagai
Konstruksi dalam Pengerjaan.

Kontrak Konstruksi

73.

Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah asct

yang berhubungan crat atau saling tergantung satu sama lain dalam

hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan pengpunaan

utama.

Kontrak konstruksi dapat meliputi :

a) Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung
dengan perencanaan konstruksi asel, seperti jasa arsitektur;
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b) Kontrak untuk perolchan atau konstruksi aset;

¢) Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung
pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi
dan value engineering;

d) Kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi

lingltungan.

Penyatuan dan Segmentasi Kontrak Konstruksi

7.

6,

Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini diterapkan secara terpisah
untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan lerlentu,
adalah perlu untuk menerapkan kebijakan ini pada suatu komponen
kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah
atau suatu keclompok kontrak konstruksi secara bersama agar
mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok
kontrak konstruksi.

Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset,

konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu

kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di

bawah ini terpenuhi :

a) Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;

b) Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan
kontraktor serta pemberi kerfa dapat menerima atau
menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-
masing aset tersebut;

¢) Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasikan.

Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan

konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau

dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat
dimasukkan ke dalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan
diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika :

a) Aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam
rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup
dalam kontrak semula; atau

b} Harga aset tambahan  tersebut ditetapkan tanpa
memperhatikan harga kontrak semula.

Pengakuan Konstruksi dalam Pengerjaan

78.

79,

1)

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam

Pengerjaan jika:

a) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang
akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;

b} Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan

c) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang

dimaksudkan digunakan wuntuk operasional BLUD atau

dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh

karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap

yang bersangkutan jika kriteria berikut terpenuhi :

a) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan

b) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan
perolehan.

Pengukuran Konstruksi dalam Pengerjaan

&1,
82,

Konstruksi dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan.
Nilai konstruksi dalam pengerjaan yang dikerjakan secara
swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang telah
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&4,

Ha.

&7.

&8.

&9,

Q0.

T

dikeluarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang yang

masith diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Nilai

konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi biaya
langsung dan tidak langsung yang dapat diatribusikan dengan
kegiatan konstruksi.

Contoh biava langsung konstruksi dengan swakelola antara lain:

a) Biava pckerja lapangan termasuk penyelia;

h) Biaya bahan yvang digunakan dalam konstruksi;

c) Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan
ke lokasi pelaksanaan konstrulesi;

d) Biaya penyewaan sarana dan peralatan;

e] Biaya rancangan dan bantuan tcknis yang sccara langsung
berhubungan dengan konstruksi.

Contoh biaya tidak langsung vang dapat diatribusikan ke konstruksi

dengan swakelola antara lain:

a) Asuransi, misalnya asuransi kebakaran;

b) Biaya rancangan dan bantuan teknis vang tidak secara langsung
berhubungan dengan konstruksi tertentu.

c) Biaya biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk konstruksi yang
bersangkutan, seperti biaya inspeksi.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui

kontrak konstruksi meliputi:

al] Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor
sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;

b} Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraitor
berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi
belum dibayar pada tanggal pelaporan;

¢) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga
sehubungan dengan pelaksanan kontrak konstruksi.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman

yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan

menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat
diidentifikasikan dan ditetapkan secara andal.

Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya vang

timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk

membiayai konstruksi

Jumlah biaya pinjaman vang dikapitalisasi tidak boleh melebihi

jumlah  biaya bunga yang dibayarkan pada periode yvang

bersangkutan.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset

vang diperoleh dalam suatu periode tertenlu, biaya pinjaman periode

yang bersangkutan dialokasikan ke masing masing konstruksi
dengan metode rata-rata lertimbang atas total pengeluaran biaya
konstruksi. _

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara

tidak discbabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeur maka biaya

pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara
pembangunan konstruksi dikapitalisasi,

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan vang

penyelesaiannya jatuh pada waktu yvang berbeda-beda, maka jenié

p§kcrjaar1 yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman.

B:a},-'la pinjaman hanya dikapitalisasi untul jenis pekerjaan yang

masth dalam proscs pengerjaan.

PENGUNGKAPAN ASET TETAP
92. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-

masing jenis aset tetap sebagai berikut :



93.

94,
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aj Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai
tercatat (carrying amount);
b]  Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode
yang menunjukkan :
1) Penambahan;
2) Pelepasan;
3] Akumulasi penyusutan dan perubahan ni lai, jika ada;
4) Mutasi aset tetap lainnya.
Laporan keuangan juga harus m engungkapkan :
a) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yvang berkaitan dengan
aset tetap;
¢] Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam kaonstruksi; dan
d) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
BLUD harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam
Pengerjaan pada akhir periode akuntansi :
a] Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat
penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
b) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
c] Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
d) Uang muka kerja vang diberikan: dan
¢) Retensi

Jika aset tetap dicatat pada jumlah yvang dinilai kembali, hal-hal

berikut harus diungkapkan :

al Dasar peraturan untuk menilai kembali asct te tap;

b) Tanggal efektif penilaian kembali:

¢) Jika ada, nama penilai independen;:

d) Hakikat setiap pctunjuk vang digunakan untuk menentukan
biava pengganti:
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KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 16
ASET LAINNYA

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah
paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragrajf-
paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka
Konseptual Kebijakan Akuntansi BLUD.

A. RUANG LINGKUP

N

Rebijjakan Akuntansi ini diterapkan dalam penyelenggaraan
akuntansi aset non lancar berupa aset lainnya.

B. KLASIFIKASI

2.

Aset Lainnya terdiri dari :

d) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Dacrah;
b) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;

¢) Aset Tidak Berwujud; dan

d] Asect Lain-lain.

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

3,

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP merupakan suatu proses
penagihan yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk
menuntut penggantian atas suatu kerugian yvang diderita oleh Pemda
sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan
melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau
kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan  suatu  proscs
penagihan yang dilakukan terhadap pegawai negert bukan bendahara
dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian vang
diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung
dari suatu perbuatan melanggar hukum yvang dilakukan oleh pegawai
tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Pengakuan Tagihan TP/TGR
5. Tagihan TP/TGR diakui apabila telah memenuhi kriteria:

a) Telah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab
Mutlak (SKT.JM);

b) Telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian
Kerugian Sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikcnakan
funtutan Ganti Kerugian Negara/Daerah: atau

¢} Telah ada putusan Lembaga Peradilan yang berkeluatan hukum
letap (inkracht van gewijsde) yang menghukum seseorang untuk
membayar sejumnlah uang kepada pemerintah.

Pengukuran Tagihan TP/TGR
6. Piutang TP/TGR dicalat schesar tagihan sebagaimana yang ditctapkan

dalam surat kelerangan /ketetapan/ keputusan adanya kerugian
negara/daerah.

Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat
kKeputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan sctoran vang telah
dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum dacrah.
Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat
Keterangan Tanggungiawab Mutlak [SKTM) atau Surat Keputusan lain
yang dipersamakan setelah dikurangi dengan  setoran yang telah
dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.
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Kemitraan dengan Pihak Ketiga

9,

10,

13,

12.

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih vang
mempunyai  komitmen untuk melaksanakan kegiatan vang
dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha
vang dimiliki.

Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa ;

a) Bangun, Guna, Serah (BGS)

b) Bangun, Serah, Guna (B3Q)

Bangun, Guna, Serah (BGS) adalah pemanfaatan barang milik BLUD
berupa lanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan
dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh
pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati,
untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan
dan/atau sarana berikut [asilitasnya kepada BLUD setelah
berakhirnya jungka waktu yang discpakati (masa konsesi).

Bangun, Serah, Guna (BSG) adalah pemanlaatan adalah pemanfaatan
barang milik BLUD berupa tanah olch pihak lain dengan cara
mendirikan bangunan dan/alau sarana berikut [asilitasnya, dan
setelah sclesal pembangunannya diserahkan untuk didayvagunakan
oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang discpakati.

Pengakuan Aset Kemitraan

13

14,

16.

Asct  kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama
kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari asel teltap
(tanah) menjadi aset lainnya (asel kemitraan).

Aset kemitraan berupa gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya,
dalam  rangka kerja  sama  BSG diakui pada saat
pengadaan/pembangunan  gedung  dan/atau  sarana  berikut
fasilitasnya sclesai dan siap digunakan/dioperasikan.

Setelah masa perjanjian kerja sama berakhir, aset
kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional
sebelum diserahkan kepada pengelola barang. Penyerahan kembalik
objek kerja sama beserta fasilitasnya kepada pcngelola barang
dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dan dituangkan dalam
berita acara serah terima barang.

Klasifikasi aset hasil kerja sama/kemilraan berubah duri ‘Aset
Lainnya’ menjadi ‘Aset Tetap’ scsuai jenisnya, sectelah berakhirnya
perjanjian dan telah diletapkan status penggunaannya oleh Pengelola
barang,

Pengukuran Aset Kemitraan

17,

15,

19.

Aset yang diserahkan oleh BLUD untuk diusahakan dalam perjanjian
kerja  sama/kemitraan  harus dicatat seba gal aset kerja
sama/kemitraan sebesar nilai  bersih yang tlercatat pada saat
perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih vang paling
objektif atau paling berdaya uji.

Dana yang ditanamkan BLUD dalam kerja sama/kemitraan dicatat
sebagal penvertaan kerja sama/kemitraan. Di sisi lain, investor
mencatlat dana vang diterima tersebut sebagai kewajiban.

Aset hasil kerja sama yang telah diserahkan kepada BLUD setelah
berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya,
dicatat sebesar nilai bersih yang terecatat atau sebesar nilu] wajar pada
saat asct lersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling
berdayva uji.



Aset Tidak Berwujud

20.

21,

Aset tidak berwujud adalah aset tetap vang secara fisik tidak dapat
dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk
digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan
untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh
aset tidak berwujud antara lain adalah softwarc aplikasi komputer,
lisensi, hak cipta dan hak paten, hak merek, biaya riset dan
pengembangan.  Aset tidak berwujud dapat diperolch melalui
pembelian atau dapal dikembangkan sendiri vleh BLUD.

Asct tidak berwujud antara lain meliputi :

a) Software aplikasi komputer yang dipergunakan dalam jangka
waktu lcbih dart satu tahun, yang bukan merupakan bagian tak
terpisahkan dari hardware komputer.

b) Lisensi
Lisensi adalah izin yang diberikan olch pemegang paten kepada
pihak lain  berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk
menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi
perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu,

c] Hak cipta (eopyright) dan hak paten

Hak cipta adalah hak eksklusil bagi pencipta atau penerima hak
untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau
memberikan  izin  untuk  itu  dengan tidak mengurang
pembatasan-pembatasan  menurut  peraturan perundang-
undangan.
Paten adalah hak eksklusil yang diberikan oleh negara kepada
inventor (penemu) atas hasil invensi (temuan) di bidang teknologi,
yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan  sendiri
invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada
pihak lain untuk melaksanakannya.

d] Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang
Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang
adalah suatu kajian atau penclitian yang memberikan manfaat
ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat
diidentifikasi scbagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat
diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau
sosial maka tidak dapat dikapitalisasi scbagai aset tidak
berwujud.

€] Aset tak berwujud dalam pengembangan
Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud
vang dipecroleh  secara  internal yang jangka  waktu
penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan
pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi
seperti ini, maka atas pengeluaran yvang telah terjadi dalam
rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan
harus diakui sebagai aset tak berwujud  dalam  pengerjaan.
Setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi
aset tak berwujud yvang bersangkutan.

Pengakuan Aset Tidak Berwujud

22.

23,

Untuk dapat diakui sebagai aset tak berwujud harus dapat
dibuktikan bahwa aktivitas/kegiatan tersebut telah memenuhi
definis aset tak berwujud dan kriteria pengakuan.

Aset tak berwwjud harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa
datang yang diharapkan atau Jasa potensial yang
diakibatkan dari aset tak berwujud tersebut akan
mengalir/dinikmati oleh entitas; dan
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b) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan
andal.

Pengukuran aset tak berwujud
24. Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga

yang harus dibayar entitas untuk memperoleh aset terebut
hingga siap untuk digunakan.

25. Jika aset tak berwujud tidak memiliki harga perolehan yang
bisa ditelusuri, aset tersebut diukur dengan nilai wajarnya.

26. Terhadap aset tak berwujud dapat dilakukan amortisasi sclama masa
manfaatnya, kecuali untuk asct tak berwujud yang memiliki masa
manfaat tidak terbatas (misalnya, merck dagang).

27. Metode amortisasi menggunakan metode garis lurus.

28. Masa manfaat aset tak berwujud ditentukan pada tabel berikut

Tabel Masa Manfaat Aset Tak Berwujud
| No Uraian i Tahun
1 Software Komputer 4
2 | Lisensi - . Sesuai masa manfaat
yvang ditetapkan
. } | pemegang lisensi
3 Franchise E
4 | Hak Cipta Alas Ciptaan Gol 1 70
5] Hak Paten Sederhana 10 g
6 | Hak Cipta Alas Ciptaan Gol II 50
" 7 | Hak Cipta Karya Seni Terapan 25
g Hak Ekonomi Perlaku Pertu.n_i ukan ' 50
9 Hak Ekenomi Produser Fonogram . =0
10 Hak ekonomi Lembmaga Penyiaran : 20
11 | Paten Bisa 20
12 Merek 10
13 | Desain Industri 10
14 Rahasia Dagang - 10
15 Desian Tata Letak Sirkuit Terpadu 10
16 _I‘ﬂr']jnc{uugan Verietas Tanaman 20
Semusim
17 | Perlindungan Verietas Tanaman Tahunan 25 G
|

Aset tak berwujud yang tidak diamortisasi harus dievaluasi setiap
tahun, apabila diperkirakan tidak memberikan manlaat ekonomi lagi
di masa datang, aset tak berwujud  tersebut dihapuskan dari
pembukuan,

Aset Lain-lain

30.

Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak
dapat dikclompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tuntutan
Perbendaharaan, Tuntutan Gant Rugi, Kemitraan dengan Pihak
Ketiga, dan asct lain-lain. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap
vang direklasifikasi ke aset lainnya karena dihentikan dari
penggunaan aktif oleh BLUD dan belum dihapuskan.



Pengakuan Aset lain-lain

31. Asel lelap yang direklasifikasi menjadi aset lain-lain diakui/dicatat
pada saat aset tetap terscbul dihentikan dari penggunaan aktif dan
direklasifikasi ke aset lain-lain,

Pengukuran Aset lain-lain

32. Aset tetap yang direklasifikasi ke aset lainnya dicatat scbesar nilai
tercatatnya.

Pengungkapan Aset Lainnya
33. Hal-hal yang diungkapkan dalam Catatan atas Lapuran Keuangan
(CaLK) atas aset lainnya antara lain sebagai berikut;
b) Kebijakan akuntansi aset lainnyva.
c) Penambahan maupun penurunan nilai tercatat aset lainnya
selama tahun berjalan, sebagai akibat dari perolehan/penambahan
baru maupun penghapusan.

d) Hal-hal lainnya yang perlu diungkapkan menurut Standar
Akuntansi Pemerintahan.
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KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 17
AKUNTANSI KEWAJIBAN

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah
paragraf kebifakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-
paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka
Konseptual Kebijakan Akuntansi BLUD.

A. RUANG LINGKUP

I

Kebijakan ini diterapkan untuk penyelenggaraan akuntansi
kewajiban jangka pendek dan Jangka panjang.

B. KLASIFIKASI KEWAJIBAN

2

11

=]

10.

Kewajiban disajikan berdasarkan klasifikasi jangka waktu
pembayarannya, yaitu:

a) Kewajiban jangka pendek; dan

b) Kewajfiban jangka panjang.

Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka
pendek jika diharapkan dibayar (atau jatuh temnpo) dalam waktu
12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek terdiri dari:

al Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFE])

b} Utang Bunga

¢/ Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

d) Pendapatan Diterima Dimuka

e} Utang Belanja

f) Utang Jangka Pendek Lainnya.

Utang PFK yaitu utang BLUD kepada fihak lain sehubungan kedudukan
BLUD sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti PPh,
PPN, iuran Taspen, Askes, Taperum.

Utang bunga terjadi karena adanya penarikan pinjaman oleh BLUD.
Scbagai  contoh, utang bunga pinjaman kepada bank/lembaga
keuangan lainnya,

Bagian lancar utang jangka panjang adalah akun kewajiban yang
merupakan reklasilikasi dari kewajiban jangka panjang yang akan
dibayar (jatuh tempo) dalam wakty 12 ( dua belas) bulan sejak tanggal
pelaporan.

Pendapatan diterima dimuka adalah pembayaran yvang telah diterima
atas jasa yang belum diserahkan oleh BLUD kepada pihak ketiga.
Pendapatan diterima dimuka mencakup antara lain ; Sewa diterima
dimuka

Jtang Belanja adalah penerimaan barang/jasa oleh BLUD namun
belum dibayar. Utang belanja terdiri atas kelompok utang belanja
operasi dan utang belunja modal.

Utanyg jangka pendek lainnya merupalcan kewajiban lancar yang tidak
termasuk dalam kategori yang ada. Termasulk dalam kewajiban jangka
pendek lainnya antara lain penerimaan pembayaran di muka atas
transaksi penjualan barang/jasa oleh pemerintah kepada pihalk lain.

Kewajiban Jangka Panjang

8

L2

Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban BLUD yang
Jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
Kewajiban jangks panjang biasanya muncul sebagai akibat dari
pembiayaan yang dilakukan oleh BLUD untuk menutup defisit
anggarannya.
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13. Kewajiban Jangka Panjang terdiri dari :

@) Utang Dalam Negeri berupa Utang Kepada Bank/Lembaga
Keuangan Bukan Bank
b) Utang Jangka Panjang Lainnya

C. PENGAKUAN KEWAJIBAN

14.

1

1

15.

19

20.

S.

T

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi dari pelaksanaan

tugas alau tanggung jawab BLUD untuk bertindak di masa lalu.

Kewajiban muncul antara lain karena:

a) Penggunaan sumber pembiavaan pinjaman dari lembaga keuangan.

b) Kewajiban dengan penyedia barang/jasa dalam rangka pengadaan

barang dan jasa.

c] Perikatan dengan pegawai BLUD

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran

sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan

kewajiban yang ada saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut

mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat

kewajiban timbul.

Kewajiban dapat timbul dari:

a) Transaksi dengan pertukaran (exchange transactions)
Suatu transaksi dengan pertukaran timbul bila masing-masing
pihak yang terlibat dalam transaksi terschbut mengorbankan dan
menerima suatu nilai sebagai gantinya, Contoh: utang belanja
listrik / telpon, utang kepada fihak ketiga dari transaksi pengadaan
barang dan jasa yang belum dibayar sampail dengan tanggal
pelaporan, utang penarikan pinjamarn.
b) Kejadian yang diakui BLUD

Kejadian yang diakui BLUD yaitu kejadian vang tidak didasarkan
pada (ransaksi namun kejadian lersebut mempunyai konsekuensi
pada keuangan BLUD karena BLUD memutuskan untuk merespon
kejadian terscbut. Contoh kewajiban yang timbul atas kejadian
yang merugikan pihak lain akibat kelalaian. Namun, kewajiban
tersebut belum diakui sebelum adanya pengakuan formil dari
BLUD untuk menanggung biava yang ditimbulkan akibat kelalaian
lersebut.

Utang PFK diakui apabila pada akhir periode pelaporan (akhir
tahun anggaran) masih terdapat saldo pungutan/potongan PFK
yang belum disetorkan kepada pihak lain yang terkait.

Utang bunga diakui apabila pada akhir periode pelaporan telah
muncul biaya bunga yang telah terjadi atau yang sudah menjadi
kewajiban BLUD namun belum dibayar.

Kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu
12 (dua belas) bulan ke depan sejak tanggal pelaporan dapat
direklasifikasi ke akun Bagian Lancar Kewajiban Jangka Panjang
yang dilaporkan di bawah kelompok Kewajiban jangka Pendek.
Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat diterimanya uang
dari pihak ketiga dan BLUD belum menyerahkan/memberikan
manfaat ekonomisnya kepada pihak ketiga tersebut.

Utang Belanja diakui pada saat barang/jasa telah diterima oleh
BLUD namun belum dilakukan pembayaran antara lain belanja
langganan daya dan jasa seperti tagihan atas rekening listrik,
telpon, air. Utang langganan daya dan jasa diakui pada saat
tagihan dari pihak ketiga diterima.
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23. Kewajiban yang berasal dari penarikan pinjaman diakui pada

saat dana diterima di rekening Kas BLUD atau sesuai dengan

yang dinyatakan di dalam kontrak perjanjian pinjaman.

. PENGUKURAN KEWAJIBAN
24. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, RKewajiban dalam mata

o
o

26.

27.

31.

uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah
dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal
neraca.

Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban BLUD pada
saal pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ckonomi setelahnya,
seperti  transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan
perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya sclain perubahan
nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai  tercatat
kewajiban tersebut.

Utang PFK dicatat sebesar jumlah pungutan/potongan PFK yang
belum disetorkan kepada pihak lain yang terkait sampai dengan
akhir periode pelaporan (akhir tahun anggarart),

Utang bunga dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi atau
yang sudah menjadi kewajiban BLUD, namun belum dibayar
sampai dengan akhir periode pelaporan.,

Bagian Lancar Kewajiban Jjangka Panjang dicatat sebesar Jumlah
kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu
12 (dua belas) bulan ke depan sejak tanggal pelaporan Neraca.
Pendapatan diterima dimuka dicatat sebesar nilai yang belum
dimanfaatikan oleh pihak ketiga.

Utang belanja dicatat sebesar nilai barang/jasa yang telah
diterima BLUD namun belum dibayarkan.

Kewajiban yang berasal dari penarikan pirjaman dicatat sebesar
dana yang diterima di rekening kas BLUD.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

32

33.

Utang BLUD harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar
skedul utang wuntuk memberikan informasi yang lebih baik
kepada pemakainya.

Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi

yang harus disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan
adalah:

a) Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang
yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman.

b) Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah
berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah daerah dan
Jatuh temponya.

¢/ Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan
tingkat bunga yang berlaku.

d) Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum
Jatuh tempo

el Perjanfian restrukturisasi utang meliputi:

1. Pengurangan pinfjaman;
Modifikasi persyaratan utang;
Pengurangan tingkat bunga pPinjaman;
Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan
periode pelaporan.
1 Jumlah tunggakan pinjarman yang disajikan dalam bentuk
daftar umum utang berdasarkan kreditur.

SdahN
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RESTRUKTURISASI UTANG

34,

Dalam restrukturisasi utang mclalui modifikasi persyaratan utang,
debitur harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektil sejak
saat restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai
tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat
tersebut melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan
dengan persyaratan baru. Informasi restrukturisasi ini harus
diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian
pengungkapan dari pos kewajiban yang terkait.

PENGHAPUSAN UTANG

35.

Penghapusan utang adalah pembatalan secara sukarela tagihan oleh
kreditur kepada debitur, baik sebagian maupun seluruhnya, jumlah
utang debitur dalam bentuk perjanjian formal diantara keduanya. Atlas
penghapusan utang mungkin disclesaikan oleh debitur ke kreditur
melalui penycrahan aset kas maupun nonkas dengan nilai utang di
bawah nilai tercatatnya.



KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 18
EKUITAS

Paragrafparagraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah
paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-
paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangha
Konseptual Kebijakan Akuntansi BLUD,

A. RUANG LINGKUP
1. Kebijakan Akuntansi ini diterapkan dalam penyelenggaraan
akuntansi ekuitas yang akan dilaporkan di dalam Neraca,

B. PENGAKUAN/PENGUKURAN

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada
Laporan Perubahan Ekuitas.

Laporan Pecrubahan Ekuitas menyajikan sekurang- kurangnva pos-
pos:

2.

3.

a)
=)
c)

d)

Ekuitas awal

Surplus/delisit-LO pada periode bersangkutan;

Koreksi-korcksi yang langsung menambah /mengurangi ekuitas,

yang antara lain berasal dari dampak kumulatif vang disebabkan

oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan,

misalnya:

L. kareksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada
periode-periode sebelumnya;

2. perubahan nilai asct tetap karena revaluasi aset tetap.

3. koreksi belanja/beban yang berasal dari periode sebelumnya
sctelah laporan keuangan diterbitkan

Eluitas akhir.

Ekuitas akhir di dalam Laporan Perubahan Ekuitas dihitung
dengan menambah/mengurangi saldo ekuitas awal tahun dengan
surplus/defisit LO tahun berjalan dan koreksi-koreksi yang
secara langsung menambah/mengurangi ekuitas.

C. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN EKUITAS
S. Ekuitas disajikan dalam Neraca dan dijelaskan rinciannya
dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).



KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 19
KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTAN SI, PERUBAHAN
KEBIJAKAN AKUNTANSI, DAN OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah
paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-
paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka
Konseptual Kebijakan Akuntansi BLUD.

A. RUANG LINGKUP

1. Pernyataan kebijakan ini digunakan untulk melaporkan pengaruh
kesalahan, perubahan estimasi akuntansi, perubahan kebijakan
akuntansi dan operasi yang tidak dilanjutkan terhadap laporan
keuangan.

B. KOREKSI KESALAHAN

2. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada salu atau beberapa

periode scbelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan.

Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti

transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan dalam penctapan

standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan Interpretasi  fakta,
kecurangan, atau kelalaian.

Kesalahan ditinjau dari sifat Kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua)

jenis :

4) Kesalahan yang tidak berulang;

b) Kesalahan yang berulang dan sistemik (hanya korcksi pendapatan).

4. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yvang diharapkan tidak

akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis :

a) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;

b} Kesalahan yang tidak berulang vang terjadi pada periode sebelumnya.

Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan

oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang

diperkirakan akan terjadi berulang. Contoh kesalahan yang sifatnya
normal dan berulang umumnya berasal dari koreksi pencatatan tahun
sebelumnya tidak scsuai dengan kondisi scbenarnya

(understatement/ overstatement).

6. Terhadap setiap kesalahan harus dilakukan korelksi segera setelah
diketahui.

7. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode
berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak,
dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam
periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun
belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

8. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-
periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan
keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan
pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun
pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO
atau akun beban.

9. Koreksi kesalahan atas  pengeluaran  belanja (sehingga
mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang
yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi
kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan,
dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA.

{2

o



10,

3.

13.

14.

15.

16.

%57 L o8

Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan

pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih/SiLPA.,

Contoh koreksi kesalahan belanja vang berasal dari periode tahun

sebelumnya (setelah laporan keuangan diterbitkan) :

a) Yang menambah saldo kas vaitu pengembalian belanja pegawai tahun
lalu  karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan
menambah pendapatan lain-lain-LRA.

b) Yang menambah saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan
aset, yailu belanja modal yang di-mark-up dan setelah dilakukan
pemeriksaan kelebihan belanja terscbut harus dikembalikan, dikoreksi
dengan menambah akun pendapatan lain-lain-LRA.

¢] Yang mengurangi saldo kas vaitu terdapat transaksi belanja pecgawai
tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun
Saldo Anggaran Lebih/SiLPA.

d) Yang mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan
aset, yaitu belanja modal tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi
dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih/ SiLPA.

Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak

berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan

menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan
keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan
pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan asel selain kas:

a) Yang menambah saldu kas terkait perolehan aset selain kas yaitu
pengadaan  aset tetap yang di-mark-up dan setelah dilakukan
pemeriksaan  kelebihan nilai  aset tersebut harus dikembalikan,
dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait
dalam pos aset tetap.

b) Yang mengurangi saldo kas terkait perolehan aset sclain kas yaitu
pengadaan aset tetap tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksi dengan
menambah akun tesrkait dalam pos aset tetap dan mengurangi saldo
kKas.

Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga
mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-
periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak
mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila
laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitican, dilakukan
dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal
mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan
pada akun ekuitas.

Contoh korcksi kesalahan beban:

a) Yang menambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawail tahun
lalu  karena salah penghitungan jumlah gaji, dikorcksi dengan
mcnambah saldo kas dan menambah pendapatan lain-lain-LO.

bl Yang mengurangi salde kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai
tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun
beban lain- lain-LO dan mengurangi saldo kas.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak

berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan

menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut
sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan Saldo Anggaran

Lebih/SiLPA.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidalk

berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan



17.

18.

19,

20.

21.

Sl

2

24.
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mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut

sudah diterbitkan dilakukan dengan penambahan Saldo Anggaran

Lebih/SiLPA.

Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LRA:

a) Yang menambah saldo kas vaitu koreksi atas kekurangan penyetoran
oleh pihak lain schubungan dengan jasa yang diberikan dengan
menambah Salde Anggaran Lebih/SiLPA.

b) Yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian atas kelebihan
pencatatan  pendapatan layanan pada periode sebelumnya dengan
mengurangi Saldo Anggaran Lebih/SiLPA.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak

berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan

menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut
sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas
dan akun ekuitas.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak

berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan

mengurangt posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut
sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas
dan akun Ekuitas.

Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LO:

a) Yang menambah saldo kas vaitu koreksi atas kekurangan penyetoran
oleh pihak lain sehubungan dengan jasa vang diberikan dengan
menambah akun Ekuitas. '

b) Yang mengurangi salde kas yaitu pengembalian atas kelebihan
pencalatan  pendapatan layanan pada periode sebelumnya dengan
mengurangi akun Ekuitas.

Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan

yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya

dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan
keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan
pembetulan akun Saldo Anggaran Lebih /SILPA.

Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan:

a) yang menambah saldo kas terkait penerimaan pembiayaan, vaitu BLUD
menerima setoran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari pihak lain
vang belum dicatat, dikoreksi oleh BLUD dengan menambah akun
Saldo Anggaran Lebih/SILPA.

b) yang mengurangi saldo kas terkait penerimaan pembiayaan, yaitu
BLUD mengembalikan kelebihan setoran cicilan pokok pinjaman tahun
lalu dari pihak lain, dikoreksi oleh BLUD dengan mengurangi akun
Saldo Anggaran Lebih/SILPA.

Contoh koreksi kesalahan terkail pengeluaran pemnbiayvaan:

d) yang menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran suatu angsuran
utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran
angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun
Saldo Anggaran Lebih/SILPA.

b) yang mengurangi saldo kas yailu terdapat pcmbayaran suatu angsuran
utang tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi
akun Saldo Anggaran Lebih/SILPA,

Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban

yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah

maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode
tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada
akun kas dan akun Ekuitas.
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Contoh koreksi kesalahan terkail pencatatan kewajiban:

a) Yang menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan Kkas karena
dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban
dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun Ekuitas.

b} Yang mengurangi saldo kas yaitu lerdapat pembayaran suatu angsuran
kewajiban yang dibayarkan tahun lalu namun belum dibukukan,
dikereksi dengan mengurangi akun Ekuitas dan mengurangi saldo kas,

Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan laporan kcuangan

dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan undang-

undang atau peraturan daerah.

Koreksi kesalahan lidak berulang yang terjadi pada periode-periode

sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun

sctelah laporan keuangan periede tersebut diterbitkan, pembetulan
dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode  kesalahan
ditemukan. Contoh kesalahan yang tidak mempengaruhi  posisi kas
adalah pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset
tetap] dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang
dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangl akun jalan, irigasi,
dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada Laporan

Realisasi Anggaran tidak perlu dilakulkan koreksi.

Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode vang lalu

terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan

pada aktivitas yang bersangkutan.

Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catalan atas Laporan Keuangan.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

30.

31.

a32.

33.

34.

35.

Para pengguna Laporan Keuangan perlu membandingkan laporan
keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk
mengetahui kecenderungan arah (trend) posisi keuangan, kinerja, dan
arus kas. Olch karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan harus
diterapkan secara konsisten pada setiap periode.
Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi
sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi,
metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.
Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila
pencrapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan clech
peraturan  perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang
berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan
menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan,
atau arus kas vang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan
keuangan cntitas.
Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:
al Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang
secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
b) Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi
yang scbelumnya tidak ada atau yang tidak material.
Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu
perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut
harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan
persyaratan-persyaratan schubungan dengan revaluasi.
Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan
Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan.
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PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI

35.

36.

Agar memperoleh Lapcoran Keuangan vang andal, maka estimasi
akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan
penggunaan ascl dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.

Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada
Laporan Operasional pada periode perubahan dan periade selanjutnya
sesual  sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa
manfaat aset tetap dan perubahan estimasi terhadap prosentase
penyisihan piutang yang berpengaruh kepada Laporan Operasional pada
saat terjadinya perubahan estimasi tersebut dan  tahun-tahun
sclanjutnya.

Pengaruh perubahan terhadap Laporan Operasional periode berjalan dan
vang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak
mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd.
RABMAN HADI
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